REPUBLIK INDONESIA

No.42, 2015 KEMENKEU. Bendahara Umum. Keuangan.
Laporan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PMK.09/2014
TENTANG
STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
BENDAHARA UMUM NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 48 Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, pengawasan
intern yang dilakukan oleh aparat pengawasan
intern pemerintah salah satunya melalui reviu;

b. bahwa guna memberikan keyakinan terhadap
keandalan informasi yang disajikan dalam
Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara,
terhadap laporan dimaksud dilakukan reviu
oleh aparat pengawasan intern pemerintah;

C. bahwa untuk menjaga mutu pelaksanaan reviu
dan memberikan pedoman bagi aparat
pengawasan intern pemerintah dalam

pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan
Bendahara Umum Negara, perlu menetapkan
standar reviu atas laporan keuangan Bendahara
Umum Negara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c,
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perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan
Bendahara Umum Negara;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
BENDAHARA UMUM NEGARA.

Pasal 1

(1) Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
(LK BUN) yang selanjutnya disebut Standar Reviu adalah prasyarat
yang diperlukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
untuk melaksanakan reviu dan mengevaluasi pelaksanaan reviu
atas LK BUN.

(2) Standar Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
Standar Umum dan Standar Pelaksanaan.

Pasal 2
Standar Reviu bertujuan untuk:

a. memberikan prinsip-prinsip dasar yang diperlukan dalam praktik
reviu;

b. menyediakan kerangka untuk menjalankan dan meningkatkan
nilai tambah reviu;

c. menetapkan dasar-dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan reviu,;
dan

d. mendorong peningkatan kualitas LK BUN.
Pasal 3

Standar Reviu diterapkan untuk reviu atas LK BUN yang ruang
lingkupnya meliputi:

a. Reviu atas LK BUN yang disusun oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara yang bertindak sebagai Pengelola Kas,
yaitu:

1. Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi
dan Pelaporan (LK UAPBUN AP);
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2. Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Pusat (LK
UAKBUN-Pusat);

3. Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara
tingkat Kantor Wilayah (LK UAKKBUN-Kanwil); dan

4. Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (LK UAKBUN-Daerah);

b. Reviu atas LK BUN yang disusun oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara yang bertindak sebagai Pengguna
Anggaran Bagian Anggaran (BA) Bendahara Umum Negara (BUN)
dan Pengelola Transaksi BUN Lainnya, yaitu:

1. LK BUN Pengelolaan Utang (BA 999.01);

LK BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02);

LK BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03);
LK BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman (BA 999.04);
LK BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA 999.05);
LK BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07);

LK BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08);
LK BUN Transaksi Khusus (BA 999.99);

9. LK BUN Badan Lainnya; dan

c. Reviu atas LK Konsolidasian BUN, yaitu laporan keuangan hasil
konsolidasi secara berjenjang seluruh laporan keuangan dalam
huruf a dan huruf b.

® N ok Wb

Pasal 4

(1) Standar Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan
dalam Lampiran | yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2) Reviu atas LK BUN dilaksanakan dengan mengacu pada Petunjuk
Teknis sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
Keuangan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2015

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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UMUM NEGARA
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DAFTAR ISTILAH

No. Singkatan Uraian

A

1 - Akurasi Informasi adalah penyajian informasi dalam LK BUN
secara benar dan tepat.

2 APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

3 APIP Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah unit yang
secara fungsional melaksanakan pengawasan intern di
lingkungan pemerintah.

4 - Asersi adalah pernyataan pimpinan satuan kerja bahwa
Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan SA-BUN dan

telah disajikan sesuai dengan SAP.

B

5 BPK RI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah
lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara.

6 BA BUN Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara adalah bagian
anggaran yang wewenang pengelolaannya ada pada
Bendahara Umum Negara atau pihak lain yang ditunjuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7 BMN Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

8 BUN Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas
untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Negara.
C
9 CaLK Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang

menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,
Neraca, atau LAK dalam rangka pengungkapan yang
memadai.
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10

CHR

Catatan Hasil Reviu adalah dokumentasi hasil pelaksanaan
reviu yang setidaknya memuat simpulan penyelenggaraan
akuntansi dan/atau penyajian laporan keuangan yvang harus
diperbaiki/dikoreksi, permasalahan yang dihadapi oleh unit
akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan sesuai dengan SAP dan sistem akuntansi yang
berlaku, serta tindakan perbaikan/koreksi oleh pereviu
kepada unit akuntansi, baik yang telah dilakukan atau yang
belum /tidak dilakukan.

D

11

DJKN

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah salah satu
unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang
memiliki tugas dan fungsi di bidang Kekayaan Negara, Piutang
Negara, dan Lelang.

12

Ditjen PBN

Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah salah satu unit
eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki
tugas dan fungsi di bidang Perbendaharaan Negara.

13

Dit. PKN

Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah salah satu unit
eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
yvang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kas dan
program pensiun serta pelaksanaan akuntansi atas transaksi
keuangan.

I

14

ITHR

Ikhtisar Hasil Reviu adalah dekumentasi hasil pelaksanaan
reviu yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam
memahami hasil reviu yang berisi tabulasi tiap akun dalam
laporan keuangan yang menggambarkan nilai akun sebelum
koreksi, usulan koreksi, dan nilai sesudah koreksi.

K

15

KPPN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah unit
organisasi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang memiliki tugas pelaksanaan
kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum,
penyaluran  pembiayaan  atas  beban anggaran, serta
penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran
melalui dan/atau dari kas negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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16 Kanwil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Ditjen PBN | adalah unit organisasi vertikal setingkat provinsi di
lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

17 - Keabsahan Informasi adalah penyajian informasi dalam LK
BUN yang didukung dengan dockumen sumber transaksi yang
sah dan memenuhi persyaratan Kketentuan perundang-
undangan.

18 - Keandalan Informasi adalah penyajian informasi dalam LK
BUN yang didasarkan pada fakta secara jujur, dapat
diverifikasi, bebas dari pengertian menyesatkan, dan bebas
dari kesalahan material.

19 KKR Kertas Kerja Reviu adalah dokumentasi dan
pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang setidaknya
menjelaskan mengenai pihak yang melakukan reviu, unit
akuntansi yang direviu, aktivitas penyelenggaraan akuntansi
dan kemponen laporan keuangan yang direviu, asersi yang
dinilai, langkah-langkah reviu yang dilaksanakan, hasil
pelaksanaan atas langkah-langkah reviu tersebut, serta
simpulan/catatan reviu.

L

20 LAK Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi
arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang
diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset
non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran.

21 LHR Laporan Hasil Reviu adalah dokumentasi hasil pelaksanaan
reviu yang merupakan gabungan dari CHR dan IHR beberapa
unit akuntansi dengan tujuan untuk memberikan gambaran
menyeluruh terhadap hasil reviu.

22 LK Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban
pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Laporan Keuangan berbasis Kas Menuju
Akrual terdiri dari LLRA, Neraca, LAK, dan CalK. Laporan
Keuangan berbasis Akrual terdiri dari LRA, Laporan
Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

23 LK BUN Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara adalah bentuk
pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku BUN atas
Bagian Anggaran yang tidak dikelompockkan dalam bagian
anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
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24

LKPP

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yvang disusun berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintahan dan merupakan konsolidasi dari Laporan
Keuangan Kementerian Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara.

Negara/Lembaga dan

25

LO

Laporan Operasional adalah
ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ckuitas dan
penggunaannya vang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

laporan yang menyajikan

26

LPE

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

27

Laporan
Perubahan
SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan
yvang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldc
Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.

28

LRA

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan
informasi  realisasi pendapatan, belanja, transfer,
surplus/defisit pembiayaan, lebih/kurang
pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan
dengan anggarannya dalam satu periode.

dan sisa

M

29

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian
Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

N

30

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas mengenai aset, utang, dan ckuitas
dana pada tanggal tertentu.

P

31

Pelaporan Transaksi adalah pengelompokan dan penyajian
suatu transaksi ke dalam akun laporan keuangan
berdasarkan kriteria dalam SAP.

32

PNBP

adalah
bukan

seluruh
berasal

Penerimaan Negara
penerimaan pemerintah

dari penerimaan perpajakan dan hibah.

Bukan Pajak
pusat yang
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33 - Pengakuan Transaksi adalah penetapan terpenuhinya
kriteria pencatatan suatu transaksi dalam catatan akuntansi
schingga menjadi bagian yang melengkapi unsur akun
Laporan Keuangan. Kriteria minimum yang harus dipenuhi
oleh suatu transaksi untuk diakui adalah: (a) terdapat
kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan
transaksi tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke
dalam entitas pelaporan; dan (b) transaksi tersebut
mempunyat nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat
diestimasi dengan andal.

34 - Pengukuran Transaksi adalah penetapan nilai uang transaksi
untuk dapat diakui dan dimasukkan ke dalam akun Laporan
Keuangan. Pengukuran akun dalam Laporan Keuangan
menggunakan nilai perclehan historis, dimana: (a) aset dicatat
sebesar pengeluaran kas/setara kas/nilai wajar dari imbatan
yvang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, dan (b)
kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

35 - Penyelenggaraan Akuntansi adalah serangkaian kegiatan
pemrosesan data untuk menghasilkan Laporan Keuangan,
mulai dari pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran
data.

36 - Pereviu adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yvang
secara fungsional melaksanakan pengawasan intern.

R

37 - Reviu atas LK BUN adalah penelaahan atas penyelenggaraan
akuntansi dan penyajian LK BUN oleh auditor Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah yang kompeten untuk
memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah
diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Bendahara
Umum Negara dan LK BUN telah disajikan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya membantu
Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara untuk
menghasilkan LK BUN yang berkualitas.

S

38 SABUN Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara
Umum Negara adalah serangkaian prosedur manual maupun
vang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi
keuangan, dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh
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Menteri Keuangan selaku BUN. SABUN terdiri dari:

1. SiAP (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pusat);

2. BAUP (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Utang Pemerintah);

3. SIKUBAH (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Hibah);

4. SAIP (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Investasi Pemerintah);

O. SAPPP (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Penerusan Pinjaman);

6. SATD (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Transfer ke Daerah);

7. SABS (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Belanja Subsidi);

8. SABL (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Belanja Lain-Lain);

9. SATK (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Transaksi Khusus); dan

10. SAPBL (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Badan Lainnya).

39

SAKUN

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kas Umum
Negara adalah subsistem dari SiAP yang menghasilkan
Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum Negara (KUN]).

40

SAU

Sistemm Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Umum adalah
subsistem dari SiAP yang menghasilkan Laporan Realisasi
Anggaran Pemerintah Pusat dan Neraca Akuntansi Umum.

41

SPI

Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang
dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk
memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian
efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian Laporan
Keuangan.

42

SAP

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah.

43

Standar Pelaksanaan adalah bagian dari Standar Reviu atas
LK BUN yang menggambarkan sifat khusus kegiatan reviu
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dan menyediakan kriteria untuk menilai kinerja reviu.
Standar Pelaksanaan meliputi Pengelolaan Reviu, Tujuan
Reviu, Ruang Lingkup Reviu, Waktu Pelaksanaan Reviu,
Kertas Kerja Reviu, dan Pelaporan Reviu.

44 - Standar Reviu atas LK BUN adalah prasyarat yang
diperlukan oleh APIP untuk menjalankan dan mengevaluasi
pelaksanaan reviu atas LK BUN. Standar Reviu atas LK BUN
terbagi ke dalam Standar Umum dan Standar Pelaksanaan.

45 - Standar Umum adalah bagian dari Standar Reviu atas LK
BUN yang mengatur karakteristik yang berlaku umum untuk
semua penugasan reviu. Standar Umum meliputi Pelaksana
Reviu (Pereviu), Kompetensi Pereviu, dan Objektivitas Pereviu.

T

46 - Transfer ke Daerah adalah pengeluaran negara dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan,
dana octonomi khusus dan dana penyesuaian.

U

47 UABUN Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum
Negara adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan
yvang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan
akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat
UAPBUN/UAKPBUN dan melakukan penggabungan lapcoran
keuangan seluruh unit tersebut. UABUN dilaksanakan oleh
Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

a. Jenjang unit akuntansi lingkup BUN selaku Pengelola Kas
(dari rendah ke tinggi):
1. UAKBUN-Daerah
2. UAKKBUN-Kanwil dan UAKBUN-Pusat
3. UAPBUN AP
4. UABUN
b. Jenjang unit akuntansi lingkup BUN selaku Pengguna
Anggaran BA BUN (dari rendah ke tinggi):
1. UAKPA BUN
2. UAKKPA BUN (bila ada)
3. UAPKPA BUN (bila ada)
4. UAPPA-E1 BUN (bila ada)
5. UAPPA BUN (bila ada)
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6. UAPBUN
7. UAKPBUN (hanya ada di Transaksi Khusus)
8. UABUN
c. Jenjang unit akuntansi lingkup BUN Badan Lainnya (dari
rendah ke tinggi):
1. UBL
2. UAPBUN PBL
3. UABUN

48

UAKKBUN-
KANWIL

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator
Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor Wilayah
adalah unit akuntansi yang melakukan koordinasi dan
pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan
tingkat UAKBUN-Daerah  dan sekaligus melakukan
penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKBUN-Daerah.
UAKKBUN-Kanwil dilaksanakan oleh Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

49

UAKKPA
BUN

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara adalah
unit akuntansi yang menjadi koordinator dan bertugas
melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh
UAKPA BUN yang berada langsung di bawahnya.

50

UAKPBUN

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator
Pembantu Bendahara Umum Negara adalah unit akuntansi
pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan
penggabungan laporan seluruh UAPBUN.

51

UAKBUN-
DAERAH

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara
Umum Negara tingkat Daerah adalah unit akuntansi Kuasa
BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan
keuangan tingkat daerah/KPPN. UAKBUN-Daerah
dilaksanakan oleh KPPN,

52

UAKBUN-
PUSAT

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara
Umum Negara tingkat Pusat adalah unit akuntansi yang
melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan
tingkat Kuasa BUN Pusat. UAKBUN-Pusat dilaksanakan oleh
Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

53

UAKPA BUN

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna
Anggaran Bendahara Umum Negara adalah unit akuntansi
yvang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan
pada tingkat satuan kerja Bagian Anggaran BUN.
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No. Singkatan Uraian

54 UAPBUN Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu
Bendahara Umum Negara adalah unit akuntansi pada unit
eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi
dan pembinaan atas akuntansi dan pelaperan keuangan
sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan
tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan di bawahnya.

55 | UAPBUN AP | Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu
Bendahara Umum Negara Akuntansi dan Pelaporan adalah
unit akuntansi pada unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang
melakukan penggabungan Laporan Keuangan UAKBUN-Pusat
dan UAKKBUN-Kanwil.

56 | UAPBUN PBL | Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu
Bendahara Umum Negara Badan Lainnya adalah unit
organisasi eselon | di Kementerian Keuangan yang bertugas
untuk membantu BUN dalam menyusun laporan posisi
keuangan badan lainnya dari UBL yang sebagai bukan Satker
dan [khtisar Laporan Keuangan dari seluruh UBL.

57 | UAPPA BUN | Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu
Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara adalah Unit
Akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain
yvang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh
UAPPA-E1 BUN yang berada di bawahnya.

58 UAPPA-E1 | Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu
BUN Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I Bendahara Umum
Negara adalah wunit akuntansi pada Unit Eselon 1
Kementerian Negara/lLembaga/Pihak Lain yang membidangi
kesekretariatan yvang melakukan penggabungan laporan
keuangan seluruh UAKPA BUN yang berada di bawahnya.

59 UAPKPA Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penggabungan
BUN Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara adalah
unit akuntansi yang melakukan kegiatan penggabungan
laporan-laporan UAKPA BUN vyang memiliki transaksi-
transaksi yang sejenis.

60 UBL Unit Badan Lainnya adalah unit organisasi yang merupakan
kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang bertujuan untuk
melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang
diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan
dan/atau mendukung fungsi Kementerian Negara/Lembaga
(K/L) dimana secara hierarkis tidak di bawah Pimpinan K/L.
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Pendahuluan

1. Penjelasan atas Undang-Undang Nemeoer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (UU 17 /2003) menyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan
memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari
kekuasaan pemerintahan. Sebagian kekuasaan tersebut dikuasakan kepada
Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam
kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian
Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Dengan demikian, Menteri Keuangan
memiliki dua peran dalam domain pengelolaan keuangan negara. Peran
pertama adalah sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan dan
pengelolaan fiskal yang pada hakekatnya adalah Bendahara Umum Negara
(BUN), sementara peran kedua adalah sebagai pembantu presiden yang
mengurusi suatu bidang tertentu dalam pemerintahan dan memimpin suatu
Kementerian Negara/Lembaga, yaitu Kementerian Keuangan sehingga pada
hakikatnya adalah Pengguna Anggaran/Barang kementerian dimaksud.

2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (UU 1/2004), Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Barang Kementerian Negara/l.embaga wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Pasal 55 UU 1/2004 tersebut
juga mengatur bahwa laporan keuangan harus disertai dengan Pernyataan
Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) vang ditandatangani oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga. Pernyataan Tanggung Jawab memuat pernyataan
bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah
diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai
dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3. Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) bertujuan
untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam LK BUN
Semesteran dan Tahunan, namun mengingat keterbatasan waktu antara batas
akhir penyusunan LK BUN dengan pelaksanaan audit oleh Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) maka reviu dimaksud perlu
dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan anggaran. Selain itu, mengingat
peran dan fungsi pengawasan intern pemerintah dalam rangka membantu dan
mendorong penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, maka reviu atas LK
BUN juga bertujuan untuk membantu Menteri Keuangan selaku BUN dalam
menghasilkan LK BUN yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Untuk menjaga mutu pelaksanaan reviu, perlu disusun suatu standar
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 357 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Standar Reviu

5. Standar Reviu atas LK BUN adalah prasyarat yang diperlukan oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan revin dan
mengevaluasi pelaksanaan reviu atas LK BUN.

6. Standar Reviu atas LK BUN terbagi ke dalam Standar Umum dan Standar
Pelaksanaan.
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Standar Umum

7. Standar Umum mengatur karakteristik yang berlaku umum untuk semua
penugasan reviu, yang meliputi:

a. Pelaksana Reviu (Pereviu);
b. Kompetensi Pereviu; dan

c. Objektivitas Pereviu.

Pelaksana Reviu (Pereviu)

8. Reviu atas LK BUN dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan kewenangan masing-
masing.

Kompetensi Pereviu

9. Untuk mendukung dan menjamin efektivitas reviu atas LK BUN, perlu
dipertimbangkan kempetensi pereviu yang akan ditugaskan. Sesuai dengan
tujuan reviu atas LK BUN, maka tim reviu secara kolektif diharapkan
memenuhi kompetensi sebagai berikut:

a. menguasai SAP;

b. menguasai SABUN, serta subsistemnya yang terkait;

c. memahami proses bisnis atau kegiatan pokok unit akuntansi yang
direviu;

d. menguasai dasar-dasar audit;

€. menguasai teknik komunikasi; dan

memahami analisis basis data.

Objektivitas Pereviu

10. Pereviu harus objektif dalam melaksanakan kegiatan reviu. Prinsip objektivitas
mensyaratkan agar perevin melaksanakan revin dengan jujur dan tidak
mengkempromikan kualitas. Pereviu harus membuat penilaian seimbang atas
semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau
orang lain dalam mengambil keputusan.

Standar Pelaksanaan

11. Standar Pelaksanaan menggambarkan sifat khusus kegiatan reviu dan
menyediakan kriteria untuk menilai kinerja reviu yang meliputi:

a. Tujuan Reviu;
b. Ruang Lingkup Reviu;
c. Pengelolaan Reviu;

d. Waktu Pelaksanaan Reviu;
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e. Kertas Kerja Reviu; dan

f. Pelaporan Reviu.

Tujuan Reviu
12. Tujuan reviu adalah untuk:

a. membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK
BUN; dan

b. memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan
keabsahan informasi dalam LK BUN serta pengakuan, pengukuran, dan
pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri Keuangan.

13. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka apabila pereviu menemukan kelemahan
dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK
BUN, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera
melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan
tersebut secara berjenjang.

14. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan opini sebagaimana dalam
audit karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern,
penetapan risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi dan pengujian
atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerclehan bahan
bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan
prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

Ruang Lingkup Reviu

15. Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan
penyajian LK BUN, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dekumen
sumber yang diperlukan. Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas
sistem pengendalian intern, catatan akuntansi dan dokumen sumber, serta
pengujian atas respon permintaan keterangan, yang biasanya dilaksanakan
dalam suatu audit.

16. Komponen LK BUN yang direviu dengan basis SAP Kas Menuju Akrual terdiri
dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK);
dan

b. Catatan atas Laporan Keuangan (CalLk).
17. Komponen LK BUN yang direviu dengan basis SAP Akrual terdiri dari::

a. Laporan Pelaksanaan Anggaran, yaitu LRA dan Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);

b. Laporan Finansial, yaitu Neraca, Laporan Operasicnal (LO), LAK, dan
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

c. CaLK.
18. Ruang lingkup LK BUN yang direviu meliputi:
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a. LK BUN yvang disusun cleh Menteri Keuangan selaku BUN yvang bertindak
sebagai Pengelola Kas, meliputi:

a) Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi dan Pelaporan (LK
UAPBUN AP) yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(Ditjen PBN) c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN);

b) Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Pusat (LK UAKBUN-Pusat)
yang disusun oleh Dit. PKN Ditjen PBN;

¢) Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor Wilayah
(LK UAKKBUN-Kanwil) yang disusun oleh Kantor Wilayah (Kanwil)
Ditjen PBN; dan

d) Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat KPPN (LK UAKBUN-Daerah)
yvang disusun oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

b. LK BUN yang disusun oleh Menteri Keuangan selaku BUN yvang bertindak
sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran (BA) BUN dan Pengelola
Transaksi BUN Lainnya, meliputi:

a) LK BUN Pengelolaan Utang (BA 999.01);

b) LK BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02);

c) LK BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03);
d) LK BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman (BA 999.04);
€) LK BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA 999.05);
f) LK BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07);

g) LK BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08);

h) LK BUN Transaksi Khusus (BA 999.99); dan

i) LK BUN Badan Lainnya.

c. LK Konsolidasian BUN, yaitu laporan keuangan hasil konsolidasi secara
berjenjang seluruh laporan keuangan unit akuntansi dan pelaporan
keuangan dalam lingkup BUN.

19. Jenis-jenis transaksi khusus yang terdapat dalam LK BUN Transaksi Khusus
(BA 999.99) sebagai berikut:

a. Pengelolaan Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan
(Askes), Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja Pajak Pertambahan
Nilai Real Time Gross Settlement Bank Indonesia (PPN RTGS BI), dan
Belanja Selisih Harga Beras Bulog;

b. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas
Negara;

¢. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Idle;

d. Pengelolaan Aset yang Berasal dari Pertamina;
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€. Pengelolaan BMN vang Berasal dari Kontraktor Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);

f. Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama
(KKKS);

g. Pengelolaan Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN);

h. Pengelolaan Aset yang Timbul dari Pemberian Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI);

i. Pengelolaan Aset Bekas Milik Asing/China;

j. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Panas Bumi;

k. Pengelolaan PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi;

1. Pengelolaan Pembayaran Dukungan Kelayakan;

m. Pengelolaan Pengeluaran Keperluan Perjanjian Hukum Internasional; dan
n. Pengelolaan Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional.

20. Reviu dititikberatkan pada akun LK BUN yang berpotensi tinggi terhadap
permasalahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau penyajian laporan
keuangan. Reviu terhadap LK BUN yang disusun oleh Kanwil Ditjen PBN dan
KPPN dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berjenjang. Pendekatan
berjenjang tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada masing-
masing tahapan reviu.

21. Reviu terutama dilakukan melalui serangkaian aktivitas:
a. Penelusuran LK BUN ke catatan akuntansi dan dokumen sumber;

b. Permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi, serta proses
kompilasi dan rekonsiliasi LK BUN antar unit-unit akuntansi dan
pelaporan keuangan dalam lingkup BUN secara berjenjang; dan

c. Analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak
biasa.

Pengelolaan Reviu

22. Untuk mendapatkan hasil yang memadai, reviu perlu dikelola dengan baik pada
tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

23. Dalam rangka pengelolaan reviu, APIP dapat melakukan koordinasi dengan
pihak-pihak vang terkait, baik itu dengan unit penyusun laporan keuangan
maupun instansi pemeriksa laporan keuangan yaitu BPK RI.

Waktu Pelaksanaan Reviu

24. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan
penyusunan LK BUN. Yang dimaksudkan dengan paralel adalah reviu
dilakukan bersamaan atau sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan
LK BUN, tidak menunggu setelah LK BUN tersebut selesai disusun. Hal ini
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perlu dilakukan mengingat keterbatasan waktu antara batas akhir penyusunan
LK BUN dan pelaksanaan audit cleh BPK RI.

Kertas Kerja Reviu

25. Sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan reviu
atas LK BUN, pereviu harus menyvusun Kertas Kerja Reviu (KKR), untuk
menjelaskan mengenai :

a. pihak yang melakukan reviu;
b. tingkatan unit akuntansi dan pelaporan keuangan yvang direviu;
c. aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan kompenen LK BUN,;

d. asersi yang dinilai dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan untuk
menilai asersi; dan

€. Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan simpulan serta kementar
pereviu.

26. Untuk dapat menjamin pengendalian mutu reviu atas LK BUN, maka dilakukan
reviu atas KKR secara berjenjang menurut peran dalam tim reviu.

27. Penyusunan KKR dilakukan pada saat pelaksanaan reviu dan harus
didokumentasikan serta disimpan dengan baik, untuk kepentingan
penelusuran kembali hasil reviu dan pelaksanaan reviu atas LK BUN periode
berikutnya.

28. Untuk setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang direviu, simpulan
dalam KKR selanjutnya dituangkan dalam bentuk Catatan Hasil Reviu (CHR).
Bila memungkinkan, pereviu juga dapat menyusun Ikhtisar Hasil Reviu
(IHR).

Pelaporan Reviu

29. Pelaporan reviu pada pckoknya mengungkapkan tujuan dan alasan
pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan
yvang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah
dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan.

30. Pelaporan reviu dibuat pada setiap tingkatan unit akuntansi yang disajikan
dalam bentuk CHR dan IHR (bila memungkinkan). Pada tingkatan unit tertentu
disusun Laporan Hasil Reviu (LHR) yang merupakan kompilasi dari CHR dan
IHR unit-unit akuntansi dibawahnya.

31. Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi APIP untuk membuat Pernyataan
Telah Direviu (PTD) pada unit akuntansi, yang antara lain menyatakan bahwa:

a. reviu telah dilakukan atas LK BUN untuk pericde yang berakhir pada
tanggal pelaperan keuangan;

b. reviu dilaksanakan sesuai dengan Standar Reviu atas LK BUN;

c. semua informasi yvang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian
Menteri Keuangan selaku BUN;
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. tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai
akurasi, keandalan, dan Kkeabsahan informasi dalam LK BUN serta
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP
kepada Menteri Keuangan;

. ruang lingkup reviu jauh lebih sempit dibandingkan dengan ruang lingkup
audit yang dilakukan dengan tujuan untuk menyatakan opini atas laporan
keuangan secara keseluruhan;

. simpulan reviu terkait kesesuaian penyajian LK BUN dengan SAP; dan

. Paragraf penjelas (apabila diperlukan), yang menguraikan perbaikan
material dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau koreksi penyajian LK
BUN yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit akuntansi.

MENTERI KEUANGAN

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
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A

1 - Akurasi informasi adalah penyajian informasi dalam LK BUN
secara benar dan tepat.

2 APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

3 APIP Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah unit yang
secara Tungsional melaksanakan pengawasan intern di
lingkungan pemerintah.

4 ADK Arsip Data Komputer adalah arsip data berupa disket atau
media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data
transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.

5 - Asersi adalah pernyataan pimpinan satuan kerja bahwa
Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan Sistem
Akuntansi Bendahara Umum Negara dan telah disajikan
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

B

6 BKF Badan Kebijakan Fiskal adalah salah satu unit eselon I di
lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki tugas untuk
melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal.

7 BLU Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan
Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
vang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya
diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait.

8 BPK RI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah
lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara.

9 BAS Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar

yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk
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memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta
pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

10

BA BUN

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara adalah bagian
anggaran vang wewenang pengelolaannya ada pada
Bendahara Umum Negara atau pihak lain yang ditunjuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11

BMN

Barang Milik Negara adalah semua barang vang dibeli atau
dipercleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

12

BUN

Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas
untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Negara.

13

BAR

Berita Acara Rekonsiliasi adalah dokumen tertulis yang
dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-
wakilnya yang sah yang memuat hasil kegiatan pencocokan
data transaksi keuangan yang diakuntansikan melalui sistem
yang berbeda.

C

14

CaLK

Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang
menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,
Neraca, atau LAK dalam rangka pengungkapan vyang
memadai.

15

CHR

Catatan Hasil Reviu adalah dokumentasi hasil pelaksanaan
reviu yang sectidaknya memuat simpulan penyelenggaraan
akuntansi dan/atau penyajian laporan keuangan yang harus
diperbaiki/dikoreksi, permasalahan yang dihadapi oleh unit
akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan sesuai dengan SAP dan sistem akuntansi yang
berlaku, serta tindakan perbaikan/koreksi oleh pereviu
kepada unit akuntansi, baik yang telah dilakukan atau yang
belum /tidak dilakukan.

D

16

DIPA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah dckumen
pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran
atau Kuasa Pengguna Anggaran.

17

Dit. APK

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah salah
satu unit Eselon I di lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang memiliki tugas untuk melaksanakan
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pengembangan  sistem — akuntansi pemerintah = pusat,
penyelenggaraan akuntansi pusat, pembinaan akuntansi
kementerian/lembaga, penyusunan laporan  keuangan
pemerintah  pusat, penyajian informasi perkembangan
realisasi anggaran, posisi aset dan kewajiban pemerintah,
serta penyusunan statistik keuangan pemerintah dan
melaksanakan analisa laporan keuangan pemerintah. Dalam
lingkup struktur BUN, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan merupakan UABUN.

18 Dit. BMN Direktorat Barang Milik Negara adalah salah satu unit
Eselon 1T di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
vang memiliki tugas di bidang pengelolaan barang milik
negara.

19 Dit. EAS Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen adalah salah
satu unit Eselon ITI di lingkungan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang yang memiliki tugas untuk merumuskan
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen berdasarkan
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pengelolaan Utang.

20 DJA Direktorat Jenderal Anggaran adalah salah satu unit eselon
I di lingkungan Kementerian Keuangan yvang memiliki tugas
untuk merumuskan serta melaksanakan Kkebijakan dan
standardisasi teknis di bidang penganggaran.

21 DJKN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah salah satu
unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang
memiliki tugas dan fungsi di bidang Kekayaan Negara, Piutang
Negara, dan Lelang.

22 DJPU Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang adalah salah satu
unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang
memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan
utang.

23 | Ditjen PBN | Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah salah satu unit
eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan yvang memiliki
tugas dan fungsi di bidang Perbendaharaan Negara.

24 DJPK Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah salah
satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yvang
memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan
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kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

25

Dit. KND

Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan adalah salah satu
unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kekayaan
negara yang dipisahkan.

26

Dit. PNBP

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah salah
satu unit eselon 11 di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran
vang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola seluruh
penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal
dari penerimaan perpajakan dan hibah.

27

Dit. PKN

Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah salah satu unit
eseclon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
yvang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kas dan
program pensiun serta pelaksanaan akuntansi atas transaksi
keuangan.

28

Dit. PKNSI

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem
Informasi adalah salah satu unit eselon II di lingkungan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki tugas dan
fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem
informasi.

29

Dit. SMI

Direktorat Sistem Manajemen Investasi adalah salah satu
unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan vang memiliki tugas menyiapkan perumusan
kebijakan, mengembangkan sistem investasi, dan mengelola
investasi dan kredit program berdasarkan kebijakan teknis
yvang ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

30

Dit. SP

Direktorat Sistem Perbendaharaan adalah salah satu unit
Eselon 1T di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
vang memiliki tugas menyiapkan perumusan kebijakan,
pengkajian, evaluasi, standardisasi, penyusunan, sosialisasi,
pembinaan, bimbingan teknis Peraturan dan Proses Bisnis,
melakukan analisis, perancangan, pengembangan dan
evaluasi sistem aplikasi komputer, melaksanakan pengelolaan
basis data, distribusi data, dukungan Teknologi Informasi,
dan pemberian bimbingan teknis, serta Pembinaan Profesi di
bidang perbendaharaan.

31

DS

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan
dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber
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atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.

I

32 IHR Ikhtisar Hasil Reviu adalah dokumentasi hasil pelaksanaan
reviu yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam
memahami hasil reviu yang berisi tabulasi tiap akun dalam
laporan keuangan yang menggambarkan nilai akun sebelum
koreksi, usulan koreksi, dan nilai sesudah koreksi.

K

33 KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah unit
organisasi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan  yang memniliki tugas pelaksanaan
kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum,
penyaluran  pembiayaan atas  beban anggaran, serta
penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran
melalui dan/atau dari kas negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

34 KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah unit
organisasi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, serta
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang
kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

35 Kanwil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Ditjen PBN | adalah unit organisasi vertikal setingkat provinsi di
lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

36 - Keabsahan informasi adalah penyajian informasi dalam LK
BUN yvang didukung dengan dokumen sumber transaksi yang
sah dan memenuhi persyaratan ketentuan perundang-
undangan.

37 - Keandalan informasi adalah penyajian informasi dalam LK
BUN vang didasarkan pada fakta secara jujur, dapat
diverifikasi, bebas dari pengertian menyesatkan, dan bebas
dari kesalahan material.

38 KKR Kertas Kerja Reviu adalah dokumentasi dan
pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang setidaknya
menjelaskan mengenai pihak yang melakukan reviu, unit
akuntansi yang direviu, aktivitas penyelenggaraan akuntansi
dan komponen laporan keuangan yang direviu, asersi yang
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dinilai, langkah-langkah reviu yang dilaksanakan, hasil
pelaksanaan atas langkah-langkah reviu tersebut, serta

simpulan/catatan reviu.

L

39

LAK

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi
arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang
diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset
non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran.

40

LHR

Laporan Hasil Reviu adalah dokumentasi hasil pelaksanaan
reviu yang merupakan gabungan dari CHR dan THR beberapa
unit akuntansi dengan tujuan untuk memberikan gambaran
menyeluruh terhadap hasil reviu.

a1

LK

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban
pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Laporan Keuangan berbasis Kas Menuju
Akrual terdiri dari LRA, Neraca, LAK, dan CalLK. Laporan
Keuangan berbasis Akrual terdiri dari LRA, Laporan
Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

42

LK BUN

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara adalah bentuk
pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku BUN atas
Bagian Anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian
anggaran Kementerian Negara/l.embaga.

43

LKPP

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disusun
berdasarkan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  dan
merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan BUN.

a4

LO

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan
ikhtisar sumber dava ekonomi yang menambah ekuitas dan
penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

45

LPE

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

46

Laporan
Perubahan
SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan
yvang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo
Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun
sebelumnya.
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47 LRA Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan
informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer,
surplus/defisit dan  pembiayaan, sisa  lebih/kurang

pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan
dengan anggarannya dalam satu periode.

M

48 - Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat  yang
bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian
Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

49 - Monitoring/Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan
suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.

N

50 - Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.

P

51 - Pelaporan transaksi adalah pengelompokan dan penyajian
suatu transaksi ke dalam akun laporan keuangan
berdasarkan kriteria dalam SAP.

52 PNBP Penerimaan Negara Bukan ©Pajak adalah seluruh
penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal
dari penerimaan perpajakan dan hibah.

53 - Pengakuan transaksi adalah penectapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu transaksi dalam catatan akuntansi sehingga
menjadi bagian yang melengkapi unsur akun Laporan
Keuangan. Kriteria minimum yang harus dipenuhi oleh suatu
transaksi untuk diakui adalah: (a) terdapat kemungkinan
bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan transaksi
tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam
entitas pelaporan; dan (b) transaksi tersecbut mempunyat nilai
atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan
andal.

54 - Pengukuran transaksi adalah penetapan nilai uang transaksi
untuk dapat diakui dan dimasukkan ke dalam akun Laporan
Keuangan. Pengukuran akun dalam Laporan Keuangan
menggunakan nilai perclehan historis, dimana: (a) aset dicatat
scbesar pengeluaran kas/sctara kas/nilai wajar dari imbatan
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vang diberikan untuk mempercleh aset tersebut, dan (b)
kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

55

Penyelenggaraan akuntansi adalah serangkaian kegiatan
pemrosesan data untuk menghasilkan Laporan Keuangan,
mulai dari pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran
data.

56

Pereviu adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
secara fungsional melaksanakan pengawasan intern.

R

57

REKUN

Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat
penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum  Negara untuk
menampung seluruh penerimaan negara dan membayar
seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.

58

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi
keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem
yvang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

59

Reviu atas LK BUN adalah penelaahan atas penyelenggaraan
akuntansi dan penyajian LK BUN oleh auditor Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah yang kompeten untuk
memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah
diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Bendahara
Umum Negara dan LK BUN telah disajikan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upava membantu
Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara untuk
menghasilkan LK BUN yang berkualitas, berkeabsahan,
akurat, dan andal.

S

60

SABUN

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara
Umum Negara adalah serangkaian prosedur manual maupun
vang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi
keuangan, dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh
Menteri Keuangan selaku BUN. SABUN terdiri dari:

1. SiAP (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pusat);

2. SAUP (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Utang Pemerintah);
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3. SIKUBAH (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Hibah);

4. SAIP (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Investasi Pemerintah);

5. SAPPP (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Penerusan Pinjaman);

6. SATD (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Transfer ke Dacrah);

7. SABS (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Belanja Subsidi);

8. SABL (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Belanja Lain-Lain);

9. SATK (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Transaksi Khusus); dan

10. SAPBL (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Badan Lainnya).

61 SAKUN Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kas Umum
Negara adalah subsistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pusat yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca Kas
Umum Negara (KUN).

62 SAU Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Umum adalah
subsistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat yvang
menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat
dan Neraca Akuntansi Umum.

63 SPI Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang
dipengaruhi oleh manajemen vyang diciptakan untuk
memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian
efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian Laporan
Keuangan.

64 SAP Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah.

65 - Standar Pelaksanaan adalah bagian dari Standar Reviu atas
LK BUN yang menggambarkan sifat khusus kegiatan reviu
dan menyediakan kriteria untuk menilai kinerja reviu.
Standar Pelaksanaan meliputi Pengelolaan Reviu, Tujuan
Reviu, Ruang Lingkup Reviu, Waktu Pelaksanaan Reviu,
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Kertas Kerja Reviu, dan Pelaporan Reviu.

66

Standar Reviu atas LK BUN adalah prasyarat yang
diperlukan cleh APIP untuk menjalankan dan mengevaluasi
pelaksanaan reviu atas LK BUN. Standar Reviu atas LK BUN
terbagi ke dalam Standar Umum dan Standar Pelaksanaan.

67

Standar Umum adalah bagian dari Standar Reviu atas LK
BUN yang mengatur karakteristik yang berlaku umum untuk
semua penugasan reviu. Standar Umum meliputi Pelaksana
Reviu (Pereviu), Kompetensi Pereviu, dan Objektivitas Pereviu.

68

SPM

Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang
sumber dananya dari DIPA.

69

SP2D

Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat perintah yvang
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

T

70

Transfer ke Daerah adalah pengeluaran negara dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan,
dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

U

71

UABUN

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum
Negara adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan
vang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan
akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat
UAPBUN/UAKPBUN dan melakukan penggabungan laporan
keuangan seluruh unit tersebut. UABUN dilaksanakan oleh
Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

a. Jenjang unit akuntansi lingkup BUN selaku Pengelola Kas
(dari rendah ke tinggi):
1. UAKBUN-Daerah
2. UAKKBUN-Kanwil dan UAKBUN-Pusat
3. UAPBUN AP
4. UABUN

b. Jenjang unit akuntansi lingkup BUN selaku Pengguna
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Anggaran BA BUN (dari rendah ke tinggi):

1. UAKPA BUN

UAKKPA BUN (bila ada)

UAPKPA BUN (bila ada)

UAPPA-E1 BUN (bila ada)

UAPPA BUN (bila ada)

UAPBUN

UAKPBUN (hanya ada di Transaksi Khusus)
8. UABUN

Nogas e

c. Jenjang unit akuntansi lingkup BUN Badan Lainnya (dari
rendah ke tinggi):

1. UBL
2. UAPBUN PBL
3. UABUN

72 | UAKKBUN- | Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator
KANWIL Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor Wilayah
adalah unit akuntansi yang melakukan koordinasi dan
pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan
tingkat UAKBUN-Daerah  dan sekaligus melakukan
penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKBUN-Daerah.
UAKKBUN-Kanwil dilaksanakan oleh Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

73 UAKKPA Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator
BUN Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara adalah
unit akuntansi yang menjadi koordinator dan bertugas
melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh
UAKPA BUN yang berada langsung di bawahnya.

74 UAKPBUN | Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator
Pembantu Bendahara Umum Negara adalah unit akuntansi
pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan
penggabungan laporan seluruh UAPBUN.

75 UAKBUN- Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara
DAERAH Umum Negara tingkat Daerah adalah unit akuntansi Kuasa
BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan
keuangan tingkat daerah/KPPN. UAKBUN-Daerah
dilaksanakan oleh KPPN.

76 UAKBUN- Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara
PUSAT Umum Negara tingkat Pusat adalah unit akuntansi yang
melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan
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Singkatan

Uraian

tingkat Kuasa BUN Pusat. UAKBUN-Pusat dilaksanakan oleh
Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

77

UAKPA BUN

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna
Anggaran Bendahara Umum Negara adalah unit akuntansi
vang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan
pada tingkat satuan kerja Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara.

78

UAPBUN

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu
Bendahara Umum Negara adalah unit akuntansi pada unit
eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi
dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan
sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan
tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan di bawahnya.

79

UAFBUN AP

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu
Bendahara Umum Negara Akuntansi dan Pelaporan adalah
unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang
melakukan penggabungan Laporan Keuangan UAKBUN-Pusat
dan UAKKBUN-Kanwil.

80

UAPBUN PBL

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu
Bendahara Umum Negara Badan Lainnya adalah unit
organisasi eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas
untuk membantu BUN dalam menyusun laporan posisi
keuangan badan lainnya dari UBL yvang sebagai bukan Satker
dan Ikhtisar Laporan Keuangan dari seluruh UBL.

81

UAPPA BUN

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu
Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara adalah Unit
Akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain
vang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh
UAPPA-E1 BUN yvang berada di bawahnya.

82

UAPPA-E1
BUN

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu
Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I Bendahara Umum
Negara adalah unit akuntansi pada Unit Eselon 1
Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain yang membidangi
kesekretariatan yang melakukan penggabungan laporan
keuangan seluruh UAKPA BUN yang berada di bawahnya.

83

UAPKPA
BUN

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penggabungan
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara adalah
unit akuntansi yang melakukan Kkegiatan penggabungan
laporan-laporan UAKPA BUN yang memiliki transaksi-
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transaksi yang sejenis.

84 UBL Unit Badan Lainnya adalah unit organisasi yang merupakan
kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang didirikan dengan
tyjuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu
sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-
undangan dan/atau mendukung fungsi Kementerian
Negara/Lembaga dimana secara hierarkis tidak di bawah dan
tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan
Kementerian Negara /Lembaga tertentu.
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Pendahuluan

1. Petunjuk Teknis Reviu atas LK BUN dimaksudkan sebagai petunjuk
pelaksanaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil reviu
setiap LK BUN, serta digunakan untuk penyeragaman prosedur reviu dan
peningkatan atau pemeliharaan mutu reviu atas LK BUN.

2. Petunjuk Teknis Reviu atas LK BUN ini menguraikan kegiatan yang perlu
dilakukan pada tiap tahapan reviu, termasuk di dalamnya prosedur reviu pada
masing-masing LK BUN (LK UAKBUN-Pusat, LK UAKBUN-Daerah, LK BUN
Pengelolaan Utang, LK BUN Pengelolaan Hibah, LK BUN Pengelolaan Investasi
Pemerintah, LK BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman, LK BUN Pengelolaan
Transfer ke Daerah, LK BUN Pengelolaan Belanja Subsidi, LK BUN Pengelolaan
Belanja Lain-Lain, LK BUN Transaksi Khusus, LK BUN Badan Lainnya, dan LK
Konsolidasian BUN].

3. Petunjuk Teknis Reviu atas LK BUN dilaksanakan dengan berlandaskan Prinsip
Dasar Reviu atas LK BUN, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam mencatat
transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan (termasuk
keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan unit akuntansi dan
pelaporan keuangan), maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi dan
pelaporan keuangan harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas
kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

Pengelolaan Reviu

4. Pengelolaan reviu meliputi perencanaan reviu, pelaksanaan reviu, dan
pelaporan reviu. Tahap perencanaan reviu pada pokoknya meliputi kegiatan
penyeleksian dan penentuan unit objek reviu, pemilihan objek kegiatan
penyelenggaraan akuntansi dan akun LK BUN yang akan direviu, serta
penctapan langkah-langkah reviu. Tahap pelaksanaan reviu mencakup kegiatan
penclaahan atas kegiatan penyelenggaraan akuntansi dan penvajian LK BUN
pada unit reviu, serta penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR). Tahap pelaporan
reviu mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR), Ikhtisar Hasil
Reviu (IHR) jika memungkinkan, dan Laporan Hasil Reviu (LHR), vang
dilakukan secara berjenjang dari tingkat UAKBUN/UAKPA BUN/UBL sampai
dengan tingkat UABUN.

5. Sebagai bentuk dukungan dari pelaksanaan reviu, pereviu dapat melakukan
pendampingan kepada unit-unit akuntansi dan pelaporan keuangan lingkup
BUN selama pemeriksaan LK BUN oleh BPK RI. Rangkaian aktivitas
pendampingan pemeriksaan BPK RI diawali melalui koordinasi dengan
penyusun LK BUN terkait. Kegiatan ini dilakukan paling tidak pada tingkat unit
akuntansi penyusun LK Konsolidasian BUN, namun tidak menutup
kemungkinan juga dilakukan pendampingan pada unit-unit akuntansi
dibawahnya sesuai dengan kebutuhan. Tujuan kegiatan pendampingan adalah
untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan LK BUN oleh BPK RI.
Sejumlah aktivitas yvang dilakukan dalam pendampingan pemeriksaan BPK RI
antara lain adalah :

a. menjelaskan kepada BPK RI mengenai hasil reviu atas LK BUN agar dapat
digunakan oleh BPK RI;

b. memfasilitasi kelancaran pelaksanaan pemeriksaan cleh BPK RI;
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c. mengantisipasi permasalahan/kendala yang dihadapi oleh unit akuntansi
pada saat pelaksanaan pemeriksaan LK BUN oleh BPK RI;

d. membantu penyvamaan persepsi unit akuntansi terhadap temuan hasil
pemeriksaan BPK RI;

e. mendampingi unit akuntansi dalam pertemuan akhir dengan BPK RI untuk
membahas hasil pemeriksaan atas LK BUN; dan

f. menderong unit akuntansi untuk segera memperbaiki LK BUN berdasarkan
hasil pemeriksaan BPK RI.

Pelaporan kegiatan pendampingan pemeriksaan BPK RI dikategorikan sebagai

laporan intern untuk kepentingan manajerial. Laporan dapat dibuat dalam

bentuk surat, laporan singkat, atau nota dinas kepada pemberi tugas. Dalam

hal diperlukan laporan dapat disampaikan ke Menteri Keuangan (tergantung

pada substansi masalah yang dihadapi).

Perencanaan Reviu

6. Tahapan perencanaan reviu diawali dengan pembangunan komitmen pada
tingkat pimpinan untuk menghasilkan LK BUN yang berkualitas, yang
diantaranya melalui penetapan target opini LK BUN vang akan dicapai.
Selanjutnya, apabila diperlukan maka APIP menetapkan fungsi yang
membidangi dukungan peningkatan kualitas LK BUN. Dalam menjalankan
tugasnya, fungsi tersebut melakukan koordinasi secara intensif dengan
unit/lembaga terkait, seperti penyusun LK BUN pada unit-unit di lingkup BUN
dan lembaga pemeriksa BPK RI. Koordinasi diperlukan untuk mengidentifikasi
permasalahan yang berkaitan dengan LK BUN, termasuk didalamnya
pendalaman temuan beserta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas LK
BUN periode sebelumnya. Melalui koordinasi tersebut diharapkan akan dapat
menghasilkan perencanaan reviu yang efektif untuk menentukan unit
akuntansi dan akun-akun signifikan yang akan direviu. Tahapan perencanaan
reviu selanjutnya merupakan aktivitas perencanaan reviu individual yang
meliputi penyusunan tim reviu, pemahaman objek reviu, dan pemilihan
prosedur reviu berbasis risiko.

7. Penyusunan tim reviu dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan
kompetensi yang secara kolektif harus terpenuhi. Tim reviu sekurang-
kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu Anggota Tim (AT) dan Ketua Tim
(KT), serta apabila diperlukan dilengkapi dengan Pengendali Teknis (PT) dan
Pengendali Mutu (PM) untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu atas
reviu LK BUN. Sebagai dasar pelaksanaan penugasan reviu atas LK BUN maka
pimpinan APIP membuat Surat Tugas Reviu. Surat Tugas Reviu sekurang-
kurangnva menjelaskan mengenai pemberi tugas, susunan tim reviu, tujuan,
ruang lingkup, lokasi, serta jangka waktu pelaksanaan reviu. Contoh bentuk
Surat Tugas disajikan pada Format 1.

8. Penyeleksian dan penentuan unit objek reviu dilakukan dengan menggunakan
kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut :

a. Materialitas. Unit akuntansi yang mempunyai saldo akun Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan
Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK],
dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yvang relatif besar, yang tercermin
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dalam data LK BUN periode pelaporan sebelumnya (diutamakan berasal dari
data LK BUN yang sudah diaudit cleh BPK RI).

b. Kepatuhan Penyampaian LK BUN dan Kualitas LK BUN. Unit akuntansi yang
tidak mematuhi batas waktu penyampaian LK BUN dan/atau unit akuntansi
vang LK BUN-nya tidak disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Bendahara
Umum Negara (SABUN]) dan tidak disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP), meski memenuhi batas waktu penyampaian LK BUN.

c. Signifikansi. Unit akuntansi yang menghadapi permasalahan LK BUN yang

signifikan, yang antara lain tercermin dari hasil audit BPK RI dan/atau hasil
reviu atas LK BUN sebelumnya.

d. Ketersediaan Sumber Daya. Penentuan jumlah unit akuntansi yang akan
direviu disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya pereviu.

Pemahaman atas objek reviu dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran
mengenai proses bisnis dan penyelenggaraan akuntansi pada unit akuntansi
yang bersangkutan guna memahami garis besar sifat transaksi, sistem dan
prosedur akuntansi, bentuk catatan akuntansi, dan basis akuntansi yang
digunakan untuk menyajikan LK BUN. Pemahaman tersebut antara lain
dilakukan dengan memahami :

a. LK BUN Semesteran/Tahunan untuk periode berjalan atau periode

sebelumnya.

b. Hasil reviu dan/atau audit atas LK BUN sebelumnya.

¢. Bagan organisasi unit akuntansi.

d. Peraturan dan ketentuan yvang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan
operasional unit objek reviu.

e, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kebijakan Akuntansi, Sistem
Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dengan masing-masing
subsistemnya, dan aturan terkait lainnya.

. Pemilihan prosedur reviu dimaksudkan untuk menentukan langkah-langkah
reviu yang tepat dengan memperhatikan:

a. Tingkatan unit akuntansi yang direviu, yaitu UAKBUN/UAKPA BUN/UBL,
UAKKBUN/UAKKPA BUN, UAPKPA BUN, UAPPA-E1 BUN, UAPPA BUN,
UAPBUN, UAKPBUN, atau UABUN.

b. Pertimbangan dan justifikasi pereviu berkaitan dengan kegiatan
penyelenggaraan akuntansi dan akun yang akan direviu, yaitu :

1) Kegiatan penyelenggaraan akuntansi atau penyajian akun LRA, akun
Laporan Perubahan SAL, akun Neraca, akun LO, akun LAK, akun LPE dan
segmen dalam Cal.K vang akan direviu.

2) Semua akun (LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, atau LPE)
atau akun tertentu saja vang akan direviu. Penentuan akun yang akan
direviu, dapat didasarkan pada:

e nilai (besar atau kecilnya) saldo akun.

¢ potensi kesalahan dalam penyajian akun sesuai SAP, yvang tercermin
dalam hasil audit BPK RI atas LK BUN dan/atau hasil reviu sebelumnya
atas LK BUN.

3) Semua segmen Cal.K atau segmen tertentu Cal.K saja yang akan direviu.
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4) Semua rangkaian kegiatan penyelenggaraan akuntansi atau kegiatan
penyelenggaraan akuntansi tertentu saja yang akan direviu. Penentuan
kegiatan penyelenggaraan akuntansi yang akan direviu, dapat didasarkan
pada:

» pertimbangan kompetensi pegawai yang Dbertugas menangani
penyelenggaraan akuntansi di unit akuntansi.

e pemahaman atas alur kerja penyelenggaraan akuntansi.

*» kelemahan kegiatan penyelenggaraan akuntansi yang signifikan, yang
tercermin dalam hasil audit BPK RI atas LK BUN dan/atau hasil reviu
sebelumnya atas LK BUN.

c. Rencana penggunaan alat bantu berbasis komputer dalam pelaksanaan
reviu.

Pelaksanaan Reviu

11. Rangkaian kegiatan dalam tahap pelaksanaan reviu dilakukan melalui
koordinasi dengan penyusun LK BUN pada tingkat UAPBUN atau UABUN.
Koordinasi tersebut diperlukan terkait dengan pembahasan mengenai rencana
pelaksanaan reviu kepada unit-unit vertikal, pembahasan hasil reviu, dan
penyelesaian masalah pada tingkat kebijakan. Tahap pelaksanaan reviu
meliputi identifikasi permasalahan pada proses penyelenggaraan akuntansi dan
penyajian LK BUN serta pemberian saran perbaikan dan bantuan kepada unit
akuntansi agar segera dapat memperbaiki kesalahan dan kelemahan yang
terjadi. Apabila diperlukan, pada tahap ini APIP dapat melakukan koordinasi
dengan BPK RI. Kegiatan vang tercakup pada tahap ini meliputi pengumpulan
data dan/atau informasi, penelaahan kegiatan penyelenggaraan akuntansi dan
penyajian laporan keuangan, serta penyusunan KKR.

12. Metode Pengumpulan Data dan/atau Informasi. Berkaitan dengan konsep dasar
reviu yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berjenjang yang
meliputi tingkat UAKBUN/UAKPA BUN/UBL hingga UABUN, pereviu perlu
mempertimbangkan metode pengumpulan data dan/atau informasi yang efektif
untuk mendukung pelaksanaan reviu secara optimal. Apabila lokasi
UAKBUN/UAKPA BUN/UBL yvang menjadi objek reviu tersebar secara geografis,
maka aktivitas pengumpulan data dan/atau informasi dapat dilakukan dengan
meminta para penanggung jawab dan/atau petugas akuntansi pada masing-
masing UAKBUN/UAKPA BUN/UBL untuk hadir di UAKKBUN/UAKKPA BUN
atau UAPBUN dengan terlebih dahulu menyiapkan dan membawa data
dan/atau informasi yang diperlukan oleh pereviu.

13. Penelaahan Kegiatan Penyelenggaraan Akuntansi dan Penyajian Laporan
Keuangan. Dalam tahapan ini, pereviu melakukan penelaahan atas kegiatan
penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK BUN pada unit akuntansi yang
telah ditetapkan sebelumnya dalam tahap perencanaan reviu. Penelaahan
dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur reviu untuk masing-masing
unit akuntansi. Pereviu dapat memilih prosedur reviu yang dibutuhkan
berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimana diuraikan pada tahap
Perencanaan Reviu. Selanjutnya pereviu dapat menambah, mengurangi,
memperluas atau memperdalam langkah-langkah reviu, apabila menurut
pertimbangan dan justifikasi pereviu hal tersebut harus dilakukan.
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14. Penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR). Sebagai bagian dari pertanggungjawaban
dan dokumentasi pelaksanaan reviu atas LK BUN maka pereviu harus
menyusun KKR, untuk menjelaskan mengenai:

a. Pihak yvang melakukan reviu;

b. Pada tingkatan unit akuntansi mana reviu dilakukan (UAKBUN/UAKPA
BUN/UBL, UAKKBUN/UAKKPA BUN, UAPKPA BUN, UAPPA-E1 BUN, UAPPA
BUN, UAPBUN, UAKPBUN, atau UABUN);

c. Kegiatan penyelenggaraan akuntansi dan komponen LK BUN (LRA, Laporan
Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan/atau CalLK) yvang direviu;

d. Asersi yang dinilai dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan untuk
menilai asersi; dan

¢. Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan simpulan/catatan pereviu.

Untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu atas reviu LK BUN, maka KKR
vang disusun oleh Anggota Tim harus direviu oleh Ketua Tim, untuk
selanjutnya disetujui oleh Pengendali Teknis apabila diperlukan. Reviu dan
persetujuan atas KKR dibuktikan dengan membubuhkan inisial, paraf/tanda
tangan, dan tanggal saat KKR tersebut direviu dan disetujui. Penyusunan KKR
dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan reviu, dengan menggunakan contoh
sesuai Format 2. KKR harus dideckumentasikan dan disimpan dengan baik,
untuk kepentingan penelusuran kembali hasil reviu dan pelaksanaan reviu
berikutnya atas LK BUN.

Pelaporan Reviu

15. Rangkaian  aktivitas dalam = pelaporan reviu  dititikberatkan  pada
pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yvang pada pckoknya mengungkapkan
prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui,
langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan,
dan saran perbaikan yvang tidak atau belum dilaksanakan. Laporan tersebut
merupakan dasar penyusunan Pernyataan Telah Direviu (PTD).

16. Pelaporan reviu dibuat pada setiap tingkatan unit akuntansi yang disajikan
dalam bentuk Catatan Hasil Reviu (CHR) dan bila memungkinkan Ikhtisar Hasil
Reviu (IHR). Adapun pada tingkat unit akuntansi tertentu dapat disusun
Laporan Hasil Reviu (LHR) yang merupakan kompilasi dari CHR dan THR pada
seluruh unit akuntansi di bawahnya.

17. Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR). Dalam hal pereviu menyimpulkan
terdapat penyusunan LK BUN yang belum diselenggarakan berdasarkan SABUN
dan/atau penyajian LK BUN belum sesuai dengan SAP, maka pereviu harus
membuat CHR kepada unit akuntansi yang terkait. Hal-hal yang harus
diuraikan dalam CHR antara lain adalah:

a. Kegiatan penyelenggaraan akuntansi yang harus diperbaiki dan/atau LK
BUN (LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, atau Cal.K) vang
harus dikoreksi.

b. Permasalahan yang dihadapi oleh unit akuntansi dalam penyusunan LK BUN
berdasarkan SABUN dan/atau penyajian LK BUN sesuai SAP.

c. Tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disepakati oleh pereviu dan unit
akuntansi yang telah atau akan dilakukan oleh unit akuntansi.
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d. Tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disarankan oleh pereviu tetapi
tidak disepakati dan dilaksanakan cleh unit akuntansi.

Dalam hal unit akuntansi belum atau belum selesai melakukan perbaikan
dan/atau koreksi yang tertuang dalam CHR, baik yang disepakati ataupun
tidak, sampai dengan menjelang batas waktu penyvampaian LK BUN kepada
Menteri Keuangan, maka koreksi dan/atau perbaikan yvang tidak atau belum
dilaksanakan tersebut dituangkan dalam paragraf penjelasan Pernyataan Telah
Direviu. Contoh bentuk CHR disajikan dalam Format 3.

18. Penyusunan lIkhtisar Hasil Reviu (IHR). Untuk memudahkan pengguna hasil
reviu dalam memahami hasil reviu yang berkaitan dengan penyajian LK BUN,
pereviu (bila memungkinkan) menyusun THR yang berisi tabulasi tiap akun
yang menggambarkan nilai akun sebelum koreksi, usulan koreksi dan nilai
sesudah koreksi. Usulan koreksi dalam THR mencakup seluruh usulan koreksi,
baik vang ditemukan pada unit akuntansi bersangkutan maupun unit
akuntansi di bawahnya. Contoh bentuk IHR disajikan dalam Format 4.

19. Penyusunan Laporan Hasil Reviun (LHR]). Laporan ini dapat disusun pada
tingkatan unit akuntansi tertentu (misalnya UAPBUN atau UABUN) sebagai
gabungan dari CHR dan THR unit akuntansi di bawahnya. Tujuan penyusunan
LHR adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap hasil reviu
yvang dilakukan. LHR dapat disusun dengan contoh seperti pada Format 5.

20. Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi APIP untuk membuat Pernyataan
Telah Direviu (PTD) pada unit akuntansi, yang antara lain menyatakan bahwa:

a. reviu telah dilakukan atas LK BUN berupa Neraca per tanggal pelaporan
keuangan, serta LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, LAK, LPE, dan CalK
untuk periode yang berakhir pada tanggal pelaporan tersebut;

b. reviu dilaksanakan sesuai dengan Standar Reviu atas LK BUN;

c. semua informasi yvang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian
Menteri Keuangan selaku BUN;

d. tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai
akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam LK BUN serta
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada
Menteri Keuangan;

e. ruang lingkup reviu jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit
vang dilakukan dengan tujuan untuk menyatakan opini atas laporan
keuangan secara keseluruhan;

f. simpulan reviu vaitu apakah LK BUN telah/belum disajikan sesuai SAP; dan

g. Paragraf penjelas (apabila diperlukan), vang menguraikan perbaikan kegiatan
penyelenggaraan akuntansi dan/atau koreksi penyajian LK BUN yang belum
atau belum selesai dilakukan oleh unit akuntansi.

Contoh format Pernyataan Telah Direviu disajikan dalam Format 6.

Keyakinan Terbatas Hasil Reviu

21. Keyakinan terbatas yang dihasilkan dalam reviu meliputi keyakinan terbatas
mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam LK BUN serta
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP.
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22. Keyakinan terbatas atas akurasi informasi antara lain diperoleh dengan:
a. membandingkan saldo akun LK BUN terhadap buku besar; dan
b. membandingkan saldo akun LK BUN terhadap laporan pendukung.

23. Keyakinan terbatas atas keandalan informasi antara lain diperoleh dengan
menilai proses rekonsiliasi antar data transaksi keuangan vang dihasilkan oleh
SABUN;

24. Keyakinan terbatas atas keabsahan informasi antara lain diperoleh dengan :
a. menilai proses verifikasi dckumen sumber transaksi keuangan; dan
b. menilai proses otorisasi dokumen transaksi keuangan.

25. Keyakinan terbatas atas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi
diperoleh dengan menilai kesesuaian penyajian akun-akun dalam LK BUN
dengan SAP.

Prosedur Reviu

26. Prosedur reviu atas LK BUN adalah serangkaian kegiatan peneclaahan yang
dilakukan untuk menilai penyelenggaraan kegiatan akuntansi dan penyajian
laporan keuangan pada unit akuntansi dan pelaporan keuangan lingkup BUN.

Prosedur Reviu LK UAKBUN-Pusat
27. Prosedur reviu LK UAKBUN-Pusat terdiri dari:

a. Reviu Prosedur Penyusunan LK UAKBUN-Pusat. Reviu ini bertujuan
untuk mengetahui apakah penyusunan LK UAKBUN-Pusat telah
dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan;

b. Reviu Hasil Rekonsiliasi. Reviu ini bertujuan untuk meyvakinkan bahwa
proses rekonsiliasi telah dilakukan dengan semestinya;

c. Reviu LAK. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada
LAK dengan deckumen sumber;

d. Reviu LRA. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada
LRA dengan dekumen sumber;

e. Reviu Neraca. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data
pada Neraca dengan dekumen sumber;

f. Reviu CaLK. Reviu ini bertujuan untuk menilai kecukupan pengungkapan
hal-hal yang perlu dijelaskan dari akun LAK, LRA, dan Neraca;

g. Reviu Dukungan Analisis LK ke Dokumen Sumber. Reviu ini bertujuan
untuk meyakini bahwa angka vang tertera pada LK UAKBUN-Pusat telah
diperoleh dari prosedur yang berlaku dan sesuai dengan dockumen
sumbernya; dan

h. Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI. Monitoring dilakukan untuk
meyakinkan bahwa Dit. PKN Ditjen PBN selaku UAKBUN-Pusat telah
melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK UAKBUN-
Pusat untuk periode tahun-tahun sebelum periode reviu.

Prosedur reviu selengkapnya untuk LK UAKBUN-Pusat dituangkan dalam
Program Kerja sebagaimana terdapat pada Format 7.
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Prosedur Reviu LK UAKBUN-Daerah
28. Prosedur reviu LK UAKBUN-Daerah terdiri dari:

a. Reviu Hasil Rekonsiliasi. Reviu ini bertujuan untuk memastikan bahwa
proses reckonsiliasi internal dan eksternal telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan;

b. Reviu LAK dan CalK. Reviu ini bertujuan untuk memastikan penyajian
angka dan pengungkapan pada LAK dan CalLK telah sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung cleh data yang akurat
sesuai dengan dokumen sumber;

c. Reviu LRA dan CalK. Reviu ini bertujuan untuk memastikan penyajian
angka dan pengungkapan pada LRA dan CalK telah sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung cleh data yang akurat
sesuai dengan dokumen sumber;

d. Reviu Neraca dan Cal.K. Reviu ini bertujuan untuk memastikan penyajian
angka dan pengungkapan pada Neraca dan CalK telah sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung oleh data yvang akurat
sesuai dengan dokumen sumber;

e. Reviu Antar Laporan. Reviu ini bertujuan untuk memastikan penyajian
angka pada LK UAKBUN-Daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan;

f. Reviu Potensi Permasalahan LK. Reviu ini bertujuan untuk memastikan
bahwa pelaksanaan pengelolaan atas Pemindahbukuan dan Kiriman
Uang, Jasa Imbalan Perbendaharaan, Pagu dan Revisi DIPA, Kas di
Bendahara Pengeluaran, Perhitungan Fihak Ketiga, dan Utang Kepada
Pihak Ketiga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

g. Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI. Monitoring dilakukan untuk
meyakinkan bahwa KPPN selaku UAKBUN-Daerah telah melakukan
tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK UAKBUN-Daerah untuk
periode tahun-tahun sebelum periode reviu.

Prosedur reviu selengkapnya untuk LK UAKBUN-Daerah dituangkan dalam
Program Kerja sebagaimana terdapat pada Format 8.

Prosedur Reviu LK BUN Pengelolaan Utang (BA 999.01)
29. Prosedur reviu LK UAKPA BUN Pengelolaan Utang (BA 999.01) terdiri dari:

a. Reviu Kelengkapan Laporan Keuangan. Reviu ini bertujuan untuk
meyakinkan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan
format yang diatur dalam SAP;

b. Reviu LRA. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada
LRA dengan dokumen sumber;

¢. Reviu Neraca. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data
pada Neraca dengan deckumen sumber;
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d.Reviu CalK. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecukupan
pengungkapan pada CalK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang
memerlukan penjelasan dan/atau rincian; dan

€. Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI. Monitoring dilakukan untuk
meyakinkan bahwa DJPU telah melakukan tindak lanjut terhadap
temuan BPK RI pada LK BA ©99.01 untuk pericde tahun-tahun sebelum
periode reviu.

Prosedur reviu selengkapnya untuk LK UAKPA BUN Pengelolaan Utang (BA
999.01) dituangkan dalam Program Kerja secbagaimana terdapat pada Format 9.

Prosedur Reviu LK BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02)
30. Prosedur reviu LK UAKPA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02) terdiri dari :

a. Reviu Kelengkapan Laporan Keuangan. Reviu ini bertujuan untuk
meyakinkan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan
format yang diatur dalam SAP;

b. Reviu LRA. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada
LRA dengan dokumen sumber;

c. Revin CalK. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecukupan
pengungkapan pada Cal.K atas akun-akun pada LRA yang memerlukan
penjelasan dan/atau rincian; dan

d. Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI. Monitoring dilakukan untuk
meyakinkan bahwa DJPU telah melakukan tindak lanjut terhadap
temuan BPK RI pada LK BA 999.02 untuk pericde tahun-tahun sebelum
periode reviu.

Prosedur reviu selengkapnya untuk LK UAKPA BUN Pengelolaan Hibah (BA
999.02) dituangkan dalam Program Kerja sebagaimana terdapat pada Format
10.

Prosedur Reviu LK BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03)
31. Prosedur reviu LK BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) terdiri
dari:

a. Reviu Kelengkapan Laporan Keuangan. Reviu ini bertujuan untuk
meyakinkan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan
format yang diatur dalam SAP;

b. Reviu LRA. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada
LRA dengan dokumen sumber;

¢. Reviu Neraca. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data
pada Neraca dengan dekumen sumber;

d.Reviu CalK. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecukupan
pengungkapan pada CalK atas akun-akun pada LRA dan Neraca vang
memerlukan penjelasan dan/atau rincian; dan

€. Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI. Monitoring dilakukan untuk
meyakinkan bahwa DJKN telah melakukan tindak lanjut terhadap
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temuan BPK RI pada LK BA 999.03 untuk periode tahun-tahun sebelum
periode reviu.

Prosedur reviu selengkapnya untuk LK BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
(BA 999.03) dituangkan dalam Preogram Kerja sebagaimana terdapat pada
Format 11.

Prosedur Reviu LK BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman (BA 999.04)

32. Prosedur reviu LK UAKPA BUN Pengelclaan Penerusan Pinjaman (BA 999.04)
terdiri dari:

a. Reviu Kelengkapan Laporan Keuangan. Reviu ini bertujuan untuk
meyakinkan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan
format yang diatur dalam SAP;

b. Reviu LRA dan CalLK. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan
data pada LRA dengan dokumen sumber dan kecukupan pengungkapan
informasi dalam CalK;

c. Reviu Neraca dan CalK. Reviu ini bertujuan untuk  meyakinkan
kecocokan data pada Neraca dengan dokumen sumber dan kecukupan
pengungkapan informasi dalam Cal.K; dan

d. Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI. Monitoring dilakukan untuk
meyakinkan bahwa Dit. SMI Ditjen PBN telah melakukan tindak lanjut
terhadap temuan BPK RI pada LK BA 999.04 untuk pericde tahun-tahun
sebelum periode reviu.

Prosedur reviu selengkapnya untuk LK UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan
Pinjaman (BA 999.04) dituangkan dalam Program Kerja sebagaimana terdapat
pada Format 12.

Prosedur Reviu LK BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA 999.05)
33. Prosedur reviu LK BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA 999.05) terdiri dari:

a. Reviu Kelengkapan Laporan Keuangan. Reviu ini bertujuan untuk
meyakinkan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan
format yang diatur dalam SAP;

b. Reviu LRA. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada
LRA dengan dokumen sumber;

¢. Reviu Neraca. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data
pada Neraca dengan dokumen sumber;

d.Reviu CalK. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecukupan
pengungkapan pada CalLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang
memerlukan penjelasan dan/atau rincian; dan

€. Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI. Monitoring dilakukan untuk
meyakinkan bahwa DJPK telah melakukan tindak lanjut terhadap
temuan BPK RI pada LK BA 999.05 untuk periode tahun-tahun sebelum
periode reviu.

www.peraturan.go.id



49 2015, No.42

Prosedur reviu selengkapnya untuk LK BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah
(BA 999.05) dituangkan dalam Program Kerja sebagaimana terdapat pada
Format 13.

Prosedur Reviu LK BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07)
34. Prosedur reviu LK BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) terdiri dari:

a. Reviu Kelengkapan Laporan Keuangan. Reviu ini bertujuan untuk
meyakinkan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan
format yang diatur dalam SAP;

b. Reviu LRA. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada
LRA dengan dokumen sumber;

c. Reviu Neraca. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data
pada Neraca dengan dockumen sumber;

d.Reviu CalK. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecukupan
pengungkapan pada CalK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang
memerlukan penjelasan dan/atau rincian; dan

€. Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI. Monitoring dilakukan untuk
meyakinkan bahwa DJA telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan
BPK RI pada LK BA 999.07 untuk periode tahun-tahun sebelum periode
reviu.

Prosedur reviu selengkapnya untuk LK BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA
999.07) dituangkan dalam Program Kerja sebagaimana terdapat pada Format
14.

Prosedur Reviu LK BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08)
35. Prosedur reviu LK BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) terdiri dari:

a. Reviu Kelengkapan Laporan Keuangan. Reviu ini bertujuan untuk
meyakinkan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan
format yang diatur dalam SAP;

b. Reviu LRA. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada
LRA dengan dokumen sumber;

c. Reviu Neraca. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data
pada Neraca dengan deckumen sumber;

d.Reviu CalK. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecukupan
pengungkapan pada CalLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang
memerlukan penjelasan dan/atau rincian; dan

€. Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI. Monitoring dilakukan untuk
meyakinkan bahwa DJA telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan
BPK RI pada LK BA 999.08 untuk periode tahun-tahun sebelum periode
reviu..

Prosedur reviu selengkapnya untuk LK BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA
999.08) dituangkan dalam Program Kerja sebagaimana terdapat pada Format
15.
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Prosedur Reviu LK BUN Transaksi Khusus (BA 999.99)

36. Prosedur reviu pada LK BUN Transaksi Khusus (BA 999.99) ini terdiri dari
beberapa jenis sesuai dengan transaksinya, yaitu:

a. Prosedur Reviu LK UAKPA BUN TK Pengelola Aset BMN Idle;

b. Prosedur Reviu LK UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Berasal dari
Pertamina;

c. Prosedur Reviu LK UAKPA BUN TK Pengelcla BMN yang Berasal dari
Kontraktor PKP2B;

d. Prosedur Reviu LK UAKPA BUN TK Pengelola BMN vang Berasal dari
KKKS;

e. Prosedur Reviu LK UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Timbul dari
Pemberian BLRBI;

f. Prosedur Reviu LK UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara,;

g. Prosedur Reviu LK UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja
vang Terkait Pengelolaan Kas Negara;

h. Prosedur Reviu LK UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Belanja
Pensiun, Askes, Program THT, PPN RTGS BI, dan Selisih Harga Beras
Bulog;

i. Prosedur Reviu LK UAPBUN TK Pengelola Pembayaran Belanja Pensiun,
Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja
PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog, serta Pendapatan
dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara; dan

j. Prosedur Reviu LK UAKPBUN TK Konsolidasian Transaksi Khusus.

Masing-masing prosedur reviu dituangkan dalam format tersendiri sebagaimana
terdapat pada Format 16A s.d Format 16J.

Prosedur Reviu LK BUN Badan Lainnya
37. Prosedur reviu LK UAPBUN PBL terdiri dari:

a. Reviu Kelengkapan Laporan Keuangan. Reviu ini bertujuan untuk
meyakinkan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan
format yang diatur dalam SAP;

b. Reviu Neraca. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data
pada Neraca dengan dockumen sumber;

c. Reviu Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya. Reviu ini bertujuan
untuk meyakinkan kecocokan data pada Ikhtisar Laporan Keuangan (ILK)
Badan Lainnya dengan dokumen sumber; dan

d. Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI. Monitoring dilakukan untuk
meyakinkan bahwa Ditjen PBN selaku UAPBUN PBL telah melakukan
tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK UAPBUN PBL untuk
periode tahun sebelum periode reviu.
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Prosedur reviu selengkapnya untuk LK UAPBUN PBL dituangkan dalam
Program Kerja sebagaimana terdapat pada Format 17.

Prosedur Reviu LK Konsolidasian BUN
38. Prosedur reviu LK Konsolidasian BUN terdiri dari:

a. Reviu Prosedur Penyusunan LK Konsolidasian BUN. Reviu ini bertujuan
untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai pelaksanaan
penyusunan LAK Konsolidasian BUN di Dit. PKN Ditjen PBN dan
penyusunan LK Konsolidasian BUN di Dit. APK Ditjen PBN telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

b. Reviu LAK dan LRA serta CalLK. Reviu ini bertujuan untuk memberikan
keyakinan terbatas mengenai akurasi data LAK dan LRA dan menilai
kecukupan pengungkapan dalam CalK;

c. Reviu Neraca dan CalK. Reviu ini bertujuan untuk memberikan
keyakinan terbatas mengenai akurasi data Neraca dan menilai
kecukupan pengungkapan dalam Cal.K; dan

d. Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI. Monitoring dilakukan untuk
meyvakinkan bahwa Menteri Keuangan selaku BUN telah melakukan
tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK Konsolidasian BUN untuk
periode tahun sebelum periode reviu.

Prosedur reviu selengkapnya untuk LK Konsolidasian BUN dituangkan dalam
Program Kerja sebagaimana terdapat pada Format 18.
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FORMAT 1:
CONTOH FORMULIR SURAT TUGAS

[Nama Kementerian Negara/Lembaga|

[Inspektorat Jenderal/unit pengawasan intern lainnya]

SURAT TUGAS

[Nomor Surat Tugas]

[Inspektur Jenderal/pejabat unit pengawasan intern lain yang setingkat] pada [Nama
Kementerian Negara/Lembaga], dengan ini menugaskan kepada nama-nama yang
tercantum di bawah ini:

No. Nama NIP Peran
AT/KT/PT/PM |[pilih salah satu]

AT/KT/PT/PM |[pilih salah satu]

AT/KT/PT/PM |[pilih salah satu]

AT/KT/PT/PM |[pilih salah satu]

untuk melaksanakan reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara [Nama dan
Jenjang LK BUN] untuk periode yang berakhir pada tanggal [Tanggal Pelaporan].

Reviu dimaksud ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,
keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengakuan, pengukuran,
pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP). Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas [Jenis-jenis laporan yang direviu,
misalnya LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CalK] serta proses
pelaporan keuangan pada [Nama dan Jenjang Unit Akuntansi, serta Lokasinya].

Reviu dilaksanakan selama [Jumlah Hari Dalam Angka] hari, mulai tanggal [Tanggal
Mulai] sampai dengan tanggal [Tanggal Selesai].

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]
[Inspektur Jenderal/pejabat lainnya]

[Nama Lengkap]

[NIP]
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FORMAT 2:

CONTOH FORMULIR KERTAS KERJA REVIU (KKR)

2015, No.42

[Nama Kementerian Negara/Lembagal No. Indeks KKR 1
[Inspekterat Jenderal funit pengawasan intern lainnya Disusun oleh/ Tanggal 21
Direviu olehfTanggal [3]
Disetujui oleh/ Tanggal [4]
Jenjang dan Nama Unit 5
BUN o 151
Jenjang dan Nama Unit 6]
BUN O
Jenjang dan Nama Unit 71
BUN O
Jenjang dan Nama Unit 8
BEUN O [8]
Jenjang dan Nama Unit 191
BUN O
K LK
omponen OLRA 0O LPSAL O Neraca 0O LO O LAK O LPE 0O CaLK
[10]
Akun/Segmen [11]
Penyelengga raan
Akuntansi
Langkah-Langkah Reviu
[12]
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung) No. Indeks KKR
[13] [14]
Simpulan
[15]
Komentar
[16]
Petunjuk Pengisian:
[1] Diisi dengan Nomor Indeks KKR.
[2] Diisi dengan nama penyusun KKR dan tanggal penyusunan.
[3] Diisi dengan nama pereviu KKR dan tanggal pelaksanaan reviu.
[4] Diisi dengan nama pengendali teknis tim reviu (vang berwenang menyetujui).

[5] s.d. [9] Diisi dengan tingkatan dan nama unit BUN secara berjenjang dari yang tertinggi
hingga terendah (boleh ditambahkan baris baru jika diperlukan).

[10] Dicontreng jenis laporan keuangan yang direviu.

[11] Diisi dengan akun vang menjadi ruang lingkup KKR.

[12] Diisi dengan langkah-langkah reviu yang dipilih.

[13] Diisi dengan judul KKR Pendukung untuk tiap langkah reviu.

[14] Diisi dengan Nomor Indeks KKR Pendukung.

[15] Diisi dengan simpulan atas pelaksanaan langkah-langkah reviu.

[16] Diisi dengan Komentar-komentar dari Pereviu KKR atau pemberi persetujuan KKR.
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FORMAT 3:
CONTOH FORMULIR CATATAN HASIL REVIU (CHR)

[Nama Kementerian Negara/Lembaga]
[[nspektorat Jenderal /unit pengawasan intern lainnya

CATATAN HASIL REVIU

LAPORAN KEUANGAN [UNIT AKUNTANSI]
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL [TANGGAL LAPORAN]
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[Nama Kementerian Negara/lLembaga]
[Inspekterat Jenderal /funit pengawasan intern lainnya|

Disusun oleh/Tanggal

]

Direviu oleh/Tanggal

[2]

Disetujui olehfTanggal

[3]

Jenjang dan Nama Unit 0O
BUN

(4]

Jenjang dan Nama Unit o
BUN

;5]

Jenjang dan Nama Unit O
BUN

6]

Jenjang dan Nama Unit o
BUN

71

Jenjang dan Nama Unit o
BUN

Uraian Catatan Hasil Reviu

&)

Indeks KKR

Penyelenggaraan Akuntansi:

@

[10]

Penyajian LK:

A. LRA

[11]

[12]

B. Laporan Perubahan SAL

[13]

[14]

C. Neraca

3]

[16]

7]

[18]

E. LAK

(19]

[20]

F. LPE

[21]

[22]

G. CaLK

(23]

Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui

[24]

[25]

[26] [30]
[27] [31]

(28] [32]
[29] [33]

Petunjuk Pengisian:

(1]
2]

Diisi dengan nama penyusun KKR dan tanggal penyusunan.

Diisi dengan nama pereviu KKR dan tanggal pelaksanaan reviu.
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[3] Diisi dengan nama pengendali teknis tim reviu (vang berwenang menyetujui).

[4] s.d. [8] Diisi dengan tingkatan dan nama unit BUN secara berjenjang dari yang tertinggi hingga
terendah (boleh ditambahkan baris baru jika diperlukan).

9] Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyelenggaraan akuntansi berupa temuan reviu
dan usulan perbaikan vang diberikan.

[10] Diisi dengan indeks KKR akun yang diberikan catatan hasil reviu.

[11] Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian LRA berupa temuan reviu dan usulan
perbaikan yvang diberikan untuk tiap akun.

[12] Diisi dengan indeks KKR akun LRA yang diberikan catatan hasil reviu.

[13] Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian Laporan Perubahan SAL berupa temuan
reviu dan usulan perbaikan yang diberikan untuk tiap akun.

[14] Diisi dengan indeks KKR akun Laporan Perubahan SAL yvang diberikan catatan hasil
reviu.

[19] Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyvajian Neraca berupa temuan reviu dan usulan
perbaikan yang diberikan untuk tiap akun.

[16] Diisi dengan indeks KKR akun Neraca yang diberikan catatan hasil reviu.

[17] Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian LO berupa temuan reviu dan usulan
perbaikan vang diberikan untuk tiap akun.

[18] Diisi dengan indeks KKR akun L.O yang diberikan catatan hasil reviu.

[19] Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian LAK berupa temuan reviu dan usulan
perbaikan yang diberikan untuk tiap akun.

[20] Diisi dengan indeks KKR akun LAK yang diberikan catatan hasil reviu.

[21] Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian LPE berupa temuan reviu dan usulan
perbaikan yang diberikan untuk tiap akun.

[22] Diisi dengan indeks KKR akun LPE yang diberikan catatan hasil reviu.

(23] Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian CalLK berupa temuan reviu dan usulan
perbaikan vang diberikan untuk tiap akun.

[24] Diisi dengan indeks KKR CaLK yang diberikan catatan hasil reviu.

[25] Diisi dengan koreksi/perbaikan yang belum dilakukan atau tidak disetujui oleh unit
akuntansi berdasarkan usulan dari pereviu.

[26] Diisi dengan tanggal penyusunan CHR.

[27] Diisi dengan nama peran dalam tim reviu yang menandatangani CHR.

(28] Diisi dengan nama Ketua Tim atau Pengendali Teknis yang menandatangani CHR.

[29] Diisi dengan nomor induk pegawai Ketua Tim atau Pengendali Teknis yang
menandatangani CHR.

[30] Diisi dengan tanggal penandatanganan CHR oleh pejabat penanggung jawab unit
akuntansi.

[31] Diisi dengan nama jabatan penanggung jawab unit akuntansi yang menandatangani
CHR.

[32] Diisi dengan nama pejabat penanggung jawab unit akuntansi yang menandatangani
CHR.

[33] Diisi dengan nomor induk pegawai pejabat penanggung jawab unit akuntansi yang

menandatangani CHR.
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CONTOH FORMULIR IKHTISAR HASIL REVIU (IHR)

2015, No.42

[Nama Kementerian Negara/Lembaga]

[Inspektorat Jenderal/unit

Jenjang dan Nama Unit
EUN

Jenjang dan Nama Unit
BUN

Jenjang dan Nauna Unit
LBUN

Jenjang dan Nama Unit
BUN

Jenjang dan Nama Unit

EUN

Ikhtisar Hasil Revin LRA

Fatwa Akun

k| [10]

Disusun oleh/Tanggal

1]

pengawasan intern lainnya]

Direviu oleh/Tanggal

2]

solelifTa

[BIETS

Neatus Hacekai
Sebelum Rowiu  Usulan Korckai

1%gl el P T3elum
B A . Dikureksi
Dikoreksi [Rp) |Re
1] 2] [L31 1141

Ikhtisar Hasil Revin Laporan Perubahan SAL

Koena Akun

71

[10]

Ikhtisar Hasil Revin Neraca

No Kama Akun

71 [10]

Status Korcksi
Hetelumm Hewviu
1}%p]

Usulin Kareksi -

1l Belum
Dikc?':ii? i | LR

| IRp]

IL1] 112] [131 4

Heatuw Kaceksi

Scbelum Rowiu  Usulan Korcksi -

IRe|

Rel Belum
Dikc?':ii? i | LR
| | IRp]

IL1] 112] [131 4

# 3

Setelah Usulan
Horckei
Hanil Hevin

kgl

[15]

Hesteslib Usmlan
Horeksi
Hawil Revin
[elz]]

[15]

Nesteslih Usnlan
Horckei
Haail Reviu
(Rp|

[15]
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Ikhtisar Hasil Revin LO

No Kaca Akun

91 [1q]

Ikhtizar Hasil Revin LAK

No Kama Akun

1] (14

Ikhtisar Hasil Revin LPE

58

Jtatus Korckai

Sebelum Hewin  Uenlin Kaceksd -

11p] gl Belum
BT jRpj  Dikorska

=0 |Rpj

n nz nal n4

Statun Kacskai

Sebelum Rowiu  Usulan Korchkai -
IRe| (Rp| Sudah Belum

Dikoreksi [Rpj D““I ;’;Jl‘”

1] 113] [1:3] 114]

Status Korcksi

Setelib Usnlan
Morrekesi
Tawil Revin
Mg

[15]

Setelah Usulan
Horckei
Hasil Reviu
(Rp|

113l

Heterlib Usmulan

a [ A0 Hetielum Hevin  Usuln Bareksd . Horeksi
- soa Aenn T 1l S Bclum Tawil Hevin
Dikcr:kti Rp) Dikorokai Ma|
IRg]
12] [14] 1] 1] [13] 114] [13]
Petnnjuk Pengisian:
[1] Thgdlengan cams peryig R G ANERE . o1y ALLLALL
2] Diisi dengan nama pereviu KKR dan tanggal pelaksanaan reviu.
[3] Diisi dengan nama pengendali teknis tim reviu (yang berwenang menyetujui).

[4] s.d. [8] Diisi dengan tingkatan dan nama unit BUN secara berjenjang dari yang tertinggi hingga

terendah (boleh ditambahkan baris baru jika diperlukan).

[9] Diisi dengan Nomor Urut.
[10] Diisi dengan nama akun LK.
[11] Diisi dengan nilai akun sebelum koreksi.
12]
akuntansi tingkat di bawahnya.
[13]
[14]
[15] Diisi dengan nilai akun seharusnya setelah koreksi.

Diisi dengan usulan nilai koreksi hasil reviu, termasuk nilai koreksi bawaan dari unit

Diisi dengan nilai koreksi yang telah dilakukan oleh unit akuntansi.
Diisi dengan nilai koreksi yang belum dilakukan oleh unit akuntansi.
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FORMAT S:
CONTOH FORMULIR LAPORAN HASIL REVIU (LHR)

[Nama Kementerian Negara/Lembaga]
[Inspektorat Jenderal /unit pengawasan intern laimnyal

LAPORAN HASIL REVIU

LAPORAN KEUJANGAN [NAMA UNIT AKUNTANSI]|
UNTUK FERICDE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL [TANGGAL LAPORAN|

Mo, LHE ¢ [on i
Tanggal [

2015, No.42
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Daftar Isi Halaman
1. Ringkasan Eksekutif
2. Dasar Hukum
3. Tujuan dan Ruang Lingkup Reviu
4. Metodologi Reviu
5. Gambaran Umum Obyek Reviu
6. Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran
7. Hasil Reviu atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
8. Hasil Reviu atas Neraca
9. Hasil Reviu atas Laporan Operasional
10. Hasil Reviu atas Laporan Arus Kas
11. Hasil Reviu atas Laporan Perubahan Ekuitas
12. Hasil Reviu atas Catatan atas Laporan Keuangan dan
Lampiran Laporan Keuangan
13. Hal-Hal Lain yang Perlu Diungkapkan
14. Apresiasi

Daftar Lampiran :

I. Catatan Hasil Reviu (CHR) Unit Akuntansi

II. Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) Unit Akuntansi
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Ringkasan Eksekutif: Berisi mengenai ringkasan umum Laporan Hasil
Reviu

Inspektorat Jenderal/unit pengawasan intern lainnya sebagai Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah [Nama Unit Akuntansi] telah melakukan
reviu atas Laporan Keuangan [Nama Unit Akuntansi] untuk tahun anggaran
[Tahun Anggaran] berupa Neraca per tanggal [Tanggal Neraca], Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan
atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.
Reviu ditujukan untuk: (1) membantu terlaksananya penyelenggaraan
akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK
BUN), dan (2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,
keandalan, dan keabsahan informasi dalam LK BUN serta pengakuan,
pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri
Keuangan selaku BUN, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan
yang berkualitas. Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas
penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, termasuk
penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan
pada unit akuntansi. Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan
serangkaian aktivitas untuk menelusuri angka-angka dalam laporan
keuangan ke catatan akuntansi dan dokumen sumber, meminta keterangan
mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian,
pengikhtisaran dan pelaporan data transaksi, serta melakukan analisis
untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa.

Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal

sebagai berikut:

1. Terdapat koreksi akun [Nama Akun] sebesar Rp [Jumlah Rupiah] pada
[Tingkatan dan Nama Unit Akuntansi] atas kelebihan/kekurangan
pencatatan yang sudah ditindaklanjuti oleh unit akuntasi yang
bersangkutan.

3. Terdapat [Jumlah unit akuntansi per jenjang unit akuntansi] yang
terlambat menyampaikan laporan keuangan secara berjenjang.

Dasar Hukum: Berisi mengenai ketentuan perundang-undangan yang
mendasari pelaksanaan reviu atas LK BUN, termasuk Surat Tugas Reviu

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 33 ayat (4).

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN, Pasal 12 ayat
(1)

3. Surat Tugas Inspektur Jenderal/ pejabat unit pengawasan intern lainnya
Nomor [diisi nomor surat tugas] tanggal [diisi tanggal surat tugas].

Tujuan dan Ruang Lingkup Reviu: Berisi mengenai tujuan dan ruang
lingkup reviu atas LK BUN

Tujuan reviu adalah untuk: (1) membantu terlaksananya penyelenggaraan
akuntansi dan penyajian LK BUN, dan (2) memberikan keyakinan terbatas
mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam LK BUN
serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP
kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), sehingga
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dapat menghasilkan LK BUN yang berkualitas.

Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi
dan penyajian LK BUN, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan
dokumen sumber yang diperlukan pada [Tingkatan dan Nama Unit
Akuntansi]. Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas sistem
pengendalian intern, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, serta
pengujian atas respon permintaan keterangan, yang biasanya dilaksanakan
dalam suatu audit.

Metodologi Reviu: Berisi mengenai tahapan-tahapan dan langkah-langkah
reviu atas LK BUN

Reviu atas LK BUN dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran
dan penyusunan laporan keuangan dan dengan menggunakan pendekatan
berjenjang mulai dari tingkat Kuasa, Pembantu, hingga tingkat Unit
Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN), yaitu:

1. UAKBUN/UAKPA BUN/UBL: [Uraikan UAKBUN/UAKPA BUN/UBL yang
direviu]

2. UAKKBUN/UAKKPA BUN (bila ada): [Uraikan UAKKBUN/UAKKPA BUN

yang direviu]

UAPKPA BUN (bila ada): [Uraikan UAPKPA BUN yang direviu]

UAPPA-E1 BUN (bila ada): [Uraikan UAPPA-E1 BUN yang direviu]

UAPPA BUN (bila ada): [Uraikan UAPPA BUN yang direviu]

UAPBUN: [Uraikan UAPBUN yang direviu]

UAKPBUN (bila ada): [Uraikan UAKPBUN yang direviu]

UABUN

Reviu terutama dilakukan melalui serangkaian aktivitas untuk :

® N o 0w

1. Menelusuri angka-angka laporan keuangan ke catatan akuntansi dan
dokumen sumber.

2. Permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan,
pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan data transaksi.

3. Analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya
tidak biasa.

Reviu dititikberatkan pada akun laporan keuangan yang mempunyai potensi

tinggi terhadap kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan

kelemahan proses pelaporan keuangan.

Gambaran Umum Obyek Reviu: Berisi mengenai identitas objek reviu dan
informasi keuangan secara umum

Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran: Berisi mengenai catatan
reviu atas akun LRA

Hasil Reviu atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih: Berisi
mengenai catatan reviu atas akun Laporan Perubahan SAL

Hasil Reviu atas Neraca: Berisi mengenai catatan reviu atas akun Neraca

Hasil Reviu atas Laporan Operasional: Berisi mengenai catatan reviu atas
akun LO
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FORMAT 7:
CONTOH PKR LK UAKBUN-PUSAT
Nama Kantor KKR Nomor

Kegiatan yang
Direviu

Disusun oleh/
Paraf

Tahun Anggaran

Disetujui oleh/
Paraf

Direviu oleh/ Paraf

PROGRAM KERJA REVIU LK UAKBUN-PUSAT

Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan | pirenca | Dilaksa-| No-
oleh -nakan nakan
1 2 3 4 S 6

A Reviu Prosedur Penynznnan LK UAKBUN-Pusat

Utk soergein i puaks ™ proyvngoons

Mugal Lo prnaclnr vang lelah i

LARIIIN-Pusal

LA UARDBIIN-usal

(PR VAN B PO L

clala vang

rekonsiliasi

4. Teliti apakah penyusunan LK UAKBUN-Pusat
berdasarkan data akuntansi dari Subdit RPH,
RPL, RKN, RKUN

S. Teliti apakah dasar hukum yang tercantum dan
proses bisnis yang diuraikan pada CaLK telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Teliti apakah penyusunan LK UAKBUN-Pusat
sudah menggunakan aplikasi Verak BUN Pusat
atau terintergrasi

7. Lakukan analisis

8. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR
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e

|
B

64

1Zilaksa-

Wraian

I

Reviu Hasil Rekonsiliasi

ST

SIRAN aliws prosss roRonsilas lelsh

Skl e

St

B.1 Reviu Rekonsiliasi Internal

A e

Prapeetke s Herta Aoz <ekons Tzesnal

srlara Subail KRN cdengs
[EEarH
T apmaln seldo <as 0SSN omerngekan sallo

kolans
Dukuo 1L PRN ddengan salde roxoning

Anidil B, RZPL claz

ks solelah dilzznian rokons:

sal
kg,

3. Teiiti apakah rekonsiliasi internal telah diiakukan
secara periodik antara Subdit RKUN dengan
Subdit Lainnya;

4. Teliti apakah rekonsiliasi telah dituangkan dalam
Berita Acara Rekonsiliasi dan hasilnya telah sesuai
dengan yang ada pada laporan;

S. Lakukan analisis; dan

6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.2 Reviu Rekonsiliasi Eksternal

Langkah Kerja:

1. Dapatkan Berita Acara Rekonsiliasi Eksternal
antara Dit. PKN dengan KPA (unit akuntansi yang
mengelola anggaran) BA BUN seperti DJA, DJPU,
DJPK, DJKN, Dit SMI.

2. Teliti apakah Dit. PKN selaku UAKBUN-P
melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi
Anggaran dan Neraca SAU beserta data transaksi
dengan seluruh satuan kerja penerima alokasi
dana dan Rekening 502.000.000.

3. Inventarisasi satker mana saja yang belum
melaksanakan rekonsiliasi data dengan Dit. PKN
selaku UAKBUN-P.

4. Teliti apakah rekonsiliasi telah dituangkan dalam
Berita Acara Rekonsiliasi dan hasilnya telah
sesuai dengan yang ada pada laporan.

5. Lakukan analisis.

6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
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R ERTA T HTREH T PN

65

Wraian

I

Revin LAK

wakink

Solaen sneche s

Ll me Zan :

koclengan

Lang=al -

Sl

Pianclopan apran Aros s e BA den
RN, Sl Rt Bihat <Pl s #olelt I'N
psicla 20y RN el LAK TTARIIIN-Pusal,

A LA SO T

dlengn

LA el
A clengan
LGNV

I 2alido da aoras
FA Tahe

Vo Aree Ias TLASS S Talhine

Lzrjalan dengan Halk

Tlo Al las pecla

e condah setoes e Batin

Pancingzan o Akhir kas psicla L

Asng lag er BMA S deopan foanlale el
el Neraca 2N
Zal [ttt

dan mels b ks

Soatsmis -

Revin LRA

A engnn

Lt meva ki ke <evorokan ¢

Solaen sneche s

[ENREHT TN

slesiee |

Loclars Sl

AU osat,

ok |

il
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No.

Uraian

Dilaksa-

nakan
oleh

Waktu

Direnca
-nakan

Dilaksa-
nakan

KKR
No.

2

3

4

S

10.

1

—

Bandingkan LRA per MA dengan Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR) pendukungnya.

Bandingkan Jumlah Penerimaan Perpajakan pada
LRA face dengan jumlah Pendapatan Pajak
Dalam Negeri Netto ditambah Pendapatan Pajak
Perdagangan Internasional Netto pada LAK.
Bandingkan Jumlah PNBP pada LRA face dengan
jumlah Penerimaan Sumber Daya Alam Netto,
Penerimaan dari Laba BUMN Netto dan
Pendapatan PNBP Lainnya (dari aktivitas Operasi
dan Investasi Aset Non Keuangan) Netto pada
LAK.

Bandingkan Jumlah penerimaan hibah pada LRA
dengan hibah pada LAK

Bandingkan Jumlah Belanja Pegawai pada LRA
face dengan jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan
Netto dengan Belanja Honor, Lembur/Vakasi
Netto dan Belanja Konstribusi Sosial Netto pada
LAK.

Bandingkan Jumlah Belanjalain-Lain pada LRA
face dengan jumlah Belanja karena rugi selisih
kurs dalam rangka pengelolaan rekening milik
BUN dalam valas pada LAK.

Bandingkan belanja pembayaran kewajiban utang
pada LRA dengan belanja pembayaran kewajiban
utang pada LAK.

Bandingkan pembiayaan dalam negeri pada LRA
dengan LAK (yang berasal dari pembiayaan
perbankan dalam negeri dan non perbankan
dalam negeri netto).

. Bandingkan pembiayaan luar negeri pada LRA

dengan LAK (yang berasal dari pembiayaan
penarikan pinjaman luar negeri dan pembiayaan
cirilan noxox vlang LN

il BILPA ecda

sl A1 (B3

T

b hian netto ey aan

sitnplan daz Lnangan iz

Revin Neraca

Lt s sevsenzan <ecovo<an oot oads Nes
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FORMAT 8:
CONTOH PKR LK UAKBUN-DAERAH

Nama Kantor

KKR Nomor

Kegiatan yang Disusun oleh/
Direviu Paraf
Tahun Anggaran Direviu oleh/ Paraf
Disetujui oleh/
Paraf
PROGRAM KERJA REVIU LK UAKBUN-DAERAH
Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan Direnca | Dilaksa-| NO-
oleh -nakan nakan
1 2 3 4 S 6
A Reviu Hasil Rekonsiliasi

Tujuan:

Untuk memastikan bahwa proses rekonsiliasi internal
dan eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan.

A.1 Rekonsiliasi Internal
Langkah Kerja:

1. Teliti apakah pelaksanaan rekonsiliasi internal
telah dilaksanakan tepat waktu.

2. Teliti apakah telah terdapat kesesuaian antara
LAK dan LKP dalam laporan hasil rekonsiliasi
internal KPPN yang meliputi : Penerimaan
Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak,
Penerimaan Hibah, Belanja Pegawai, Belanja
Barang, Belanja Modal, Belanja Pembayaran
Kewajiban Utang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah,
Belanja Bantuan Sosial, Belanja Lain-lain,
Transfer Dana Perimbangan, Transfer Dana
Otonomi Khusus dan Penyesuaian, Penerimaan
Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan,
Penerimaan Non Anggaran, Pengeluaran Non
Anggaran, UP/TUP.

3. Apabila terdapat selisih, lakukan konfirmasi
kepada pegawai/pejabat KPPN terkait alasan atau
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penyebab terjadinya selisih dan apakah telah
dilakukan koreksi.

Teliti apakah hasil rekonsiliasi internal
dimanfaatkan dalam penyusunan laporan
keuangan.

Lakukan analisis.
Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

A.2 Rekonsiliasi Eksternal
Langkah Kerja:

1.

2.

Dapatkan laporan monitoring rekonsiliasi

eksternal KPPN tahun anggaran berjalan.

Teliti apakah semua Satker telah melaksanakan

rekonsiliasi dengan KPPN.

Bandingkan jumlah Satker yang telah

melaksanakan rekonsiliasi dibandingkan dengan

jumlah seluruh Satker yang menjadi mitra kerja

KPPN (persentase  jumlah Satker yang telah

melakukan rekonsiliasi).

Teliti apakah terhadap Satker yang belum

melaksanakan rekonsiliasi secara tepat waktu

telah diberikan surat teguran (SP2LK dan SP28).

Teliti apakah terhadap Satker yang telah diberikan

surat teguran tersebut, masih terdapat Satker

yang diterbitkan SP2D-nya, selain SP2D-LS dan

belanja gaji.

Dapatkan Berita Acara Rekonsiliasi secara uji

petik, yakni 10% dari jumlah Satker atau paling

banyak 30 Satker/bulan.

Teliti apakah dalam pelaksanaan rekonsiliasi

eksternal telah dilengkapi dengan :

- Berita Acara Rekonsiliasi.
Jika hasil rekonsiliasi belum sama diterbitkan
Berita Acara Rekonsiliasi Sementara. Jika hasil
rekonsiliasi sudah sama diterbitkan Berita
Acara Rekonsiliasi Final. BAR final diterbitkan
dengan memperhatikan batas waktu
penyelesaian dan penyampaian LK.

- Laporan Hasil Rekonsiliasi.

- Laporan BMN pada semua tingkatan minimal
sekali dalam 1 (satu) semester.

Teliti apakah unsur BA, Es 1, dan kode Satker,

mata anggaran, jumlah rupiah antara data KPPN

dengan data UAKPA pada rekonsiliasi unsur

anggaran telah sesuai meliputi @ Estimasi

Anggaran, Pagu Belanja, Realisasi Pendapatan
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Bukan Pajak, Realisasi Belanja, Pengembalian
Pendapatan Bukan Pajak, Pengembalian Belanja,
Mutasi Uang Persediaan.
9. Teliti apakah hasil rekonsiliasi eksternal
dimanfaatkan  dalam  penyusunan laporan
keuangan.
10. Teliti apakah hasil rekonsiliasi berupa ADK dan
laporan keuangan telah dikirimkan ke UAPPA-W.
11. Lakukan analisis.
12.Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
B Reviu LAK dan CaLK

Tujuan:

Untuk memastikan penyajian angka dan
pengungkapan pada LAK dan CaLK telah sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan
didukung oleh data yang akurat sesuai dengan
dokumen sumber.

B.1 Reviu LAK

Langkah Kerja:

1. Dapatkan LAK dan LKP periode terakhir tahun
anggaran berjalan, serta rekening koran/bank
bulan terakhir.

2. Bandingkan saldo awal Kas pada LAK bulan
Januari tahun anggaran berjalan dengan saldo
akhir Kas pada LAK dan LKP tahun anggaran
sebelumnya.

3. Bandingkan saldo akhir Kas pada LAK dengan
saldo akhir Kas pada LKP tahun anggaran
berjalan.

4. Bandingkan saldo akhir Kas pada LAK dengan
saldo akhir rekening koran/bank tahun anggaran
berjalan.

5. Lakukan analisis.

6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.2 Reviu CaLK

Langkah Kerja:

1. Dapatkan CaLK atas LAK.
2. Bandingkan setiap unsur/penjelasan pos/akun
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pada CaLK dengan LAK Face.
3. Teliti apakah terdapat perbedaan yang signifikan
antara LAK Face dengan uraian penjelasan pos
CaLK.
4, Teliti apakah terdapat pos pada LAK Face yang
belum dijelaskan dalam CaLK.
S. Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah
dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
yang belum dijelaskan pada CalK atas Pos LAK.
6. Lakukan analisis.
7. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
(o3 Reviu LRA dan CaLK

Tujuan:

Untuk memastikan penyajian angka dan
pengungkapan pada LRA dan CalK telah sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan
didukung oleh data yang akurat sesuai dengan
dokumen sumber.

C.1 Reviu LRA
Langkah Kerja:

1. Dapatkan LRA periode terakhir tahun anggaran
berjalan.

2. Bandingkan LRA Face dengan lampirannya
meliputi : Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja
Negara, Belanja Pemerintah, Belanja Daerah,
Pembiayaan.

3. Lakukan analisis

4.  Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.2 Reviu CaLK

Langkah Kerja:

1. Dapatkan CaLK atas LRA.

2. Bandingkan setiap unsur/penjelasan pos/akun
pada Cal.K dengan LRA Face.

3. Teliti apakah terdapat perbedaan yang signifikan
antara LRA Face dengan uraian penjelasan pos
CaLK.

4. Teliti apakah terdapat pos pada LRA Face yang
belum dijelaskan dalam CaLK.
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S. Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah
dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
yang belum dijelaskan pada CalK atas Pos LRA.
6. Lakukan analisis.
7. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
D Reviu Neraca dan CaLK

Tujuan:

Untuk memastikan penyajian angka dan
pengungkapan pada Neraca dan CalLK telah sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan
didukung oleh data yang akurat sesuai dengan
dokumen sumber.

D.1 Reviu Neraca
D.1.1Neraca SAU

Langkah Kerja:

1. Bandingkan total Kas di Bendahara Pengeluaran
dengan total Uang Muka dari KPPN.

2. Bandingkan total Aset Tetap dengan total Ekuitas
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap.

3. Bandingkan total Aset dengan Total Kewajiban
dan Ekuitas Dana.

B

Lakukan analisis
Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

<

D.1.2Neraca KUN

Langkah Kerja:

1. Bandingkan total Rekening Kas di KPPN pada
Neraca KUN dengan saldo akhir Kas pada LAK
dan saldo akhir pada LKP.

2. Bandingkan Kas di Bendahara Pengeluaran pada
Neraca KUN dengan Kas di Bendahara
Pengeluaran hasil dari total Pengeluaran Transito
dikurangi Penerimaan Transito ditambah UP yang
belum disetor pada LAK.

3. Lakukan analisis.

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

D.2 Reviu CalK
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Langkah Kerja:
1. Dapatkan Cal.K atas Neraca.
2. Bandingkan setiap unsur/penjelasan pos/akun
pada CaLK dengan Neraca Face.
3. Teliti apakah terdapat perbedaan yang signifikan
antara Neraca Face dengan uraian penjelasan pos
CaLK.
4. Teliti apakah terdapat pos pada Neraca Face yang
belum dijelaskan dalam CaLK.
5. Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah
dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
yang belum dijelaskan pada CalLK atas Pos
Neraca.
6. Lakukan analisis.
7. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
E Reviu Antar laporan

Tujuan:
Untuk memastikan penyajian angka pada LK
UAKBUN-Daerah telah sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan.

E.1 Reviu LAK dengan Neraca SAKUN
Langkah Kerja:

1. Dapatkan LAK dan Neraca SAKUN periode
terakhir tahun anggaran berjalan.

2. Bandingkan saldo akhir Kas pada LAK dengan
Pos Rekening Kas di KPPN pada Neraca KUN.

3. Bandingkan selisih antara Pengeluaran Kiriman
Uang dan Penerimaan Kiriman Uang pada LAK
dengan Pos Kas Dalam Transito pada Neraca
KUN.

4. Bandingkan selisih antara Pengeluaran Transito
dan Penerimaan Transito pada LAK dengan Pos
Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN.
Apabila kemudian terdapat selisih berarti terdapat
UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan dan
disetor ke Kas Negara.

5. Bandingkan selisih antara Penerimaan PFK dan
Pengeluaran PFK pada LAK dengan Pos Utang
PFK pada Neraca KUN.

6. Bandingkan saldo awal Kas pada LAK ditambah
UP TAYL dikurangi Utang Kepada Pihak Ketiga
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pada Neraca KUN per 1 Januari tahun anggaran
berjalan dengan Pos SAL pada Neraca KUN
periode terakhir tahun anggaran berjalan.
Bandingkan jumlah Arus Kas Bersih Aktifitas
Operasi , Aktifitas Investasi Non Keuangan, dan
Aktifitas Pembiayaan pada LAK dengan Pos
SIKPA/SILPA pada Neraca KUN.

Lakukan analisis.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

E.2 Reviu LRA dengan LAK
Langkah Kerja:

1.

2.

Dapatkan LRA dan LAK periode terakhir tahun
anggaran berjalan.

Bandingkan jumlah Penerimaan Perpajakan pada
LRA Face dengan jumlah Pendapatan Pajak
Dalam Negeri netto, Pendapatan Pajak
Perdagangan Internasional netto pada LAK.
Bandingkan jumlah PNBP pada LRA Face dengan
jumlah Penerimaan Sumber Daya Alam netto,
Penerimaan dari Laba BUMN netto, dan
Pendapatan PNBP Lainnya netto (dari Aktivitas
Operasi dan Aktivitas Investasi Aset Non
Keuangan) pada LAK.

Bandingkan jumlah Penerimaan Hibah pada LRA
Face dengan jumlah Pendapatan Hibah DN netto
dan Pendapatan Hibah LN netto pada LAK.
Bandingkan jumlah Belanja Pegawai pada LRA
Face dengan jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan
netto, Belanja Honor, Lembur/Vakasi netto, dan
Belanja Konstribusi Sosial netto pada LAK.
Bandingkan jumlah Belanja Barang pada LRA
Face dengan jumlah Belanja Barang netto,
Belanja Jasa netto, Belanja Pemeliharaan netto,
dan Belanja Perjalanan netto pada LAK.
Bandingkan jumlah Belanja Modal pada LRA Face
dengan jumlah Belanja Modal Tanah netto,
Belanja Peralatan Mesin netto, Belanja Modal
Gedung dan Bangunan netto, Belanja Jalan
Irigasi dan Jaringan netto, dan Belanja Modal
Fisik Lainnya netto pada LAK.

Bandingkan jumlah Belanja Pemb. Bunga Utang
pada LRA Face dengan jumlah Belanja Pemb.
Bunga Utang netto, Belanja Pemb. Bunga Utang
DN Jk. Pendek netto pada LAK.

Bandingkan jumlah Belanja Subsidi pada LRA
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Face dengan jumlah Belanja Subsidi netto,
Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan netto
pada LAK.

10. Bandingkan jumlah Belanja Hibah pada LRA Face
dengan jumlah Belanja Hibah netto pada LAK.

11. Bandingkan jumlah Belanja Bantuan Sosial pada
LRA Face dengan jumlah Belanja Bantuan
Kompensasi Sosial netto, Belanja Lembaga
Pendidikan dan Peribadatan netto, dan Belanja
Lembaga Sosial Lainnya netto pada LAK.

12. Bandingkan jumlah Belanja Lain-lain pada LRA
Face dengan jumlah Belanja Lain-lain netto pada
LAK.

13. Bandingkan jumlah Belanja Daerah pada LRA
Face dengan jumlah Belanja Dana Bagi Hasil
netto, Belanja Dana Alokasi Umum netto, Belanja
Dana Alokasi Khusus netto, dan Belanja Dana
Otonomi Khusus dan Penyesuaian netto pada
LAK.

14. Bandingkan jumlah Pembiayaan Bersih pada LRA
dengan jumlah Arus Kas Bersih Aktifitas
Pembiayaan pada LAK.

15. Lakukan analisis.

16. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

E.3 Reviu Neraca SAU dengan Neraca SAKUN

Langkah Kerja:

1. Dapatkan Neraca SAU dan SAKUN periode
terakhir tahun anggaran berjalan.

2. Bandingkan Pos Kas di Bendahara Pengeluaran
pada Neraca SAU dengan Pos Kas di Bendahara
Pengeluaran pada Neraca KUN.

3. Bandingkan Pos Kas pada Badan Layanan Umum
pada Neraca SAU dengan Pos Kas pada Badan
Layanan Umum pada Neraca KUN.

4. Lakukan analisis

5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR

F Reviu Potensi Permasalahan LK

Tujuan:

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan

atas Pemindahbukuan dan Kiriman Uang, Jasa

Imbalan Perbendaharaan, Pagu dan Revisi DIPA, Kas
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di Bendahara Pengeluaran, Perhitungan Fihak Ketiga,
dan Utang Kepada Pihak Ketiga telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

F.1 Pemindahbukuan dan Kiriman Uang

Langkah Kerja:

1.

Dapatkan data terkait Pemindahbukuan dan

Kiriman Uang sebagai berikut :

- LAK periode terakhir tahun anggaran berjalan.

- Laporan Kiriman Uang dari SUBRKUN KPPN ke
SUBRKUN Kuasa BUN Pusat setiap bulan pada
tahun anggaran berjalan.

- Daftar rekonsiliasi kiriman uang antara
SUBRKUN dan RPKBUN Kuasa BUN Pusat
dengan SUBRKUN dan RPKBUN KPPN setiap
triwulan pada tahun anggaran berjalan.

- Faktur Kiriman Uang setiap hari pada tahun
anggaran berjalan (untuk KPPN Non KBI dan
KPPN KBI Induk).

Teliti apakah pelaksanaan rekonsiliasi Kiriman

Uang antara Kantor Pusat dengan KPPN telah

dilaksanakan tepat waktu.

Bandingkan Pos Transaksi Non Anggaran antara

Penerimaan Kiriman Uang dengan Pengeluaran

Kiriman Uang (akun 814xxx dengan 824xxx).

Teliti apakah Pos Pemindahbukuan dan Kiriman

Uang yang disajikan dalam LK UAKBUN-Daerah

telah sesuai dengan Laporan Kiriman Uang,

Rekonsiliasi Kiriman Uang, dan Faktur Kiriman

Uang.

Apabila terdapat selisih, lakukan konfirmasi

kepada pegawai/pejabat KPPN terkait alasan atau

penyebab terjadinya selisih dan apakah telah
dilakukan koreksi.

Apabila ditemukan selisih pada Pos Transaksi

Kiriman Uang Antar KPPN, teliti :

- Apakah terdapat surat konfirmasi dari
dan/atau kepada KPPN yang bersangkutan.

- Apakah akumulasi nilai dari masing-masing
surat konfirmasi tersebut sama dengan nilai
selisih pada Pos Penerimaan/Pengeluaran
Kiriman Uang antar KPPN,

Lakukan analisis.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
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F.2 Jasa Imbalan Perbendaharaan

Langkah Kerja:

1.

o u

Dapatkan terkait Jasa Imbalan Perbendaharaan

sebagai berikut :

- LAK dan LRA periode terakhir tahun anggaran
berjalan.

- Perhitungan Jasa Imbalan Perbendaharaan
tahun anggaran berjalan.

- Surat pemberitahuan Jasa Imbalan
Perbendaharaan yang harus disetorkan Bank
mitra kerja KPPN ke Kas Negara.

Teliti apakah  perhitungan Jasa Imbalan
Perbendaharaan yang dilakukan KPPN telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila
perhitungan tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, lakukan konfirmasi kepada
pegawai/pejabat KPPN terkait ketidaksesuaian
tersebut.

Teliti apakah hasil perhitungan jasa imbalan

perbendaharaan tersebut telah diberitahukan

kepada Bank mitra kerja KPPN dan telah
disetorkan ke Kas Negara.

Teliti apakah Jasa Imbalan Perbendaharaan pada

LK  UAKBUN-Daerah telah sesuai dengan

perhitungan Jasa Imbalan Perbendaharaan yang

dilakukan KPPN. Apabila terdapat selisih, lakukan
konfirmasi kepada pegawai/pejabat KPPN terkait
alasan atau penyebab terjadinya selisih.

Lakukan analisis

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR

F.3 Pagu dan Revisi DIPA
Langkah Kerja:

1.

2.

3.

Dapatkan data terkait Pagu dan Revisi DIPA

sebagai berikut :

- LRA periode terakhir tahun anggaran berjalan.

- Database pagu anggaran dan realisasi belanja
selama tahun anggaran berjalan.

- Revisi DIPA Satker yang dilakukan KPPN
selama tahun anggaran berjalan.

Bandingkan database antara pagu anggaran

dengan realisasi belanja per mata anggaran dua

digit (MAK 51, 52, dan S3).

Apabila terdapat realisasi belanja yang melebihi

pagu (pagu minus), lakukan konfirmasi kepada
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pegawai/ pejabat KPPN terkait alasan atau
penyebab terjadinya pagu minus.

4. Lakukan analisis.

5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

F.4 Kas di Bendahara Pengeluaran
Langkah Kerja:

1. Dapatkan data terkait Kas di Bendahara
Pengeluaran sebagai berikut :

- LAK dan Neraca periode terakhir tahun
angaran sebelumnya dan tahun angaran
berjalan.

- Rincian Satker yang masih mempunyai saldo
Kas di Bendahara Pengeluaran periode terakhir
tahun anggaran sebelumnya dan tahun
anggaran berjalan menurut Seksi Verak dan
Seksi Pencairan Dana.

- Laporan Rekonsiliasi Internal untuk saldo Kas
di Bendahara Pengeluaran periode terakhir
tahun anggaran sebelumnya dan tahun
anggaran berjalan.

- Laporan Monitoring LPJ Satker bulan
Desember tahun anggaran sebelumnya dan
bulan terakhir tahun anggaran berjalan.

2. Bandingkan  jumlah Satker yang telah
menyampaikan LPJ dibandingkan dengan jumlah
seluruh Satker yang menjadi mitra kerja KPPN
(persentase jumlah Satker yang telah
menyampaikan LPJ).

3. Teliti apakah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
pada Neraca menurut Seksi Verak sudah sesuai
dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada
Kartu Pengawasan menurut Seksi Pencairan
Dana dan LPJ Satker. Apabila terdapat selisih,
lakukan konfirmasi kepada pegawai/pejabat
KPPN terkait alasan atau penyebab terjadinya
selisih.

4. Terhadap saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
positif per 1 Januari tahun anggaran berjalan,
teliti apakah telah  dipertanggungjawabkan
melalui  penyetoran ke Kas Negara atau
pemotongan Uang Persediaan tahun anggaran
berikutnya.

S. Terhadap aldo Kas di Bendahara Pengeluaran
negatif, teliti apakah telah dilakukan penelusuran
dan sudah dapat dijelaskan oleh KPPN.
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6. Terhadap setoran Uang Persediaan/Tambahan
Uang Persediaan Satker mitra kerja KPPN yang
dilakukan pada Bank Persepsi bukan mitra kerja
KPPN, teliti apakah atas setoran tersebut telah
divalidasi dan diverifikasi oleh KPPN mitra kerja
Bank  Persepsi tempat penyetoran  Uang
Persediaan/Tambahan Uang Persediaan.

7. Terhadap setoran Uang Persediaan/Tambahan

Uang Persediaan Satker bukan mitra kerja KPPN

pada Bank Persepsi mitra kerja KPPN, teliti

apakah KPPN telah mengirimkan pemberitahuan
kepada KPPN mitra kerja KPPN tersebut agar
dilakukan jurnal koreksi Uang

Persediaan/Tambahan Uang Persediaan.

Lakukan analisis.

o

9. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

F.5 Perhitungan Fihak Ketiga

Langkah Kerja:

1. Dapatkan data terkait Perhitungan Fihak Ketiga
sebagai berikut :

- LAK dan Neraca periode terakhir tahun
anggaran berjalan.

- Daftar Realisasi Penerimaan Potongan/Setoran
PFK.

- Surat dan Laporan Perhitungan Fihak Ketiga
yang disampaikan kepada Dit. PKN DJPB.

- Berita Acara Rekonsiliasi Perhitungan Fihak
Ketiga antara KPPN, Pemda, dan pihak terkait
lainnya (apabila ada).

2. Teliti apakah penyampaian Laporan Perhitungan
Fihak Ketiga kepada Dit. PKN DJPB telah
dilaksanakan tepat waktu.

3. Bandingkan angka Perhitungan Fihak Ketiga
antara LAK dengan Laporan Perhitungan Fihak
Ketiga dan  Daftar Realisasi Penerimaan
Potongan/Setoran PFK.

4. Apabila terdapat selisih, lakukan konfirmasi
kepada pegawai/pejabat KPPN terkait alasan atau
penyebab terjadinya selisih.

5. Lakukan analisis.

6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

F.6 Utang Kepada Pihak Ketiga

Langkah Kerja:
1. Dapatkan data terkait Utang Kepada Pihak Ketiga
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Uraian

Dilaksa-

nakan
oleh

Waktu

Direnca
-nakan

Dilaksa-
nakan

KKR
No.

3

4

S

sebagai berikut :

- LAK dan Neraca periode terakhir tahun
anggaran berjalan.

- Daftar 8P2D Retur atau Kartu pengawasan
SP2D Retur posisi bulan terakhir tahun
anggaran berjalan.

- Laporan Pemberitahuan Retur dari Bank
Operasional mitra kerja KPPN posisi bulan
terakhir tahun anggaran berjalan.

- Rekening Koran Retur (rr) posisi bulan terakhir
tahun anggaran berjalan.

2. Bandingkan angka Utang pihak ketiga antara
Neraca dengan Daftar atau Kartu Pengawasan
SP2D Retur dan saldo pada rekening koran retur
(rr). Apabila terdapat selisih, lakukan konfirmasi
kepada pegawai/pejabat KPPN terkait alasan atau
penyebab terjadinya selisih.

3. Teliti apakah KPPN telah memberitahukan Satker
untuk melakukan koreksi/perbaikan atas SP2D
yang di-retur.

4, Teliti apakah SP2D pengganti mengacu pada data
nama, nomor rekening, dan nilai rupiah sesuai
surat perbaikan ralat dari Satker berdasarkan
dokumen awal SP2D retur.

5. Teliti apakah untuk SP2D retur yang tidak
dimintakan kembali oleh Pihak ketiga dalam 7
(tujuh) hari kerja berikutnya telah disampaikan
surat pernyataan dari Satker yang bersangkutan.

6. Lakukan analisis.

7. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI

Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa KPPN selaku UAKBUN-
Daerah telah melakukan tindak lanjut terhadap
temuan BPK RI pada LK UAKBUN-Daerah untuk
periode tahun-tahun sebelum periode reviu.

Langkah Kerja:
1. Dapatkan Action Plan KPPN Tahun periode reviu.

2. Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut
atas temuan BPK RI pada LK UAKBUN-Daerah
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oleh -nakan nakan
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sebelum tahun periode reviu.
3. Lakukan analisis terhadap temuan yang belum
ditindaklanjuti dan/atau yang belum selesai
ditindaklanjuti.
4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
[Nama Kotal, [Tanggal-Bulan-Tahun)|
Disetujui oleh: Direviu oleh: Disusun oleh:
Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim,
[Nama] [Nama] [Nama]
[NIP] [NIP] [NIP]
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Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan | pirenca | Dilaksa-| NO-
oleh -nakan nakan
1 2 3 4 5 6
dengan dokumen sumber.
Langkah Kerja:
1. Bandingkan Neraca per MA dari Subdit RKUN,
Subdit RPH, Subdit RPL dan Subdit PN pada Dit
PKN dengan Neraca UAKBUN-Pusat.
2. Bandingkan Neraca (Face) LK UAKBUN-Pusat
dengan Neraca (Detil) LK UAKBUN-Pusat.
3. Bandingkan Neraca per MA dengan Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR) pendukungnya.
4. Bandingkan Total Akun Rekening Pemerintah di
Bank Indonesia dengan Saldo Akhir Kas pada LAK.
S. Teliti Kas dalam Transito merupakan Pengeluaran
Kiriman Uang dikurang Penerimaan Kiriman Uang
pada Laporan Arus Kassama dengan Total Kas
dalam Transito pada Neraca.
6. Teliti apakah uang muka rekening BUN
st g s an keadian it i
70 I ANTVE
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No. Uraian nakan Direnca | Dilaksa-| No.
oleh -nakan nakan
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terdapat perbedaan yang signifikan.

S. Lakukan analisis.

G Dt sipnlan dle e fonplkes ditee TR
G Revin Dukungan Analisis LK ke Dokumen Sumber

RRTMAES

Lhito s
LIARIIIN-:

ki a1

CovAng

sl sesien CIELIR doloumen BLLTTTLUTHIN G

G.1 Revin Perhitungan Fibak Ketiga

Langzal =

3.
4.

1Za
et DI E
Al 20 DN Litgen LN,

Teliti apakah penerimaan dan pengeluaran PFK
sudah sesuai dengan LAK UAKBUN-Pusat
Semesteran/Tahunan;

Lakukan analisis;

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

G.2 Reviu Kiriman Uang

Langkah Kerja:

1.

2.

Teliti apakah semua akun kiriman uang telah
berpasangan.

Teliti apakah terhadap akun-akun kiriman uang
yang telah berpasangan, uraian akun-akunnya
juga telah berpasangan.

Bandingkan pada LAK UAKBUN-Pusat apakah
jumlah Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka
TSA Dengan RPK-BUN P telah sama dengan
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka TSA
Dengan RPK-BUN-P.

Bandingkan pada LAK UAKBUN-Pusat apakah
jumlah Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka
Reksus telah sama dengan Pengeluaran Kiriman
Uang Dalam Rangka Reksus.

Bandingkan pada LAK UAKBUN-Pusat apakah
jumlah  Penerimaan  Pemindahbukuan  dari
Rekening Penerimaan KUN ke RKUN telah sama
dengan  Pengeluaran  Pemindahbukuan dari
Rekening 502.000000 ke Rekening Pemerintah.
Bandingkan pada LAK UAKBUN-Pusat apakah
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jumlah Penerimaan Pemindahbukuan Dalam
Rangka  Penempatan telah sama  dengan
r‘l"';”'\“llfil'r'lll !\'t"""lI\']r'l]l‘i.'ll](llr'lll '-)!E'!EIII Rr’l":,"kr'l
PPerenzalan,
7. Lakuk
Hooliatmiepns itk dalas Sl
H Meonitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI
Tz
Wl evakinks: et RN e PN
sclaku UARIZIN-: 1 Linelake Langul
tertcdap e Rl AN st
vtk e v sehelunm nerede rovin,
Langgall seijes
1. Dapatkan Action Plan Dit. PKN Ditjen PBN Tahun
periode reviu.
2. Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut
atas temuan BPK RI pada LK UAKBUN-Pusat
sebelum tahun periode reviu.
3. Lakukan analisis terhadap temuan yang belum
ditindaklanjuti dan/atau yang belum selesai
ditindaklanjuti.
4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]
Disetujui oleh: Direviu oleh: Disusun oleh:
Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim,
[Nama] [Nama] [Namay]
[NIP] [NIP] [NIP]
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FORMAT 6:

CONTOH FORMULIR
PERNYATAAN TELAH DIREVIU TANPA PARAGRAF PENJELAS

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN [TAHUN ANGGARAN]

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara untuk tahun anggaran [Tahun
Anggaran| berupa Neraca per tanggal [Tanggal Neraca|, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut
sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Semua informasi
yvang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Bendahara Umum Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan
keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan
SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang
dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan
keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan
keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]
[Jabatan Penanda Tangan)]

[Nama Lengkap Penanda Tangan]|
[NIP]
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CONTOH FORMULIR
PERNYATAAN TELAH DIREVIU DENGAN PARAGRAF PENJELAS

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN [TAHUN ANGGARAN]

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara untuk tahun anggaran [Tahun
Anggaran| berupa Neraca per tanggal [Tanggal Neraca|, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut
sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Semua informasi
yvang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Bendahara Umum Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan
keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan
SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang
dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan
keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Kami memberikan catatan atas terdapatnya: (1) kelemahan administrasi [Nama Kelemahan] pada
beberapa satuan kerja berkenaan dengan [Proses/Kegiatan Akuntansi atau Pelaporan Keuangan]; (2)
kelemahan pengelolaan [Nama Kelemahan] berkenaan dengan [Proses/Kegiatan Akuntansi atau
Pelaporan Keuangan] yang disebabkan oleh [Hal Sebab] pada satuan kerja tertentu. Terhadap
catatan pengecualian tersebut, meskipun materialitasnya rendah, tetap harus ditindaklanjuti oleh
pihak manajemen.

Berdasarkan reviu kami, kecuali terhadap catatan pada paragraf ketiga di atas, tidak terdapat
perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak
disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan
peraturan lain yang terkait.

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]
[Jabatan Penanda Tangan)]

[Nama Lengkap Penanda Tangan]
[NIP]
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FORMAT 9:

CONTOH PKR LK BUN PENGELOLAAN UTANG (BA 999.01)

Nama Kantor : KKR Nomor
Kegiatan yang : Disusun oleh/
Threwin Parafl

Taluin Anggarin : [reviu olel/ Paral

isetigud oleyf

Parafl

PROGRAM KERJA REVIU LK UAKPA BUN PENGELOLAAN UTANG (BA 999.01)

A Revin Kelengkapan LK

ik ey nkan dhsisnn sesos

Bosea:

(RS IRNR

ai

st ke

IR FHITHRASERY

nvazziiaian Ll S|
b rnpeas coenge
- Tanda tangan pejabat yang berwenang;

- Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan
nomor halaman), jika ada;

- Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan
nomor halaman), jika ada;

- Daftar lampiran (nama lampiran, nomor
lampiran, dan nomor halaman);

- Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang
digunakan dalam LK);

- Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna
Anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan
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unit kerja;
- Pernyataan tanggung jawab memuat informasi
hahwa 1K telah disnsnn seguai dengan SAP
can berdasarzan S0 vang clai.
Goocdnmtsanzs el toanpkas dulin Kk,
B Revin LRA
Lo
Sntuk meys an kerocsan o

o men g mber.

B.1 Konfirmasi pada KPPN Khusns Pinjaman dan
Hibah Ditjen PBN

el

ksl wenj

Lo Dapalzan Gata polaligall plijaindll uar negerl
(program & proyek) pada KPPN Khusus Pinjaman
dan Hibah Ditjen PBN.

Bandingkan data tersebut dengan data dari

Direktorat EAS DJPU.

3. Lakukan analisis.

IS4

4, Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.2 Konfirmasi pada Direktorat PKN Ditjen PBN

Langkah Kerja:

1. Dapatkan data penarikan pinjaman luar negeri
melalui rekening khusus pada Direktorat PKN
Ditjen PBN.

2. Bandingkan data tersebut dengan data dari
Direktorat EAS DJPU.

3. Lakukan analisis.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR

B.3 Reviu Hasil Rekonsiliasi

Langkah Kerja:

1. Dapatkan Data Hasil Rekonsiliasi Utang yang
dilaksanakan Direktorat EAS DJPU, Direktorat
PKN Ditjen PBN, dan KPPN Khusus Pinjaman dan
Hibah Ditjen PBN.

2015, No.42

www.peraturan.go.id



2015, No.42

88

Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan | pirenca | Dilaksa-| No-
oleh -nakan nakan
1 2 3 4 S 6

2. Teliti apakah rekonsiliasi telah dilakukan secara
berkala dan teratur antara Direktorat EAS DJPU,
Direktorat PKN Ditjen PBN, dan KPPN Khusus
Pinjaman dan Hibah Ditjen PBN.

3. Teliti apakah hasil rekonsiliasi telah sesuai dan
meliputi  Pendapatan  dan Pengembalian
Pembiayaan, dan Belanja Pembiayaan.

4. Teliti apakah setiap penerbitan BAR telah
dilampiri dengan Laporan Hasil Rekonsiliasi.

S. Teliti apakah data yang sudah direkonsiliasi sudah
sesuai dengan data pada KPPN Khusus Pinjaman
dan Hibah Ditjen PBN.

6. Lakukan analisis.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.4 Reviu Data Realisasi PNBP Luar Negeri

Langkah Kerja:

1. Dapatkan dokumen sumber berupa data PNBP

luar negeri yang berasal dari Penerimaan

Pembiayaan.

Bandingkan dengan data PNBP menurut LRA

face.

3. Bandingkan dengan data rencana PNBP (DIPA)
dan teliti apabila terdapat perbedaan yang
signifikan.

IS

4. Bandingkan data realisasi PNBP luar negeri pada
Direktorat EAS DJPU dengan data realisasi pada
KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Ditjen PBN.

Lakukan analisis.

<

6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.5 Reviu Data Realisasi Belanja Bunga Utang Luar
Negeri

Langkah Kerja:

1. Dapatkan data belanja pembayaran bunga utang
luar negeri;

2. Bandingkan dengan data belanja pembayaran
bunga utang menurut LRA face;

3. Bandingkan dengan data rencana belanja

pembayaran bunga utang (DIPA) dan teliti apabila
terdapat perbedaan yang signifikan;
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4. Bandingkan data realisasi belanja bunga utang
luar negeri pada Direktorat EAS DJPU dengan
data realisasi pada KPPN Khusus Pinjaman dan
Hibah Ditjen PBN.

S. Lakukan analisis.

6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.6 Reviu Data Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Luar Negeri

Langkah Kerja:

1. Dapatkan data Penerimaan Pembiayaan Luar
Negeri.

2. Bandingkan dengan data Penerimaan Pembiayaan
Luar Negeri menurut LRA face.

3. Bandingkan dengan data rencana penerimaan
pembiayaan Luar Negeri dan teliti apabila terdapat
perbedaan yang signifikan.

4. Bandingkan data realisasi penerimaan
pembiayaan luar negeri pada Direktorat EAS
DJPU dengan data realisasi pada KPPN Khusus
Pinjaman dan Hibah Ditjen PBN.

S. Lakukan analisis,

6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.7 Reviu Data Realisasi PNBP Dalam Negeri

Langkah Kerja:

1. Dapatkan data PNBP dalam negeri yang berasal
dari Penerimaan Pembiayaan,

2. Bandingkan dengan data PNBP menurut LRA face;

3. Bandingkan dengan data rencana PNBP (DIPA)
dan teliti apabila terdapat perbedaan yang
signifikan;

4. Bandingkan data realisasi PNBP dalam negeri
pada Direktorat EAS DJPU dengan data realisasi
pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Ditjen
PBN.

S. Lakukan analisis.

6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.8 Reviu Realisasi Belanja Cicilan Pokok
Pinjaman Dalam Negeri

2015, No.42
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Langkah Kerja:

1. Dapatkan data belanja cicilan pokok pinjaman
dalam negeri;

2. Bandingkan dengan data belanja cicilan pokok
pinjaman dalam negeri menurut LRA face.

3. Bandingkan dengan data rencana belanja cicilan
pokok pinjaman dalam negeri (DIPA) dan teliti
apabila terdapat perbedaan yang signifikan.

4. Bandingkan data realisasi belanja cicilan pokok
pinjaman dalam negeri pada Direktorat EAS DJPU
dengan data realisasi pada KPPN Khusus
Pinjaman dan Hibah Ditjen PBN.

Lakukan analisis.

6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.9 Reviu Data Realisasi Belanja Bunga Pinjaman
Dalam Negeri
Langkah Kerja:

1. Dapatkan data belanja pembayaran bunga
pinjaman dalam negeri;

2. Bandingkan dengan data belanja pembayaran
bunga pinjaman menurut LRA face.

3. Bandingkan dengan data rencana belanja
pembayaran bunga pinjaman (DIPA) dan teliti
apabila terdapat perbedaan yang signifikan.

4. Bandingkan data realisasi belanja bunga pinjaman
dalam negeri pada Direktorat EAS DJPU dengan
data realisasi pada KPPN Khusus Pinjaman dan
Hibah Ditjen PBN.

Lakukan analisis.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.10 Reviu Data Realisasi Penerimaan
Pembiayaan Dalam Negeri (Rupiah dan Valas)

Langkah Kerja:

1. Dapatkan data Penerimaan Pembiayaan Dalam
Negeri

2. Bandingkan dengan data Penerimaan Pembiayaan
Dalam Negeri menurut LRA face;

3. Bandingkan dengan data rencana penerimaan
pembiayaan Dalam Negeri (DIPA) dan teliti apabila
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terdapat perbedaan yang signifikan;
4. Bandingkan data realisasi penerimaan
nemhiavasn dalam negeri (Runiah dan Valas) nada
I | A realis |micla
APl s e dlan clibale ijen et
Go akenle e aa s,
G, B soclan tusngkes dalaz KRR
C Reviu Neraca

clengan

ik

cnta qezcla Meraea

C.1 Revin Data Kewajiban Luar Negeri

Langkain Rerja

1.

Dapatkan data kewajiban jangka pendek dan
jangka panjang ;

Bandingkan dengan data Kewajiban menurut
Neraca face,

Bandingkan dengan data Kewajiban menurut
Neraca face tahun sebelumnya ditambah
kenaikan/penurunan realisasi penerimaan
pembiayaan dan teliti apabila terdapat perbedaan
yang signifikan;

Bandingkan data kewajiban luar negeri pada
Direktorat EAS DJPU dengan data pada KPPN
Khusus Pinjaman dan Hibah Ditjen PBN.

Lakukan analisis.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.2 Reviu Data Ekuitas atas Utang Luar Negeri

Langkah Kerja:

1.

Dapatkan data Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas
Dana Investasi,

Bandingkan dengan data Ekuitas menurut Neraca
face,

Bandingkan dengan data kewajiban dan teliti
apabila terdapat perbedaan yang signifikan
Bandingkan data ekuitas pada Direktorat EAS
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DJPU dengan data pada KPPN Khusus Pinjaman
dan Hibah Ditjen PBN.
Lakukan analisis.
6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
C.3 Reviu Data Kewajiban Dalam Negeri
Langkah Kerja:
1. Dapatkan data kewajiban jangka pendek dan
jangka panjang;
2. Bandingkan dengan data Kewajiban menurut
Neraca face,
3. Bandingkan dengan data Kewajiban menurut
Neraca face tahun sebelumnya ditambah
kenaikan/penurunan realisasi penerimaan
pembiayaan dan teliti apabila terdapat perbedaan
yang signifikan;
4. Bandingkan data kewajiban dalam negeri pada
Direktorat EAS DJPU dengan data pada KPPN
Khusus Pinjaman dan Hibah Ditjen PBN.
Lakukan analisis.
6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
C.4 Reviu Data Ekuitas atas Utang Dalam Negeri
Langkah Kerja:
1. Dapatkan data Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas
Dana Investasi,
2. Bandingkan dengan data Ekuitas menurut Neraca
face;
3. Bandingkan dengan data kewajiban dan teliti
apabila terdapat perbedaan yang signifikan
q.
[=h
(SN
D Reviu CaLK

otk v nan kee o senp cekatan eda
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CaLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang
memerlukan penjelasan dan/atau rincian.
D.1 Reviu Pengungkapan Utang Luar Negeri pada
CaLK
Langkah Kerja:
1. Dapatkan data CaLK
2. Bandingkan setiap pos pada CaLK dengan LRA
face dan Neraca face, teliti apabila terdapat
perbedaan yang signifikan dengan uraian
penjelasan pos-pos CaLK.
3. Teliti apakah Catatan penting lainnya sudah
dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
yang belum dijelaskan pada LRA dan Neraca.
4. Lakukan analisis terhadap kecukupan
pengungkapan pada CaLK.
S. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
D.2 Reviu Pengungkapan Utang Dalam Negeri pada
CaLK
Langkah Kerja:
1. Dapatkan data CalLK
2. Bandingkan setiap pos pada CalLK dengan LRA
face dan Neraca face, teliti apabila terdapat
perbedaan yang signifikan dengan uraian
penjelasan pos-pos CalLK.
3. Teliti apakah Catatan penting lainnya sudah
dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
yang belum dijelaskan pada LRA dan Neraca.
4, Lakukan analisis terhadap kecukupan
pengungkapan pada CaLK.
Do chlat s e o e epke dalas SR
E . Monitoring Tindak Lanjut Temuan BEFK RI

Lelah

AESRRTHTEREES | B DA |
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Langkah Kerja:

1. Dapatkan Action Plan DJPU Tahun periode reviu.

2. Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut
atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun

periode reviu.

3. Lakukan analisis terhadap temuan yang belum

ditindaklanjuti
ditindaklanjuti.

dan/atau yang belum selesai

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Disetujui oleh:
Pengendali Mutu,

[Nama]
[NIP]

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]

Direviu oleh:
Pengendali Teknis,

[Nama]
[NIP]

Disusun oleh:
Ketua Tim,

[Nama]

[NIP]
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FORMAT 10:
CONTOH PKR LK BUN PENGELOLAAN HIBAH (BA 999.02)

Nama Kantor : KKR Nomor
Kegiatan yang : Disusun oleh/
Direviu Paraf

Tahun Anggaran : Direviu oleh/ Paraf

Disetujui oleh/
Paraf

PROGRAM KERJA REVIU LK UAKPA BUN PENGELOLAAN HIBAH (BA 999.02)

2015, No.42

Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan | Direnca | Dilaksa-| No-
oleh -nakan nakan
1 2 3 4 S 6

A Reviu Kelengkapan LK

Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai
dengan format yang diatur dalam SAP.

Langkah Kerja:

1. Dapatkan LK, yaitu LRA dan CaLK, beserta
lampirannya secara lengkap dari Dit. EAS DJPU.

2. Reviu apakah LK telah memuat:

- Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan
periode penyampaian LK yang sesuai,

- Gambaran ringkas mengenai LK,

- Tanda tangan pejabat yang berwenang,

- Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan
nomor halaman), jika ada;

- Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan
nomor halaman), jika ada;

- Daftar lampiran (nama lampiran, nomor
lampiran, dan nomor halaman);

- Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang
digunakan dalam LK);

- Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna
Anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan
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Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan
dokumen sumber.

B.1 Konfirmasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri

dan Luar Negeri pada KPPN Khusus Pinjaman
dan Hibah

Langkah Kerja:

1.

2.

Dapatkan data pendapatan hibah luar negeri
dengan melihat daftar WA yang terbit tahun 2013.
Dapatkan data pendapatan hibah dalam negeri
yang ada pada KPPN dengan melihat daftar
/dokumen SPHL dan MPHL- BJS yang ada pada
KPPN.

Dapatkan data SP3HL (pengembalian atas
pendapatan hibah) jika ada.

Minta surat pengantar pengiriman SPHL dan
MPHL-BJS dari KPPN kepada Dit. EAS DJPU.
Bandingkan dengan data pendapatan hibah di
DJPU melalui rekonsiliasi yang terakhir.

Lakukan analisis terhadap data pendapatan dan
hibah dalam negeri dan luar negeri.

Buat kesimpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.2 Konfirmasi Belanja Hibah ke Daerah pada

DJPK

Langkah Kerja:

1.

2.

Dapatkan DIPA DJPK untuk menyalurkan dana
Hibah ke pemda.

Dapatkan data jumlah hibah yang diberikan ke
pemerintah daerah oleh DJPK dan bandingkan
dengan belanja hibah pada LRA BA 999.02.
Bandingkan dengan pagu DIPA nya. Hitung berapa
% realisasi belanja nya.

Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan Direnca | Dilaksa-| No.
oleh -nakan nakan
1 2 3 4 S 6
unit kerja;
- Pernyataan tanggung jawab memuat informasi
bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP
dan berdasarkan SPI yang memadai.
3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
B Reviu LRA
Tujuan:
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Dapatkan rekapitulasi kuitansi-kuitansi yang
dikirim dari pemerintah daerah sebagai bukti
hibah ke pemerintah daerah telah diterima oleh
pemerintah daerah tersebut.

Lakukan analisis terhadap data belanja hibah
yang dikirim ke daerah dengan kuitansi yang
diterima DJPK dari pemda.

Buat kesimpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.3 Reviu Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Langkah Kerja:

1.

Dapatkan surat-surat konfirmasi dari DJPU
kepada donor atas jumlah hibah yang diterima
oleh K/L dan meneliti jawaban surat-surat
tersebut dari donor kepada DJPU, apakah jumlah
sama/sesuai atau berbeda antara yang diterima
oleh K/L atau yang diberikan oleh donor.
Dapatkan Data Hasil Rekonsiliasi DJPU dengan
unit terkait. (K/L, Ditjen PBN) .

Teliti apakah DJPU sebagai satker telah
melakukan rekonsiliasi secara berkala dan teratur
dengan unit terkait;

Teliti apakah hasil rekonsiliasi telah sama dengan
unit terkait,

Teliti apakah setiap penerbitan BAR telah
dilampiri dengan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR);
Teliti apakah rekonsiliasi Unsur Realisasi meliputi
Pendapatan dan Belanja Hibah,

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.4 Reviu Data Realisasi Pendapatan Hibah Luar

Negeri

Langkah Kerja:

1.

Dapatkan data Pendapatan Hibah Luar Negeri dan
pengembalian Hibah luar negeri (SP3HL) melalui
data base

Bandingkan dengan data Realisasi Pendapatan
Hibah Luar Negeri dan Pengembalian Hibah Luar
Negeri menurut LRA face;

Bandingkan dengan data rencana Pendapatan
Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri (DIPA) dan
teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan;
Lakukan analisis terhadap data Pendapatan dan
Pengembalian Hibah Luar Negeri

www.peraturan.go.id



2015, No.42 98

Dilaksa- Waktu KKR
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1 2 3 4 S 6

S

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.5 Reviu Data Realisasi Belanja Hibah Luar Negeri

Langkah Kerja:

1.
2.

3.

Dapatkan data Belanja Hibah Luar Negeri
Bandingkan dengan data Belanja Hibah Luar
Negeri menurut LRA face;

Bandingkan dengan data rencana Belanja Hibah
(DIPA) dan teliti apabila terdapat perbedaan yang
signifikan,

Lakukan analisis terhadap data Belanja Hibah;
Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.6 Reviu Data Realisasi Pendapatan Hibah Dalam

Negeri

Langkah Kerja:

1.

2.

Dapatkan data Pendapatan (SPHL dan MPHL-BJS)
dan Pengembalian (SP3HL) Hibah dalam Negeri,
Bandingkan dengan data Realisasi Pendapatan
dan Pengembalian Hibah dalam Negeri menurut
LRA face;

Bandingkan dengan data rencana Pendapatan
Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri (DIPA) dan
teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan;
Lakukan analisis terhadap data Pendapatan Hibah
Dalam Negeri dan Luar Negeri,

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.7 Reviu Data Realisasi Belanja Hibah Dalam

Negeri

Langkah Kerja:

1.
2.

3.

Dapatkan data Belanja Hibah,;

Bandingkan dengan data Belanja Hibah menurut
LRA face;

Bandingkan dengan data rencana Belanja Hibah
(DIPA) dan teliti apabila terdapat perbedaan yang
signifikan;

Lakukan analisis terhadap data Belanja Hibah;
Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
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C Reviu CaLK
Tujuan:
Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada
CaLK atas akun-akun pada LRA yang memerlukan
penjelasan dan/atau rincian.
C.1 Reviu Hibah Luar Negeri pada CaLK
Langkah Kerja:
1. Dapatkan data Cal.LK
2. Bandingkan dengan LRA Face dan Neraca Face
serta teliti apabila terdapat perbedaan yang
signifikan;
3. Lakukan analisis terhadap CalK;,
4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
C.2 Reviu Hibah Dalam Negeri pada CaLK
Langkah Kerja:
1. Dapatkan data Cal.LK
2. Bandingkan dengan LRA Face dan Neraca Face
serta teliti apabila terdapat perbedaan yang
signifikan;
3. Lakukan analisis terhadap CalK;,
4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
D Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI

Tujuan:
Untuk meyakinkan bahwa DJPU telah melakukan
tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK BA

999.02 untuk periode tahun-tahun sebelum periode
reviu,

Langkah Kerja:
1. Dapatkan Action Plan DJPU Tahun periode reviu.

2. Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut
atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun
periode reviu.

3. Lakukan analisis terhadap temuan yang belum
ditindaklanjuti dan/atau yang belum selesai
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ditindaklanjuti.

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Disetujui oleh:
Pengendali Mutu,

[Nama]
[NIP]

Direviu oleh:
Pengendali Teknis,

[Namal]
[NIP]

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun)]

Disusun oleh:
Ketua Tim,

[Namal]
[NIP]
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FORMAT 11:
CONTOH PKR LK BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH (BA 999.03)

Nama Kantor : KKR Nomor

Kegiatan yang : Disusun oleh/

Direviu Paraf

Tahun Anggaran : Direviu oleh/ Paraf
Disetujui oleh/
Paraf

PROGRAM KERJA REVIU LK BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH (BA

999.03)
Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan | pirenca | Dilaksa-| No-
oleh -nakan | nakan
1 2 3 4 5 6
A Reviu Kelengkapan LK
Pl L mnclale s wesnan
AT clslam BAY
Lang=alt e
s b vt LRAL Meraea, ol O L
AUTHINITIE TN SO e
Feew i apez<al LI te alo e
I titas it s Pemggnna Apgrran dan

preicn e peese L wannng s
Qannsaran vingkas mcigenai LIG

- Tanda tangan pejabat yang berwenang;

- Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan
nomor halaman), jika ada;

- Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan
nomor halaman), jika ada;

- Daftar lampiran (nama lampiran, nomor
lampiran, dan nomor halaman);

- Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang
digunakan dalam LK),

- Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna

2015, No.42
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Anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan
unit kerja;

- Pernyataan tanggung jawab memuat informasi

s e el dimns s sesie denpan SAD

RERNELY IS AT

Ao lhat s s tngpken dalas S

B Reviu LRA

Tuje:

Ll sevakinks: ecoroka dala pecda LRA dengan

wiin

Langzail ke
I Paslik
EO I € T .

- SPM dan SP2D atas seluruh transaksi BA
999.03.

- Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) LRA antara Dit,
KND DJKN (selaku UAP-BUN) dengan Dit. APK
Ditjen PBN (selaku UABUN);

- BAR LRA antara satker-satker selaku UAKPA-
BUN dengan KPPN terkait;

- Bukti Setor atas Realisasi Penerimaan
Pemerintah atas Laba BUMN;,

- Hasil RUPS terkait dengan pembagian Laba
BUMN;

2. Pastikan bahwa rincian akun LRA telah disajikan
sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS),

3. Pastikan bahwa angka estimasi pendapatan dan
belanja pada LRA telah disajikan sesuai DIPA
dan/atau dokumen yang dipersamakan dengan
DIPA,

4. Pastikan bahwa saldo akun LRA telah sesuai
dengan saldo normal menurut SAP;

slerelapst daiamen:

WET N e,

S. Teliti apakah semua pendapatan negara dan
hibah telah dicatat dengan benar sesuai dokumen
pendukungnya;

6. Teliti apakah semua pembiayaan telah dicatat
dengan benar sesuai dokumen pendukungnya;

7. Lakukan penelitian atas kesesuaian setiap angka
yang disajikan pada LRA UAP-BUN dibandingkan
dengan LRA pada UAKPA-BUN. Apabila terdapat
ketidaksesuaian, tuangkan dalam KKR dan
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Uraian

Dilaksa-

nakan
oleh

Waktu

Direnca
-nakan

Dilaksa-
nakan

KKR
No.

2

3

4

5

berikan penjelasan secara memadai,

8. Lakukan penelitian atas kesesuaian setiap angka
yang disajikan pada LRA UAP-BUN dan UAKPA-
BUN dibandingkan dengan CaLK-nya. Apabila
terdapat ketidaksesuaian, tuangkan dalam KKR
dan berikan penjelasan secara memadai

9. Pastikan saldo dalam LRA tingkat UAP-BUN
merupakan hasil kompilasi (penjumlahan total
saldo) dari angka-angka yang disajikan dalam LRA
semua UAKPA-BUN di bawahnya. Apabila
terdapat perbedaan, tuangkan dalam KKR dan
berikan penjelasan secara memadai mengenai
sebab-sebab terjadinya perbedaan dimaksud,

10. Pastikan bahwa proses rekonsiliasi LRA dengan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q.
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
telah dilakukan, melalui penelusuran ke BAR.
Apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut
terdapat perbedaan, pastikan bahwa perbedaan

s telal dierbaies denpan emisa

Shesn el kg

has:l jae: alas LKA

Sl

weljian

SGARCA AN Sl s dan

Revin Neraca

ERTHIEES
Lt oevsnan wecoco<ian dats

dengan dokumen sumber.

Langkah Kerja:

1. Pastikan terdapat dokumen:

- Dapatkan Neraca BA 999.03 DJKN selaku UAP-
BUN berserta dokumen pendukungnya;

- Dapatkan Neraca BA 999.03 seluruh satker
selaku UAKPA-BUN berserta dokumen
pendukungnya;

- Dapatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) atas
penyajian nilai Aset Lancar (Kas, Setara Kas,

2015, No.42
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dan Piutang Bukan pajak) antara UAKPA-BUN
dengan instansi terkait ;

- Dapatkan Hasil Konfirmasi atas penyajian nilai
Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada
Lembaga Keuangan Internasional (LKI) antara
BKF dengan pihak LKI terkait;

- Dapatkan Keterangan Nilai Saldo Dana Bergulir
dan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada
masing-masing satker selaku BLU Pengelola
Dana Bergulir;

- Dapatkan Laporan Keuangan Perusahaan
Negara (LKPN) pada BUMN.

- Dapatkan Laporan Hasil Rekonsiliasi dengan
Kementerian Teknis atau BUMN tentang nilai
saldo akhir Bantuan Pemerintah Yang Belum
Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);

- Dapatkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang
penetapan status PMN yang berasal dari
BPYBDS.

Pastikan bahwa rincian akun-akun Neraca telah

disajikan sesuai dengan Bagan Akun Standar

(BAS);

Lakukan penelitian atas kesesuaian setiap angka

yang disajikan pada Neraca UAP-BUN

dibandingkan dengan Neraca pada UAKPA-BUN.

Apabila terdapat ketidaksesuaian, tuangkan

dalam Kertas Kerja Reviu (KKR) dan berikan

penjelasan secara memadai,

Lakukan penelitian atas kesesuaian setiap angka

yang disajikan pada Neraca UAP-BUN dan

UAKPA-BUN dibandingkan dengan CaLK-nya.

Apabila terdapat ketidaksesuaian, tuangkan

dalam Kertas Kerja Reviu (KKR) dan berikan

penjelasan secara memadai,

Pastikan bahwa saldo akun-akun Neraca telah

sesuai dengan saldo normal menurut SAP;

Teliti apakah rincian akun-akun Aset Lancar

telah disajikan pada Neraca sesuai SAP. Jika

terdapat ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR
dan berikan penjelasan secara memadai

Teliti apakah jumlah Kas dan Setara Kas telah

dicatat dengan benar sesuai Bukti Kas terkait;

Teliti apakah jumlah Piutang Bukan Pajak telah

dicatat dengan benar sesuai dengan dokumen

pendukung yang disampaikan UAKPA-BUN Dit.

PNBP DJA. Apabila terdapat perbedaan, mintakan

penjelasan seperlunya dan (bila perlu) lakukan
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10.

11,

12.

13.

14,

15.

16,

konfirmasi ke DJA dan instansi terkait lainnya;
Teliti apakah jumlah Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih telah dicatat dengan benar sesuai
dengan Analisis Umur Piutang dan dokumen
pendukung lainnya yang disampaikan UAKPA-
BUN Dit. PNBP DJA. Apabila terdapat perbedaan,
mintakan penjelasan seperlunya dan (bila perlu)
lakukan konfirmasi ke DJA dan instansi terkait
lainnya, serta ungkapkan sebab sebab perbedaan
dimaksud;

Teliti apakah penyajian Investasi Jangka Panjang
pada Neraca telah dirinci berdasarkan klasifikasi
akun menurut BAS dan SAP. Jika terdapat
ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR dan
berikan penjelasan secara memadai,

Teliti apakah rincian akun-akun Investasi Non
Permanen telah disajikan pada Neraca sesuai
SAP. Jika terdapat ketidaksesuaian, catatlah di
dalam KKR dan berikan penjelasan secara
memadai;

Teliti apakah jumlah akun Dana Bergulir telah
dicatat dengan benar sesuai dokumen pendukung
yang disampaikan satker UAKPA-BUN BLU
Pengelola Dana Bergulir yang bersangkutan.
Apabila terdapat perbedaan, mintakan penjelasan
seperlunya kepada pejabat entitas pelaporan
terkait dan dokumentasikan dalam KKR
mengenai penyebab terjadinya perbedaan
dimaksud,;

Teliti apakah penyajian Investasi Non Permanen
Lainnya pada Neraca telah dirinci berdasarkan
klasifikasi akun menurut BAS dan SAP. Jika
terdapat ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR
dan berikan penjelasan secara memadai

Teliti apakah penyajian Investasi Permanen pada
Neraca telah dirinci berdasarkan klasifikasi akun
menurut BAS dan SAP. Jika terdapat
ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR dan
berikan penjelasan secara memadai,

Teliti apakah penyajian nilai Penyertaan Modal
Negara (PMN) pada BUMN dan Non BUMN telah
sesuai dengan LKPN dan dokumen pendukung
lainnya yang disampaikan UAKPA-BUN
Kementerian BUMN. Jika terdapat
ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR dan
berikan penjelasan secara memadai,

Lakukan penelitian ulang terhadap kepemilikan
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17.

18,

19,

20.

21.

22,

23.

24.

minoritas pada Perusahaan Negara, apakah
terdapat penurunan saldo PMN dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Jika terdapat
penurunan nilai PMN, dokumentasikan penyebab
penurunan dimaksud di dalam KKR.

Untuk nilai PMN yang dicatat dalam mata uang
asing, lakukan penelitian terhadap kebenaran
konversi kursnya sesuai ketentuan.

Teliti apakah penyajian nilai PMN pada
Perusahaan Negara di bawah Kementerian
Keuangan telah sesuai dengan Laporan Keuangan
Perusahaan dan dokumen pendukung lainnya
yang disampaikan UAKPA-BUN Dit. KND DJKN.
Jika terdapat ketidaksesuaian, catatlah di dalam
KKR dan berikan penjelasan secara memadai,
Teliti apakah penyajian nilai PMN pada Lembaga
Keuangan Internasional (LKI) telah sesuai dengan
dokumen pendukung yang disampaikan UAKPA-
BUN BKF. Jika terdapat ketidaksesuaian, catatlah
di dalam KKR dan berikan penjelasan secara
memadai;

Lakukan pengecekan nilai PMN pada LKI apakah
telah sesuai dengan BAR dengan LKI terkait.
Apabila terdapat perbedaan, mintakan penjelasan
kepada pejabat UAKPA-BUN BKF yang
bersangkutan.

Lakukan pengecekan metode konversi kurs nilai
PMN pada LKI apakah telah sesuai dengan Kurs
Tengah BI per tanggal pelaporan. Apabila terdapat
perbedaan,dokumentasikan selisih perbedaan
tersebut dan mintakan penjelasan kepada pejabat
UAKPA-BUN BKF yang bersangkutan.

Teliti apakah penyajian nilai PMN pada badan
hukum yang dimiliki negara telah sesuai dengan
dokumen pendukung yang disampaikan badan
hukum yang dimiliki negara yang bersangkutan.
Jika terdapat ketidaksesuaian, catatlah di dalam
KKR dan berikan penjelasan secara memadai,
Teliti apakah penyajian nilai PMN pada BI, LPS,
dan Badan Usaha Lainnya telah sesuai dengan
dokumen pendukung yang disampaikan badan
tersebut kepada DJKN. Jika terdapat ketidak-
sesuaian, catatlah di dalam KKR dan berikan
penjelasan secara memadai,

Lakukan penelitian atas penyajian Bantuan
Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
(BPYBDS), apakah nilainya telah sesuai dengan
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31,

32.

Laporan Hasil Rekonsiliasi dengan Kementerian
Teknis atau BUMN dan/atau Peraturan
Pemerintah (PP) tentang penetapan status PMN
atas BPYBDS dimaksud.

Teliti apakah penyajian nilai Investasi Jangka
Panjang Permanen BLU telah sesuai dengan
dokumen pendukung yang disampaikan BLU
yang bersangkutan. Jika terdapat
ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR dan
berikan penjelasan secara memadai,

Teliti apakah penyajian nilai Dana Kelolaan BLU
Yang Belum Disalurkan telah sesuai dengan
Rekening Koran dan dokumen pendukung lainnya
yang disampaikan oleh BLU terkait. Jika terdapat
ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR dan
berikan penjelasan secara memadai,

Teliti apakah penyajian Aset Lainnya pada Neraca
telah dirinci berdasarkan klasifikasi akun
menurut BAS dan SAP. Jika terdapat
ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR dan
berikan penjelasan secara memadai,

Lakukan pengujian atas kesesuaian penyajian
Aset Lain-Lain yang berupa Piutang PNBP atas
Dividen yang telah jatuh tempo dalam jangka
waktu setahun atau lebih, bandingkan dengan
data yang dikirimkan oleh Dit. PNBP DJA;

Teliti apakah atas Dana Bergulir yang sudah
tidak dipergulirkan lagi, telah direklasifikasi ke
dalam akun Aset Lain-lain sesuai kalsifikasi aset
menurut BAS.

Teliti apakah penyajian Aset Tetap pada Neraca
telah dirinci berdasarkan klasifikasi akun
menurut BAS dan SAP. Jika terdapat
ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR dan
berikan penjelasan secara memadai,

Teliti apakah penyajian akun Kewajiban (Hutang)
Jangka Pendek dan Jangka Panjang pada Neraca
telah dirinci berdasarkan klasifikasi akun
menurut BAS dan SAP. Jika terdapat
ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR dan
berikan penjelasan secara memadai,

Untuk nilai akun Hutang yang dicatat dalam
mata uang asing, lakukan pengecekan metode
konversi kursnya apakah telah sesuai dengan
Kurs Tengah BI per tanggal pelaporan. Apabila
terdapat perbedaan, dokumentasikan selisih
perbedaan tersebut dan mintakan penjelasan
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kepada pejabat UAKPA-BUN yang bersangkutan.
33. Teliti apakah penyajian akun Ekuitas Dana
Lancar dan Ekuitas Dana Investasi pada Neraca
telah dirineiherdasarkan Xlasifikasl akun
Lerelays
clala W= ilan
Alag sons
Sl LIASDA
D Reviu CalLK

Tujusaii.

Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada
CaLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang
memerlukan penjelasan dan/atau rincian.

Langkah Kerja:

1. Pastikan terdapat dokumen:

- CaLK Pengelolaan Investasi Pemerintah BA
999.03 tingkat UAPBUN (DJKN) dan satker
lainnya selaku UAKPA BUN dan lampirannya
yang tak terpisahkan dari CaLK dimaksud.

- Penjelasan/Keterangan lainnya dari hasil
konfirmasi entitas pelaporan kepada intansi
terkait yang menyangkut penjelasan atas akun-
akun pada LRA dan Neraca.

2. Teliti apakah akun-akun pada LRA telah
dibuatkan penjelasan secara memadai pada CaLK
dan bandingkan dengan Dokumen Penganggaran
terkait (DIPA, SPM, dan SP2D);

3. Teliti apakah akun-akun pada Neraca telah
dibuatkan penjelasan secara memadai pada CaLK
dan bandingkan dengan Dokumen Pendukung
yang disampaikan oleh para satker selaku
UAKPA-BUN terkait;

4. Apabila terdapat perbedaan penyajian antara
akun di LRA dan Neraca dibandingkan Cal.K-nya,
mintakan penjelasan kepada pejabat entitas
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Uraian

Dilaksa-

nakan
oleh

Waktu

Direnca
-nakan

Dilaksa-
nakan

KKR
No.

2

3

4

5

pelaporan terkait, dan catatlah di dalam KKR
tentang penyebab perbedaan tersebut;

S. Simpulkan hasil pengujian terbatas atas CaLK BA
000 03 Hingkat UAPTUN dan TTAKDPA LN
- 11 ke H

saranreksme:

ke HIENNEERS

keticlaksesuaian dengan Slancar

Pernesizlalhan alas ponvasian Cslhk DA

RN

Monitoring Tindak Lanjut Temnan BPK RI

Tz

1300 =N

v Lt R

Unlux mevakinke:: Lelal g

trnelale ot e
REDREEEH I I

[EHAHERS
v seheli:

reviu.

Langkah Kerja:
1. Dapatkan Action Plan DJKN Tahun periode reviu.
2. Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut

atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun
periode reviu.

3. Lakukan analisis terhadap temuan yang belum
ditindaklanjuti
ditindaklanjuti.

dan/atau yang belum selesai

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Disetujui oleh:
Pengendali Mutu,

[Nama]
[NIP]

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]

Direviu oleh:
Pengendali Teknis,

[Nama]
[NIP]

Disusun oleh:
Ketua Tim,

[Nama]

[NIP]
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FORMAT 12:
CONTOH PKR LK BUN PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN (BA 999.04)

Nama Kantor : KKR Nomor
Kegiatan yang : Disusun oleh/
Direviu Paraf

Tahun Anggaran : divevitn olehy Parvafl

Disctigul alely

Prvaf

PROGRAM KERJA REVIU LK UAKPA BUN PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN
{BA 999.04)

Wk bl

Mo 13 e NWieksn o

T alen
G 4 o 0

A  Revin Kelengkapan LK

ik evakinke s e U wsdal dhsisin sesoai

A A INgRas e nes

Tanda langan posbal vang

- Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan
nomor halaman), jika ada;

- Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan
nomor halaman), jika ada;

- Daftar lampiran (nama lampiran, nomor
lampiran, dan nomor halaman);

- Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang
digunakan dalam LK);

- Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna
Anggaran yang ditandatangani pimpinan unit
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Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan Direnca | Dilaksa-| No.
oleh -nakan | nakan
1 2 3 4 5 6
kerja;
- Pernyataan tanggung jawab memuat informasi
bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP
dan berdasarkan SPI yang memadai.
G Bumt snzlan dan LangRan dalam KR
B Revin LRA dan CalK
A
il e e kesoes i gt e LNA e

doimen sumzbor dan kocokupmion o pengungRapsis

e el O

B.1 Revwin Data Realisasi Pendapatan

Srla chsman Pecdniatan Boogs dan
rendapaiai Ladii

2. Dapatkan data realisasi pendapatan pada Subdit
KUN Dit PKN.

3. Bandingkan data rincian Pendapatan dengan
realisasi Pendapatan pada LK BA 999.04,

4. Bandingkan data realisasi pendapatan pada
Subdit KUN dengan data realisasi pendapatan
menurut Dit SMIL

S. Bandingkan realisasi pendapatan pada LRA
dengan CaLK.

6. Apabila terdapat selisih lakukan konfirmasi dan
analisis.

7. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.2 Reviu Data Realisasi Penerimaan Cicilan Pokok

Langkah Kerja:
1. Dapatkan data realisasi penerimaan cicilan pokok.
2. Bandingkan data rincian penerimaan cicilan

pokok dengan realisasi penerimaan cicilan pokok
pada LK BA 999.04.

3. Bandingkan realisasi penerimaan cicilan pokok
pada LRA dengan CalLK

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

2015, No.42
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B.3 Reviu Data Realisasi Penerusan Pinjaman
Langkah Kerja:
1. Dapatkan data realisasi penerusan pinjaman dari
aplieas BARK )L
2 Jradkan Hi
[zrelagarza
AT T G e
i soliath Aan
5 iinclala
apalkasi,
O P pezla
7. K,
[ o] Reviu Neraeca dan CaLK

cengan

e gl

uk La pmicla Nerasa

wesukusan

A N
malzan clala ORI O
seneross s pigErnenn peecla datad

Rthal FIE N ey sntan Ny [P Y

<esesaian data s AR T HI B

Sl dlesgnn wetlias et e s

. Bandingkan data pada Kertas Kerja penyusunan

Neraca dengan Neraca LK BA 999.04.

. Bandingkan kesesuaian Neraca dengan CaLK LK

BA 999.04.

. Telaah mutasi piutang dengan membandingkan

posisi piutang awal ditambah dengan penarikan
pinjaman dan dikurangi pengembalian
dibandingkan dengan Kertas Kerja Penyusunan
Neraca.

. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
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C.1 Reviu Kredit Program

Langkah Kerja:

1.
2.

3.

Dapatkan data Kredit Program.

Dapatkan data penerimaan pengembalian Kredit
Program.

Dapatkan BAR penerimaan pengembalian Kredit
Program antara Dit. SMI dengan Dit. PKN.
Dapatkan Rekening Koran RPL Kredit Program.
Teliti apakah saldo akhir atas RPL sama dengan
akun Kas dan Setara Kas pada Neraca.

Teliti apakah seluruh Kredit Program telah
disajikan dalam Neraca.

Teliti apakah seluruh pencatatan kredit program
dengan status macet telah didukung dengan bukti
pendukung berupa BA Rekonsiliasi/Verifikasi.
Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.2 Konfirmasi Realisasi Penerusan Pinjaman ke

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah

Langkah Kerja:

1.

2,

3.

4,

Dapatkan data realisasi penerusan pinjaman dari
KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Bandingkan data realisasi penerusan pinjaman
antara data SAKPA-PJ dengan data KPPN Khusus
Pinjaman dan Hibah.

Apabila terdapat selisih, lakukan konfirmasi
kepada Dit. SMI dan KPPN Khusus Pinjaman dan
Hibah

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.3 Konfirmasi Realisasi Penerusan Pinjaman ke

Dit. PKN

Langkah Kerja:

1.

2.

Dapatkan data realisasi penerusan pinjaman pada
LAK BUN.

Bandingkan data realisasi penerusan pinjaman
pada LRA LK BA 999.04 dengan LAK BUN.

Apabila terdapat selisih lakukan konfirmasi
kepada Dit. PKN dan Dit. SMI.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

2015, No.42
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C.4 Konfirmasi Realisasi Penerusan Pinjaman ke
Dit. EAS DJPU

Langkah Kerja:

1 Jtmtkan Acarra veovsilas wolara

Sl

EH

2 Apalela i melshe Aelosie e
Dl
srjclasan mxukan xonlinmas:

s bl RN

A clan Liangzan dalang KxIK

D Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI

AN el

[EIR -

e

Twa 2iT BYI

R ETIES

LA GaSq untuk

Lalviz-taha:
sebelum periode reviu,

Langkah Kerja:

1. Dapatkan Action Plan Dit. SMI Ditjen PBN
Tahun periode reviu.

2. Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut
atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun
periode reviu.

3. Lakukan analisis terhadap temuan yang belum
ditindaklanjuti dan/atau yang belum selesai
ditindaklanjuti.

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]

Disetujui oleh: Direviu oleh: Disusun oleh:

Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim,
[Nama] [Nama] [Nama]
[NIP] [NIP] [NIP]
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FORMAT 13:
CONTOH PKR LK BUN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH (BA 999.05)

Nama Kantor

Kegiatan yang

KKR Nomor

Disusun oleh/

Direviu Paraf

Tahun Anggaran Direviu oleh/ Paraf
Disetujui oleh/
Paraf

PROGRAM KERJA REVIU LK BUN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH (BA 999.05)

Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan | pirenca | Dilaksa-| NO:
oleh -nakan nakan
1 2 3 4 S 6

A Reviu Kelengkapan LK

RS

L=

swan lalews L sode ™ disnsos sesoe

vanig dialir dalanm BA

lazpleesln <o

ES R

Cannban npkas e
Cande tangan pejebat yer .
Dalftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan
nomor halaman), jika ada;

Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan
nomor halaman), jika ada,

Daftar lampiran (nama lampiran, nomor
lampiran, dan nomor halaman);

Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang
digunakan dalam LK);

Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna
Anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan
unit kerja;

Pernyataan tanggung jawab memuat informasi
bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP
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dan berdasarkan SPI yang memadai.

3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B Reviu LEA

Lt eakinkes s wevavole:s s data pecda A dengan

ol s e

Langain ke

AL SHERTE
el ke
S rien
jar e x

Sl la ks cvkonsisn denggs

P rektarar Dana 1y § (IR

SRR T RSt SEie T NER SR PR sos et
131K,

R R T T RTHE ST IS DY Sie

vaian

soen e B0R.

o lieat s s stimgle e dlalas S0
C Revin Neraca
T v
iz ECRONY clats Neraca

aengan dokumen sumber.

C.1 Reviu Piutang PNBP
Langkah Kerja:

1. Teliti Piutang PNBP yang disajikan berasal
darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK)

2. Teliti kesesuaian nilai Piutang PNBP pada Neraca
dengan CalLK

3. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan Piutang PNBP

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
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C.2 Reviu Piutang Lain-Lain

Langkah Kerja:

1. Teliti Piutang Lain-Lain yang disajikan berasal
darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK).

2. Teliti kesesuaian nilai Piutang Lain-Lain pada
Neraca dengan dokumen sumber (LKPP unaudited
dan Realisasi Jumlah Transfer).

3. Teliti kesesuaian nilai Piutang Lain-Lain pada
Neraca dengan CaLK.

4. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan Piutang Lain-Lain.

S. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.3 Reviu Kewajiban Jangka Pendek (DBH yang
diestimasi)

Langkah Kerja:

1. Teliti Kewajiban Jangka Pendek (DBH yang
diestimasi) yang disajikan berasal darimana
(biasanya dijelaskan pada CaLK).

2. Teliti kesesuaian nilai Kewajiban Jangka Pendek
(DBH yang diestimasi) pada Neraca dengan
dokumen sumber (Nota Dinas/Memo dari Subdit
DBH terkait Data LKPP unaudited dan Realisasi
Jumlah Transfer).

3. Dalam hal reviu dilakukan terhadap Laporan
Semesteran, bandingkan dengan LKPP audited.

4. Teliti kesesuaian nilai Kewajiban Jangka Pendek
(DBH yang diestimasi) dengan CaLK.

S. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan Kewajiban Jangka Pendek
(DBH yang diestimasi).

6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.4 Reviu Kewajiban Jangka Pendek (Utang Pihak
Ketiga)

Langkah Kerja:

1. Teliti Kewajiban Jangka Pendek (Utang Pihak
Ketiga) yang disajikan berasal darimana (biasanya
dijelaskan pada CaLK).

2. Teliti kesesuaian nilai Kewajiban Jangka Pendek
(Utang Pihak Ketiga) pada Neraca dengan
dokumen sumber (Nota Dinas/Memo dari Subdit
DBH tentang Rincian Utang Pihak Ketiga/PMK
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Alokasi DBH).
3. Teliti kesesuaian nilai Kewajiban Jangka Pendek
(T Dhale Tetigal denpan O
4. Lakuks: kKlarifizas: fika i
i Lerzail elengan xews]
Il etga).
Do Dial sz
C.5 Reviu Ekuitas
LAnpRai ke
Telils kes n: congan Calx
20 Lakuks: klarifias: i Al hal yang 2
Jels tercait denpan =
G lEsal sinnpalis KRR
D Revin CalLK

RRTRTEES

Uit e mevakis ke cesn<oan peopnnpzage s
LA dEn No

BRI F NN

Callh alag skin-s:

4 VANg

sewmingy b nddinggann dengann anggy

PTTLIAEL
dalam satu periode dan disajikan secara
komparatif dengan tahun anggaran yang lalu.

- Posisi aset, kewajiban, ekuitas dana per
tanggal pelaporan berdasarkan cetakan dari
aplikasi SAIL

2. Teliti apakah seluruh akun telah dijelaskan secara

memadai

3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
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4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Disetujui oleh:
Pengendali Mutu,

[Namal]
[NIP]

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]

Disusun oleh:
Ketua Tim,

Direviu oleh:
Pengendali Teknis,

[Nama]
[NIP]

[Nama]
[NIP]
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FORMAT 14:
CONTOH PKR LK BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI (BA 999.07)

Nama Kantor
Kegiatan yang
Direviu

Tahun Anggaran

120

KKR Nomor

Disusun oleh/
Paraf

Disetujui oleh/

Paraf

Direviu oleh/ Paraf

PROGRAM KERJA REVIU LK BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI (BA 999.07)

Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan Direnca | Dilaksa-| NoO-
oleh -nakan nakan
1 2 3 4 S 6
A Reviu Kelengkapan LK

1

Sl nevakicke s balms L socdal disns.

lselilas
peeiocle n

Garnsuren rioglus menpenal LIS

- Tanda tangan pejabat yang berwenang,

- Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan
nomor halaman), jika ada;

- Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan
nomor halaman), jika ada;

- Daftar lampiran (nama lampiran, nomor
lampiran, dan nomor halaman);

- Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang
digunakan dalam LK);

- Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna
Anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan

e
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unit kerja;
- Pernyataan tanggung jawab memuat informasi
b insin seang’ dengan SAD
AIHNNITERES
Ao bhat e e dus gk dalas SR
B Reviu LRA
T
Wbz sevakinks:: zocorakan dala pscda LRA dengan

Golaes snein

B.1 Pencerimaan Negara Bukan Pajak

AT e

Lo Pastiken balvwe SNUD winh disagikan sesaal BAS
dengan melakukan perbandingan terhadap
klasifikasi BAS

2. Dapatkan Dokumen Sumber PNBP (SSBP, LHP
BPK RI Tahun Anggaran sebelumnya)

3. Teliti PNBP yang disajikan berasal darimana
(biasanya dijelaskan pada CaLK)

4. Teliti kesesuaian nilai PNBP pada LRA dengan
CaLK

5. Teliti kesesuaian nilai PNBP pada LRA dengan
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
(Lampiran SAI)

6. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan PNBP.

7. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR,

B.2 Belanja

Langkah Kerja:

1. Pastikan bahwa Belanja telah disajikan sesuai
BAS dengan melakukan perbandingan terhadap
klasifikasi BAS

2. Dapatkan Dokumen Sumber Belanja

3. Teliti apakah nilai realisasi tiap jenis subsidi tidak
melebihi nilai anggaran yang tertera dalam DIPA

4. Dalam hal terdapat realisasi subsidi melebihi pagu
anggaran, teliti apakah terdapat dasar hukum
yang memungkinkan/memperbolehkan hal
tersebut

2015, No.42

www.peraturan.go.id



2015, No.42

122

No.

Uraian

Dilaksa-

nakan
oleh

Waktu

Direnca
-nakan

Dilaksa-
nakan

KKR
No.
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S

S. Teliti kesesuaian nilai tiap jenis subsidi pada LRA
dengan CaLK

6. Teliti kesesuaian nilai tiap jenis subsidi pada LRA
dengan Laporan Realisasi Anggaran Belanja
(Lampiran SAI)

7. Teliti nilai realisasi pengembalian belanja tahun
berjalan pada CaLK atau Laporan Realisasi
Anggaran Pengembalian Belanja (Lampiran SAI)

8. Teliti apakah nilai realisasi belanja yang disajikan
pada LRA telah memperhitungkan nilai
pengembalian belanja tahun berjalan

9. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan Belanja.

10. Dapatkan hasil rekonsiliasi antara data SAI dan
SAU dan teliti apakah dalam hal terdapat
perbedaan data antara SAI dan SAU telah
ditindaklanjuti

11. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Reviu Neraca

FHIEETI clats

clolonen susher,

C.1 Kas Lainnya Sctara Kas

Langzaly e

2]

EREN R [N

(|(.‘I]§_‘,\-]I] i LAan

wlasilkasi [3A8

2. Pastikan bahwa saldo awal mas Lainnya Setara
Kas telah sama dengan saldo akhir akun tersebut
pada LK audited periode sebelumnya

3. Teliti Kas Lainnya Setara Kas yang disajikan
berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CalLXK)

4. Teliti kesesuaian nilai Kas Lainnya Setara Kas
pada Neraca dengan CalLK

5. Bandingkan sumber/hasil
konfirmasi K/L pengguna belanja subsidi

6. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan Kas Lainnya setara kas.

7. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR,

dengan  dokumen
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C.2 Piutang Bukan Pajak

Langkah Kerja:

1. Bandingkan Piutang Bukan Pajak yang disajikan
di Neraca dengan dokumen sumbernya (LHP BPK
RI).

2. Teliti kesesuaian nilai Piutang Bukan Pajak pada
Neraca dengan CaLK.

3. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas.

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR..

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi

Langkah Kerja:

1. Teliti Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian
lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang
disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan
pada CalXK).

2. Teliti kesesuaian nilai Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih-Bagian lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada
Neraca dengan CaLK.

3. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas.

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.4 Aset yang Dibatasi Penggunaannya

Langkah Kerja:

1. Teliti Aset yang Dibatasi Penggunaannya yang
disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan
pada CalXK).

2. Teliti kesesuaian nilai Aset yang Dibatasi
Penggunaannya pada Neraca dengan CaLK.

3. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan Aset yang Dibatasi
Penggunaannya.

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR,

C.5 Kewajiban dan Ekuitas

Langkah Kerja:
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1. Teliti kesesuaian nilai kewajiban dan ekuitas
dengan aset.
2. Tlakukan klarifikasi iika terdanat hal yang kurang
Jels terzant dengan kewesiban gl
Ao bheat il
D Reviu CaLK
T
Unlax mevaki: ROTURLIN PERALNERD I
Oaldd atas s skon peia KA e My LT
cemceclnls s peelagan e RERSTTRHETR
tonlang:
SN
SH selalan KK
E Meonitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI

Lt s nesssan balne LT

Linelak Zanjul Le
DY ok

salzan <lala

njut
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atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun
periode reviu.
3. Lakukan analisis terhadap temuan yang belum
ditindaklanjuti dan/atau yang belum selesai
ditindaklanjuti.
4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]
Disetujui oleh: Direviu oleh: Disusun oleh:
Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim,
[Nama] [Nama] [Nama]
[NIP] [NIP] [NIP]
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FORMAT 15:
CONTOH PKR LK BUN PENGELOLAAN BELANJA LAIN-LAIN (BA 999.08)

Nama Kantor

Kegiatan yang

Direviu

Tahun Anggaran

Paraf

126

KKR Nomor

Disusun oleh/

Disetujui oleh/

Paraf

Direviu oleh/ Paraf

PROGRAM KERJA REVIU LK BUN PENGELOLAAN BELANJA LAIN-LAIN (BA 999.08)

Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan | pirenca | Dilaksa-| No-
oleh -nakan nakan
1 2 3 4 5 6

A Reviu Kelengkapan LK

Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai
dengan format yang diatur dalam SAP.

Langkah Kerja:

1. Dapatkan LK, yaitu LRA, Neraca, dan CalXK,
beserta lampirannya secara lengkap dari DJA.

2. Reviu apakah LK telah memuat:

Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan
periode penyampaian LK yang sesuai,
Gambaran ringkas mengenai LK;

Tanda tangan pejabat yang berwenang;
Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan
nomor halaman), jika ada;

Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan
nomor halaman), jika ada;

Daftar lampiran (nama lampiran, nomor
lampiran, dan nomor halaman);

Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang
digunakan dalam LK);

Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna
Anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan
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unit kerja,
- Pernyataan tanggung jawab memuat informasi
bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP
dan berdasarkan SPI yang memadai.
3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
B Reviu LRA
Tujuan:

Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan
dokumen sumber.,

B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Langkah Kerja:

1. Pastikan bahwa PNBP telah disajikan sesuai BAS
dengan melakukan perbandingan terhadap
klasifikasi BAS

2. Dapatkan Dokumen Sumber PNBP (SSBP, LHP
BPK RI Tahun Anggaran sebelumnya)

3. Teliti PNBP yang disajikan berasal darimana
(biasanya dijelaskan pada CaLK)

4. Teliti kesesuaian nilai PNBP pada LRA dengan
CaLK

5. Teliti kesesuaian nilai PNBP pada LRA dengan
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
(Lampiran SAI)

6. Lakukan Kklarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan PNBP.

7. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.2 Belanja

Langkah Kerja:

1. Pastikan bahwa Belanja telah disajikan sesuai
BAS dengan melakukan perbandingan terhadap
klasifikasi BAS

2. Dapatkan Dokumen Sumber Belanja

3. Teliti jenis rincian belanja yang disajikan (belanja
pegawaifsosial/lainnya ), biasanya dijelaskan di
CaLK

4. Pastikan nilai realisasi tiap jenis belanja tidak
melebihi nilai anggaran yang tertera dalam DIPA

5. Teliti kesesuaian nilai tiap jenis belanja pada LRA
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9.

dengan Cal.K

Teliti kesesuaian nilai tiap jenis belanja pada LRA
dengan Laporan Realisasi Anggaran Belanja
(Lampiran SAI)

Teliti nilai realisasi pengembalian belanja tahun
berjalan pada CaLK atau Laporan Realisasi
Anggaran Pengembalian Belanja (Lampiran SAI)
Teliti nilai realisasi belanja yang disajikan pada
LRA dengan memperhitungkan nilai pengembalian
belanja tahun berjalan

Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan Belanja

10. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Reviu Neraca

Tujuan:

Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca
dengan dokumen sumber.

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Langkah Kerja:

1.

Pastikan bahwa Kas di Bendahara Pengeluaran
telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan
perbandingan terhadap klasifikasi BAS

Pastikan bahwa saldo Kas di Bendahara
Pengeluaran telah sama dengan saldo akhir
Neraca periode sebelumnya pada LK audited,
dengan melakukan penelusuran ke Neraca periode
sebelumnya

Teliti Kas di Bendahara Pengeluaran yang
disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan
pada CaLK)

Teliti kesesuaian nilai Kas di Bendahara
Pengeluaran pada Neraca dengan Cal.K

Teliti kesesuaian nilai Kas di Bendahara
Pengeluaran pada Neraca dengan Rekening Koran
(jika dilampirkan)

Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas  terkait dengan Kas di Bendahara
Pengeluaran

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR,.
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C.2 Kas Lainnya Setara Kas

Langkah Kerja:

1.

Pastikan bahwa Kas Lainnya Setara Kas telah
disajikan  sesuai BAS dengan melakukan
perbandingan terhadap klasifikasi BAS

Pastikan bahwa saldo Kas Lainnya Setara Kas
telah sama dengan saldo akhir Neraca periode
sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan
penelusuran ke Neraca periode sebelumnya

Teliti Kas Lainnya Setara Kas yang disajikan
berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK)
Teliti kesesuaian nilai Kas Lainnya Setara Kas
pada Neraca dengan CalLK

Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan Kas Lainnya Setara Kas

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.3 Belanja Dibayar di Muka

Langkah Kerja:

1.

Pastikan bahwa Belanja Dibayar di Muka telah
disajikan  sesuai BAS dengan melakukan
perbandingan terhadap klasifikasi BAS

Pastikan bahwa saldo Belanja Dibayar di Muka
telah sama dengan saldo akhir Neraca periode
sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan
penelusuran ke Neraca periode sebelumnya

Teliti Belanja Dibayar di Muka yang disajikan
berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CalLK)
Teliti kesesuaian nilai Belanja Dibayar di Muka
pada Neraca dengan Cal.K

Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan Belanja Dibayar di Muka

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.4 Piutang Bukan Pajak

Langkah Kerja:

1.

Pastikan bahwa Piutang Bukan Pajak telah
disajikan  sesuai BAS dengan melakukan
perbandingan terhadap klasifikasi BAS

Pastikan bahwa saldo Piutang Bukan Pajak telah
sama dengan saldo akhir Neraca periode
sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan
penelusuran ke Neraca periode sebelumnya
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C.5 Piutang Lain-Lain

Langkah Kerja:
1.

C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian

Langkah Kerja:
1.

Teliti Piutang Bukan Pajak yang disajikan berasal
darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK)

Teliti kesesuaian nilai Piutang Bukan Pajak pada
Neraca dengan CaLK

Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan Piutang Bukan Pajak

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR,.

Pastikan bahwa Piutang Lain-Lain telah disajikan
sesuai BAS dengan melakukan perbandingan
terhadap klasifikasi BAS

Pastikan bahwa saldo Piutang Lain-Lain telah
sama dengan saldo akhir Neraca periode
sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan
penelusuran ke Neraca periode sebelumnya

Teliti Piutang Lain-Lain yang disajikan berasal
darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK)

Teliti kesesuaian nilai Piutang Lain-Lain pada
Neraca dengan CalK

Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan Piutang Lain-Lain

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR,

Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi

Pastikan bahwa Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi telah
disajikan  sesuai BAS dengan melakukan
perbandingan terhadap klasifikasi BAS

Pastikan bahwa saldo Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi telah
sama dengan saldo akhir Neraca periode
sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan
penelusuran ke Neraca periode sebelumnya

Teliti Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian
lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang
disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan
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6.

C.7 Uang Muka Belanja

Langkah Kerja:
1.

C.8 Persediaan

Langkah Kerja:
1.

pada CaLK)

Teliti kesesuaian nilai Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih-Bagian lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada
Neraca dengan CalLK

Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Pastikan bahwa Uang Muka Belanja telah
disajikan  sesuai  BAS dengan melakukan
perbandingan terhadap klasifikasi BAS

Pastikan bahwa saldo Uang Muka Belanja telah
sama dengan saldo akhir Neraca periode
sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan
penelusuran ke Neraca periode sebelumnya

Teliti Uang Muka Belanja yang disajikan berasal
darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK)

Teliti kesesuaian nilai Uang Muka Belanja pada
Neraca dengan CalK

Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan Uang Muka Belanja

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Pastikan bahwa Persediaan telah disajikan sesuai
BAS dengan melakukan perbandingan terhadap
klasifikasi BAS

Pastikan bahwa saldo Persediaan telah sama
dengan saldo akhir Neraca periode sebelumnya
pada LK audited, dengan melakukan penelusuran
ke Neraca periode sebelumnya

Teliti Persediaan yang disajikan berasal darimana
(biasanya dijelaskan pada CaLK)

Teliti apakah dalam CalLK terdapat belanja untuk
pembelian persediaan. Apabila ada, pastikan
belanja tersebut sudah tercantum dalam Neraca
Teliti kesesuaian nilai Persediaan pada Neraca
dengan CaLK

2015, No.42

www.peraturan.go.id



2015, No.42

132

Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan | pirenca | Dilaksa-| No:
oleh -nakan nakan
1 2 3 4 S 6

9.

Teliti kesesuaian nilai Persediaan pada Neraca
dengan Laporan Barang Persediaan (jika
dilampirkan)

Dalam hal aset telah diserahterimakan, lakukan
konfirmasi ke satuan kerja penerima

Dapatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik
Persediaan

Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan Persediaan

10. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.9 Tanah

Langkah Kerja:

1.

9.

Pastikan bahwa Tanah telah disajikan sesuai BAS
dengan melakukan  perbandingan terhadap
klasifikasi BAS

Pastikan bahwa saldo Tanah telah sama dengan
saldo akhir Neraca periode sebelumnya pada LK
audited, dengan melakukan penelusuran ke
Neraca periode sebelumnya

Teliti Tanah yang disajikan berasal darimana
(biasanya dijelaskan pada CaLK)

Teliti kesesuaian nilai Tanah pada Neraca dengan
CaLK

Teliti kesesuaian nilai Tanah pada Neraca dengan
Laporan Barang Milik Negara (BMN)

Teliti kesesuaian nilai Tanah pada Neraca dengan
Berita Acara Serah Terima

Dalam hal aset telah diserahterimakan, lakukan
konfirmasi ke satuan kerja penerima

Teliti apakah dalam Cal.K terdapat belanja untuk
pengadaan Tanah. Apabila ada, pastikan belanja
tersebut sudah tercantum dalam Neraca
Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan Tanah

10. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.10 Peralatan dan Mesin

Langkah Kerja:

1.

Pastikan bahwa Peralatan dan Mesin telah
disajikan  sesuai BAS dengan  melakukan
perbandingan terhadap klasifikasi BAS

Pastikan bahwa saldo Peralatan dan Mesin telah
sama dengan saldo akhir Neraca periode
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9.

10. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.11 Gedung dan Bangunan

Langkah Kerja:
1.

sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan
penelusuran ke Neraca periode sebelumnya

Teliti Peralatan dan Mesin yang disajikan berasal
darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK)

Teliti kesesuaian nilai Peralatan dan Mesin pada
Neraca dengan CalLK

Teliti kesesuaian nilai Peralatan dan Mesin pada
Neraca dengan Laporan Barang Milik Negara
(BMN)

Teliti kesesuaian nilai Peralatan dan Mesin pada
Neraca dengan Berita Acara Serah Terima

Dalam hal aset telah diserahterimakan, lakukan
konfirmasi ke satuan kerja penerima

Teliti apakah dalam CaLK terdapat belanja untuk
pengadaan Peralatan dan Mesin. Apabila ada,
pastikan belanja tersebut sudah tercantum dalam
Neraca

Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan Peralatan dan Mesin

Pastikan bahwa Gedung dan Bangunan telah
disajikan  sesuai BAS dengan melakukan
perbandingan terhadap klasifikasi BAS

Pastikan bahwa saldo Gedung dan Bangunan
telah sama dengan saldo akhir Neraca periode
sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan
penelusuran ke Neraca periode sebelumnya

Teliti Gedung dan Bangunan yang disajikan
berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CalLK)
Teliti kesesuaian nilai Gedung dan Bangunan
pada Neraca dengan CaLK

Teliti kesesuaian nilai Gedung dan Bangunan
pada Neraca dengan Laporan Barang Milik Negara
(BMN)

Teliti kesesuaian nilai Gedung dan Bangunan
pada Neraca dengan Berita Acara Serah Terima
Dalam hal aset telah diserahterimakan, lakukan
konfirmasi ke satuan kerja penerima

Teliti apakah dalam Cal.K terdapat belanja untuk
pengadaan Gedung dan Bangunan, Apabila ada,
pastikan belanja tersebut sudah tercantum dalam
Neraca
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9.

C.12 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Langkah Kerja:
1.

9.

10. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.13 Aset Tetap Lainnya

Langkah Kerja:
1.

jelas terkait dengan Gedung dan Bangunan
10. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang

Pastikan bahwa Jalan, Irigasi, dan Jaringan telah
disajikan  sesuai BAS dengan melakukan
perbandingan terhadap klasifikasi BAS

Pastikan bahwa saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan
telah sama dengan saldo akhir Neraca periode
sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan
penelusuran ke Neraca periode sebelumnya

Teliti Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disajikan
berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK)
Teliti kesesuaian nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan
pada Neraca dengan CalLK

Teliti kesesuaian nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan
pada Neraca dengan Laporan Barang Milik Negara
(BMN)

Teliti kesesuaian nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan
pada Neraca dengan Berita Acara Serah Terima
Dalam hal aset telah diserahterimakan, lakukan
konfirmasi ke satuan kerja penerima

Teliti apakah dalam CalLK terdapat belanja untuk
pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Apabila
ada, pastikan belanja tersebut sudah tercantum
dalam Neraca

Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pastikan bahwa Aset Tetap Lainnya telah disajikan
sesuai BAS dengan melakukan perbandingan
terhadap klasifikasi BAS

Pastikan bahwa saldo Aset Tetap Lainnya telah
sama dengan saldo akhir Neraca periode
sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan
penelusuran ke Neraca periode sebelumnya

Teliti Aset Tetap Lainnya yang disajikan berasal
darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK)

Teliti kesesuaian nilai Aset Tetap Lainnya pada
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oleh -nakan nakan
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Neraca dengan CalK

5. Teliti kesesuaian nilai Aset Tetap Lainnya pada
Neraca dengan Laporan Barang Milik Negara
(BMN)

6. Teliti kesesuaian nilai Aset Tetap Lainnya pada
Neraca dengan Berita Acara Serah Terima

7. Dalam hal aset telah diserahterimakan, lakukan
konfirmasi ke satuan kerja penerima

8. Teliti apakah dalam CalLK terdapat belanja untuk
pengadaan Aset Tetap Lainnya. Apabila ada,
pastikan belanja tersebut sudah tercantum dalam
Neraca

9. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan Aset Tetap Lainnya

10. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.14 Koanstruksi dalam Pengerjaan
Langkah Kerja:

1. Pastikan bahwa Konstruksi Dalam Pengerjaan
telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan
perbandingan terhadap klasifikasi BAS

2. Pastikan bahwa saldo Komnstruksi Dalam
Pengerjaan telah sama dengan saldo akhir Neraca
periode sebelumnya pada LK audited, dengan
melakukan penelusuran saldo Konstruksi Dalam
Pengerjaan tersebut ke Neraca laporan keuangan
periode sebelumnya

3. Teliti apa saja Konstruksi Dalam Pengerjaan yang
disajikan (biasanya dijelaskan pada CaLK)

4. Teliti kesesuaian nilai Konstruksi Dalam
Pengerjaan pada Neraca dengan Cal.K

5. Teliti apakah dalam CaLK terdapat belanja untuk
pengadaan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Apabila
ada, pastikan belanja tersebut sudah tercantum
dalam Neraca

6. Lakukan Kklarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan Konstruksi dalam Pengerjaan

7. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.15 Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud, Aset Lain-
Lain, Aset yang Dibatasi Penggunaannya, dan
Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP)

Langkah Kerja:

1. Pastikan bahwa Aset Lainnya telah disajikan
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sesuai BAS dengan melakukan perbandingan
terhadap klasifikasi BAS

2. Pastikan bahwa saldo Aset Lainnya telah sama
dengan saldo akhir Neraca periode sebelumnya
pada LK audited, dengan melakukan penelusuran
ke Neraca periode sebelumnya

3. Teliti Aset Lainnya yang disajikan berasal
darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK)

4. Teliti kesesuaian nilai Aset Lainnya pada Neraca
dengan CalK

5. Teliti kesesuaian nilai Aset Lainnya pada Neraca
dengan Laporan Barang Milik Negara (BMN)

6. Teliti kesesuaian nilai Aset Lainnya pada Neraca
dengan Berita Acara Serah Terima

7. Teliti apakah dalam CaLK terdapat belanja untuk
pengadaan Aset Lainnya. Apabila ada, pastikan
belanja tersebut sudah tercantum dalam Neraca

8. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan Aset Lainnya

9. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.16 Kewajiban dan Ekuitas

Langkah Kerja:

1. Pastikan bahwa Kewajiban dan Ekuitas telah
disajikan  sesuai BAS dengan melakukan
perbandingan terhadap klasifikasi BAS

2. Pastikan bahwa saldo Kewajiban dan Ekuitas telah
sama dengan saldo akhir Neraca periode
sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan
penelusuran ke Neraca periode sebelumnya

3. Teliti kesesuaian nilai kewajiban dan ekuitas
dengan aset

4. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang
jelas terkait dengan Kewajiban dan Ekuitas

5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

D Reviu CaLK

Tujuan:

Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada

Cal.K atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang

memerlukan penjelasan dan/atau rincian.
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Langkah Kerja:
1. Pastikan bahwa CaLK memuat informasi tentang:
- Gambaran ringkas mengenai kondisi LK yang
dipertanggungjawabkan, yang mencakup
gambaran mengenai anggaran, realisasi
anggaran, neraca dan CaLK
- Realisasi pendapatan dan belanja, masing-
masing dibandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode berdasarkan cetakan dari
aplikasi SAI
- Posisi aset, kewajiban, ekuitas dana per
tanggal pelaporan berdasarkan cetakan dari
aplikasi SAI
2. Teliti apakah seluruh akun dijelaskan memadai.
3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
E Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI
Tujuan:
Untuk meyakinkan bahwa DJA telah melakukan
tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK BA
999.08 untuk periode tahun-tahun sebelum periode
reviu.
Langkah Kerja:
1. Dapatkan Action Plan DJA Tahun periode reviu.
2. Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut
atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun
periode reviu.
3. Lakukan analisis terhadap temuan yang belum
ditindaklanjuti dan/atau yang belum selesai
ditindaklanjuti.
4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]
Disetujui oleh: Direviu oleh: Disusun oleh:
Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim,
[Nama] [Nama] [Nama]
[NIP] [NIP] [NIP]
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CONTOH PKR LK BUN TRANSAKSI KHUSUS (BA 999.99)

Nama Kantor : KKR Nomor

Kegiatan yang : Disusun oleh/
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PROGRAM KERJA REVIU LK UAKPA BUN TK
PENGELOLA BMN IDLE

Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan | Direnca | Dilaksa-| No-
oleh -nakan nakan
1 2 3 4 S 6

A | Reviu Kelengkapan LK

Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai
dengan format yang diatur dalam SAP.

Langkah Kerja:

1. Dapatkan LK, yaitu LRA, Neraca, dan CalLK,
beserta lampirannya secara lengkap dari Dit. BMN
DJKN.

2. Reviu apakah LK telah memuat:

- Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan
periode penyampaian LK yang sesuai,

- Gambaran ringkas mengenai LK;

- Tanda tangan pejabat yang berwenang;

- Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan
nomor halaman), jika ada;

- Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan
nomor halaman), jika ada;

- Daftar lampiran (nama lampiran, nomor
lampiran, dan nomor halamany;

- Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang
digunakan dalam LKJ;
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- Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna
Anggaran yang ditandatangani pimpinan unit
kerja;
- Pernyataan tanggung jawab memuat informasi
bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP
dan berdasarkan SPI yang memadai.
3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
B Reviu LRA
Tujuan:
Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan
dokumen sumber.
Langkah Kerja:
1. Dapatkan:
e Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
e Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara DJKN
dengan Ditjen PBN
2. Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah
penerimaan dan belanja pada LRA (jumlah
anggaran dan realisasinya), apakah telah sesuai
dengan jumlah pada dokumen sumbernya.
Apabila terdapat selisih, lakukan penelusuran dan
pendampingan untuk melakukan koreksi atas
selisih tersebut.
3. Lakukan penelitian apakah rekonsiliansi antara
DJKN dengan Dit. APK Ditjen PBN telah
dilaksanakan dan apakah penyajian nilai belanja
dan penerimaan pada LRA telah sesuai dengan
nilai pada BAR.
4. Teliti apakah penerimaan atas
penjualan/kompensasi dari aset telah masuk ke
RKUN dan sudah dicatat pada LRA.
5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
C Reviu Neraca

Tujuan:

Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca
dengan dokumen sumber.
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Langkah Kerja:

1. Dapatkan:

a. Laporan Kompilasi BMN Idle dari Laporan
Barang Milik Negara Kantor Wilayah berupa
Tanah dan/atau Bangunan Idle.

b. Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan
BMN Idle

c. Berita Acara Serah Terima BMN Idle dari
Pengguna kepada Pengelola

d. Persetujuan Pemanfaatan BMN Idle dan
Perjanjian Sewa BMN

e. Persetujuan Pemindahtanganan BMN Idle dan
Risalah Lelang

f. Surat Persetujuan Penggunaan BMN Idle

g. Berita Acara Serah Terima BMN Idle dari
Pengelola Barang kepada Pengguna Barang

h. Surat Keputusan Penghapusan BMN Idle dari
Daftar Barang Milik Negara Tanah dan/atau
Bangunan Idle

i. Laporan Hasil Inventarisasi Aset

2. Bandingkan saldo akun Neraca awal tahun dengan
saldo akun Neraca akhir periode sebelumnya.
Apabila terdapat perbedaan, lakukan penelusuran
untuk melakukan koreksi atas selisih tersebut.

3.Ambil sampel, bandingkan saldo aset yang
dilaporkan pada neraca dengan Laporan Hasil

Inventarisasi Aset yang telah dilaksanakan.

4. Bandingkan penyajian saldo aset dengan hasil
kompilasi DJKN terhadap Laporan Barang Milik
Negara Kantor Wilayah berupa Tanah dan/atau
Bangunan Idle.

5. Lakukan penelitian apakah penyajian saldo aset
sesuai dengan dokumen sumbernya.

6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

D Reviu CaLK

Tujuan:

Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada

CalLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang

memerlukan penjelasan dan/atau rincian,

Langkah Kerja:

1. Dapatkan data CalLK
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2. Bandingkan setiap pos pada CaLK dengan LRA
dan Neraca, teliti apabila terdapat perbedaan
yang signifikan dengan uraian penjelasan pos-pos
CalLK.
3. Teliti apakah Catatan penting lainnya sudah
dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
yang belum dijelaskan pada LRA dan Neraca.
4. Lakukan analisis terhadap kecukupan
pengungkapan pada CalK.
5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
E Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI
Tujuan:
Untuk meyakinkan bahwa DJKN telah melakukan
tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK
UAKPA BUN TK BA 999.99 BMN Idle untuk periode
tahun-tahun sebelum periode reviu.
Langkah Kerja:
1. Dapatkan Action Plan DJKN Tahun periode reviu.
2. Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut
atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun
periode reviu.
3. Lakukan analisis terhadap temuan yang belum
ditindaklanjuti dan/fatau yang belum selesai
ditindaklanjuti.
4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]|
Disetujui oleh: Direviu oleh: Disusun oleh:
Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim,
[Nama] [Nama] [Nama]
[NIP] [NIP] [NIP]
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KKR Nomor

Disusun oleh/

Disetujui oleh/

Paraf

Direviu oleh/ Paraf

PROGRAM KERJA REVIU LK UAKPA BUN TK
PENGELOLA ASET YANG BERASAL DARI PERTAMINA

No.

Uraian

Dilaksa-

nakan
oleh

Waktu
Direnca | Dilaksa-
-nakan nakan

KKR
No.

|
A

Reviu Kelengkapan LK

o b miclal disns o mesna

Langeall <eoja

Serpestke dinkor e sebags etk

IR T R

N,

el Nomor

kepaul

e

LR A DU S P tH
Aset yang Berasal dari Pertamina Sebagai
Barang Milik Negara;

et g enetapas i

Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian atas
Aset yang Berasal dari Pertamina;

Persetujuan Pemanfaatan Aset yang Berasal
dari Pertamina dan Perjanjian Sewa BMN;
Persetujuan Pemindahtanganan Aset yang
Berasal dari Pertamina dan Risalah Lelang;
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan

Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara DJKN
dengan Ditjen PBN.

]

www.peraturan.go.id



143

Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan | pirenca | Dilaksa-| NO-
oleh -nakan | nakan
1 2 3 4 S 6

2. Reviu apakah LK telah memuat:

- Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan
periode penyampaian LK yang sesuai,

- Gambaran ringkas mengenai LK;

- Tanda tangan pejabat yang berwenang;

- Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan
nomor halaman), jika ada;

- Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan
nomor halaman), jika ada;

- Daftar lampiran (nama lampiran, nomor
lampiran, dan nomor halaman);

- Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang
digunakan dalam LK);

- Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna
Anggaran yang ditandatangani pimpinan unit
kerja;

tyatas gy sl neneal i for s
isusn sesuE dengan A
ST ovmng i
G Bieat mitop e dee tnmrglaern dlalas s S
B Reviu LRA

ERTIIRESH

[BEEES ook dala pmicdla LHA dengan

aokurne: s

ANt e

1 AT i “hadien nensapen joola’
penerimaan dan belanja pada LRA (jumlah
anggaran dan realisasinya), apakah telah sesuai
dengan jumlah pada dokumen sumbernya.
Apabila terdapat selisih, lakukan penelusuran dan
pendampingan untuk melakukan koreksi atas
selisih tersebut,

2. Lakukan penelitian apakah rekonsiliansi antara
DJKN dengan Dit APK Ditjen PBN telah
dilaksanakan dan apakah penyajian nilai belanja
dan penerimaan pada LRA telah sesuai dengan
nilai pada BAR,

3. Teliti apakah penerimaan atas pemanfaatan dan

pemindahtanganan dari aset telah masuk ke
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RKUN dan sudah dicatat pada LRA
4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR,
C Reviu Neraca
Lntuk mevakis clala
Lavngaln <emja
Piancl i selolo s’
v oakun N T
2 A tordagmt ZuRan
Peiis sl el i ik ke
koreks: alas selisih torsebul
Ao Amlel o sa lwaeel ascl o vang
silaporzan clengan I las:l
ERTHEE
3,
BRI ;
LIS JOFTR B sl il K,
D Revin CalK
oA
Lontuk mevakinkszn e BN PEIGUNERA 5 T
‘ LA

L slas akun-akun cdan Neraca vang

T LR e

Langkah Kerja:

1. Dapatkan data CaLK

2. Bandingkan setiap pos pada CaLK dengan LRA
dan Neraca, teliti apabila terdapat perbedaan
yang signifikan dengan uraian penjelasan pos-pos
CaLK.

3. Teliti apakah Catatan penting lainnya sudah
dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
yang belum dijelaskan pada LRA dan Neraca.

4. Lakukan analisis terhadap kecukupan
pengungkapan pada CalLK.

5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
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E Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI
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4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

IZilaksa-

fikiu [N

Bilaksa- Mo

BRI

3 - 5 &

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]

Direviu oleh:
Pengendali Teknis,

Disetujui oleh:
Pengendali Mutu,

[Nama] [Nama]
[NIP] [NIP]

Disusun oleh:
Ketua Tim,

[Nama]
[NIP]
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KKR Nomor

Disusun oleh/

Disetujui oleh/

Paraf

Direviu oleh/ Paraf

PROGRAM KERJA REVIU LK UAKPA BUN TK
PENGELOLA BMN YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR PKP2B

Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan Direnca | Dilaksa-| NO-
oleh
-nakan nakan
1 2 3 4 S 6
A | Reviu Kelengkapan LK

Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai
dengan format yang diatur dalam SAP.

Langkah Kerja:
1. Dapatkan dokumen sebagai berikut:

- LK wyaitu LRA, Neraca, dan CalK, beserta
lampirannya secara lengkap dari UAKPA BUN
TK Pengelola BMN yang Berasal dari
Kontraktor PKP2B.

- Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian atas
BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B.

- Persetujuan Pemanfaatan BMN yang Berasal
dari Kontraktor PKP2B dan Perjanjian Sewa
BMN.

- Persetujuan Pemindahtanganan BMN yang
Berasal dari Kontraktor PKP2B dan Risalah
Lelang.

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

- Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara DJKN
dengan Ditjen PBN,

2. Reviu apakah LK telah memuat:

- Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan
periode penyampaian LK yang sesuai,
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Uraian

Dilaksa-
nakan
oleh

Waktu

Direnca
-nakan

Dilaksa-
nakan

KKR
No.

2

3

4

S

3.

- Gambaran ringkas mengenai LK;

- Tanda tangan pejabat yang berwenang;

- Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan

- Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan
- Daftar lampiran (nama lampiran, nomor

- Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang

- Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna

- Pernyataan tanggung jawab memuat informasi

nomor halaman), jika ada;
nomor halaman), jika ada;
lampiran, dan nomor halaman),
digunakan dalam LK),

Anggaran yang ditandatangani pimpinan unit
kerja;

bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP
dan berdasarkan SPI yang memadai.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Reviu LRA

Tujuan:
Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan
dokumen sumber.

Langkah Kerja:
1.

Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah
penerimaan dan belanja pada LRA (jumlah
anggaran dan realisasinya), apakah telah sesuai
dengan jumlah pada sumbernya.
Apabila terdapat selisih, lakukan penelusuran dan
atas

dokumen

pendampingan untuk melakukan koreksi
selisih tersebut.

Lakukan penelitian apakah rekonsiliansi antara
DJKN dengan Dit APK Ditjen PBN telah
dilaksanakan dan apakah penyajian nilai belanja
dan penerimaan pada LRA telah sesuai dengan
nilai pada BAR.

Teliti apakah penerimaan atas sewa dari aset telah
masuk ke RKUN dan sudah dicatat pada LRA.
Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Reviu Neraca

Tujuan:
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No. Uraian nakan " enea | Dilaksa-| No-
oleh
-nakan nakan
1 2 3 4 S 6

Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca

dengan dokumen sumber.

Langkah Kerja:

1. Bandingkan saldo awal akun Neraca dengan saldo
akhir akun Neraca pada LK audited periode
sebelumnya. Apabila terdapat selisih, lakukan
penelusuran dan pendampingan untuk melakukan
koreksi atas selisih tersebut.

2. Ambil sampel, bandingkan saldo aset yang
dilaporkan pada neraca dengan Laporan Hasil
Inventarisasi Aset yang telah dilaksanakan.

3. Lakukan penelitian apakah penyajian saldo aset
sesuai dengan dokumen sumbernya.

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR,.

D Reviu CaLK

Tujuan:

Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada

CalLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang

memerlukan penjelasan dan/atau rincian.

Langkah Kerja:

1. Dapatkan data CaLK

2. Bandingkan setiap pos pada CaLK dengan LRA
dan Neraca, teliti apabila terdapat perbedaan
yang signifikan dengan uraian penjelasan pos-pos
CaLK.

3. Teliti apakah Catatan penting lainnya sudah
dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
yang belum dijelaskan pada LRA dan Neraca.

4. Lakukan analisis terhadap kecukupan
pengungkapan pada CaLK.

5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

E Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI

Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa Kementerian ESDM telah

melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI

pada LK UAKPA BUN TK BA 999.99 Pengelola BMN

yang Berasal dari Kontraktor PKP2B untuk periode

tahun-tahun sebelum periode reviu.
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Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan Direnca | Dilaksa-| No-
oleh
-nakan nakan
1 2 3 4 S 6

Langkah Kerja:

1. Dapatkan Action Plan Kementerian ESDM Tahun

periode reviu.

periode reviu.

3. Lakukan analisis terhadap temuan yang belum

ditindaklanjuti
ditindaklanjuti.

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut
atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun

dan/atau yang belum selesai

Disetujui oleh:
Pengendali Mutu,

[Nama]
[NIP]

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]

Direviu oleh:
Pengendali Teknis,

[Nama]
[NIP]

Disusun oleh:
Ketua Tim,

[Nama]
[NIP]

2015, No.42
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FORMAT 16D:
CONTOH PKR LK BUN TRANSAKSI KHUSUS (BA 999.99)

Nama Kantor : KKR Nomor

Kegiatan yang : Disusun oleh/

Direviu Paraf

Tahun Anggaran : Direviu oleh/ Paraf
Disetujui oleh/
Paraf

PROGRAM KERJA REVIU LK UAKPA BUN TK
PENGELOLA BMN YANG BERASAL DARI KKKS

Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan | pirenca | Dilaksa-| NO.
oleh -nakan nakan
1 2 3 4 S 6

A | Reviu Kelengkapan LK

Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai
dengan format yang diatur dalam SAP.

Langkah Kerja:
1. Dapatkan dokumen sebagai berikut:

- LK wyaitu LRA, Neraca, dan CalkK, beserta
lampirannya secara lengkap dari UAKPA BUN
TK Pengelola BMN yang Berasal dari KKKS.

- Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian atas
BMN yang Berasal dari KKKS.

- Persetujuan Pemanfaatan BMN yang Berasal
dari KKKS dan Perjanjian Sewa BMN.

- Persetujuan Pemindahtanganan BMN yang
Berasal dari KKKS dan Risalah Lelang,

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

- Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara DJKN
dengan Ditjen PBN.

2. Reviu apakah LK telah memuat:

- Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan
periode penyampaian LK yang sesuai,

- Gambaran ringkas mengenai LK;

- Tanda tangan pejabat yang berwenang;
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No.

Uraian

Dilaksa-

nakan
oleh

Waktu

Direnca
-nakan

Dilaksa-
nakan

KKR
No.

2

3

4

5

- Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan
nomor halaman), jika ada,

- Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan
nomor halaman), jika ada,

- Daftar lampiran (nama lampiran, nomor
lampiran, dan nomor halamanj;

- Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang
digunakan dalam LKJ;

- Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna
Anggaran yang ditandatangani pimpinan unit
kerja,

- Pernyataan tanggung jawab memuat informasi
bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP
dan berdasarkan SPI yang memadai.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Reviu LRA

Tujuan:

Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan
dokumen sumber.

Langkah Kerja:
1.

Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah
penerimaan dan belanja pada LRA (jumlah
anggaran dan realisasinya), apakah telah sesuai
dengan jumlah pada dokumen sumbernya.
Apabila terdapat selisih, lakukan penelusuran dan
pendampingan untuk melakukan koreksi atas
selisih tersebut.

Lakukan penelitian apakah rekonsiliansi antara
DJKN dengan Dit APK Ditjen PBN telah
dilaksanakan dan apakah penyajian nilai belanja
dan penerimaan pada LRA telah sesuai dengan
nilai pada BAR.

Teliti apakah penerimaan atas sewa dari aset telah
masuk ke RKUN dan sudah dicatat pada LRA.
Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR,.

Reviu Neraca

Tujuan:

Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca

2015, No.42
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Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan | Direnca | Dilaksa-| No-
oleh -nakan nakan
1 2 3 4 S 6
dengan dokumen sumber.
Langkah Kerja:
1. Bandingkan saldo awal akun Neraca dengan saldo
akhir akun Neraca pada LK audited periode
sebelumnya. Apabila terdapat selisih, lakukan
penelusuran dan pendampingan untuk melakukan
koreksi atas selisih tersebut.
2. Ambil sampel, bandingkan saldo aset yang
dilaporkan pada neraca dengan Laporan Hasil
Inventarisasi Aset yang telah dilaksanakan.
3. Lakukan penelitian apakah penyajian saldo aset
sesuai dengan dokumen sumbernya.
4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
D Reviu CaLK
Tujuan:
Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada
CaLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang
memerlukan penjelasan dan/atau rincian.
Langkah Kerja:
1. Dapatkan data CalLK
2. Bandingkan setiap pos pada CalLK dengan LRA
dan Neraca, teliti apabila terdapat perbedaan
vang signifikan dengan uraian penjelasan pos-pos
CaLK.
3. Teliti apakah Catatan penting lainnya sudah
dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
yvang belum dijelaskan pada LRA dan Neraca.
4. Lakukan analisis terhadap kecukupan
pengungkapan pada CaLK.
5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
E Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI
Tujuan:
Untuk meyakinkan bahwa Kementerian ESDM telah
melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI
pada LK UAKPA BUN TK BA 999.99 Pengelola BMN
yang Berasal dari KKKS untuk periode tahun-tahun
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Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan | pirenca | Dilaksa-| No
oleh -nakan nakan
1 2 3 4 S 6

sebelum periode reviu.

Langkah Kerja:

1. Dapatkan Action Plan Kementerian ESDM Tahun

periode reviu.

atas temuan BPK R
periode reviu.

3. Lakukan analisis terhadap temuan yang belum
ditindaklanjuti dan/atau yang belum selesai

ditindaklanjuti.

4. Buat simpulan dan

Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut

I pada LK BUN sebelum tahun

tuangkan dalam KKR.

Disetujui oleh:
Pengendali Mutu,

[Nama]
[NIP]

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]

Direviu oleh:
Pengendali Teknis,

[Nama]
[NIP]

Disusun oleh:
Ketua Tim,

[Nama]
[NIP]

2015, No.42
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FORMAT 16E:
CONTOH PKR LK BUN TRANSAKSI KHUSUS (BA 999.99)

Nama Kantor : KKR Nomor

Kegiatan yang : Disusun oleh/

Direviu Paraf

Tahun Anggaran : Direviu oleh/ Paraf
Disetujui oleh/
Paraf

PROGRAM KERJA REVIU LK UAKPA BUN TK
PENGELOLA ASET YANG TIMEUL DARI PEMBERIAN BLBI

Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan Direnca | Dilaksa-| NO.
oleh -nakan nakan
1 2 3 4 5] 6

A Reviu Kelengkapan LK

Tujuan:
Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai
dengan format yang diatur dalam SAP.

Langkah Kerja:
1. Dapatkan dokumen sebagai berikut:

- Laporan Keuangan BA 999.99 UAKPA BUN TK
untuk Pengelola Aset yang timbul dari
pemberian BLEI,

- Laporan Hasil Inventarisasi atas Aset eks BPPN
dan Aset eks kelolaan PT PPA (apabila ada);

- Hasil print out Aplikasi Modul Kekayaan
Negara,

- Berita Acara Rekonsiliasi [BAR] Aset Kredit
antara Dit. PKNSI DJKN dengan KPKNL;

- Surat Konfirmasi dari Dit. PKNSI DJKN dan
Jawaban Konfirmasi dari Dit. PKN Ditjen PBN,

- Dokumen terkait aset properti, aset inventaris,
aset Nostro, saham, dan surat berharga.

2. Reviu apakah LK telah memuat:

- Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan
periode penyampaian LK yang sesuai;

- Gambaran ringkas mengenai LK,
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Dilaksa- Waktu KKR
Uraian nakan Direnca | Dilaksa-| NO-
oleh -nakan nakan
2 3 4 5] 6

- Tanda tangan pejabat vang herwenang,

- Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan
nomor halaman), jika ada;

- Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan
nomor halaman), jika ada;

- Daftar lampiran (nama lampiran, nomor
lampiran, dan nomeor halaman];

- Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang
digunakan dalam LK],

- Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna
Anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan
unit kerja;

- Pernyataan tanggung jawab memuat informasi
bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP
dan berdasarkan SFI yang memadai.

3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Reviu LRA

Tujuan:
Untuk meyvakinkan kecocokan data pada LRA dengan
dokumen sumber.

Langkah Kerja:

1. Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah
penerimaan pada LRA (jumlah target/ anggaran
dan realisasinyaj, apakah telah sesuai dengan
jumlah pada deokumen sumbernya sesuai dengan
jenis aset. Apabila terdapat selisih, lakukan
penelusuran dan pendampingan untuk
melakukan koreksi atas selisih tersebut.

2. Lakukan penelitian apakah konfirmasi dari Dit
PKNSI DJKN ke Dit PKN Ditjen PBN telah
dilaksanakan dan apakah penyajian nilai
penerimaan pada LRA yang berasal dari Hasil
Pengelolaan  Aset baik  vang berasal dari
pengelolaan yang dilakukan oleh DJKN maupun
PT PPA telah sesuai dengan nilai pada konfirmasi.

3. Teliti apakah penerimaan atas
penjualan /koempensasi dari aset telah masuk ke
RKUN dan sudah dicatat pada LRA.

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
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Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan Direnca | Dilaksa-| NO-
oleh -nakan nakan
1 2 3 4 S 6

(¢ Reviu Neraca

Tujuan:
Untuk meyakinkan kecocockan data pada Neraca
dengan dokumen sumber.

Langkah Kerja:

1. Bandingkan saldo akun per 1 Januari 20x1 pada
neraca TA 20x1 dengan saldo akun per 31
Desember 20x0 pada neraca tahun 20x0 Audited.
Apabila terdapat selisih/perbedaan, lakukan
penelusuran dan pendampingan untuk melakukan
koreksi atas selisih/ perbedaan tersebut.

2. Ambil sampel, bandingkan saldo aset yang
dilaporkan pada neraca dengan Laporan Hasil
Inventarisasi Aset [apabila ada) vang telah
dilaksanakan.

3. Lakukan penelitian apakah penyajian saldo aset
sesuai dengan hasil rekonsiliasi DJKN dengan
seluruh KPKNL.

4. Lakukan penelitian apakah penyajian saldo aset
sesuai dengan dokumen sumbernya.

5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

D Reviu CaLK

Tujuan:

Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada
CalLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang
memerlukan penjelasan dan/atau rincian.

Langkah Kerja:

1. Dapatkan data CalLK

2. Bandingkan setiap pos pada CalLK dengan LRA
face dan Neraca face, teliti apabila terdapat
perbedaan yang signifikan dengan  uraian
penjelasan pos-pos Cal.K.

3. Teliti apakah Catatan penting lainnya sudah
dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
vang belum dijelaskan pada LRA dan Neraca.

4. Lakukan analisis terhadap kecukupan
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Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan Direnca | Dilaksa-| NO-
oleh -nakan nakan
1 2 3 4 S 6

pengungkapan pada CaLK.

5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

E Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI

Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa Dit. PKNSI DJKN telah
melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI
pada LK BA 999.99 UAKPA BUN TK untuk periode
tahun-tahun sebelum periode reviu.

Langkah Kerja:
1. Dapatkan Action Plan Dit. PKNSI DJKN Tahun
periode reviu.

2. Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut
atas temuan BPK Rl pada LK BUN sebelum tahun
periode reviu,

3. Lakukan analisis terhadap temuan yang belum
ditindaklanjuti dan/atau vang belum selesai
ditindaklanjuti.

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]|

Disetujui oleh: Direviu oleh: Disusun oleh:
Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim,
[Namal] [Nama] [Namal]

[NIP] [NIP] [NIP]
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FORMAT 16F:
CONTOH PKR LK BUN TRANSAKSI KHUSUS (BA 999.99)

Nama Kantor : KKR Nomor
Kegiatan yang : Disusun oleh/
Direviu Paraf

Tahun Anggaran : Direviu oleh/ Paraf

Disetujui oleh/
Paraf

PROGRAM KERJA REVIU LK UAKKPA BUN TK
PENGELOLA KEKAYAAN NEGARA

Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan Direnca | Dilaksa-| NO-
oleh -nakan nakan
1 2 3 4 5] 6

A Reviu Kelengkapan LK

Tujuan:
Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai
dengan format vang diatur dalam SAP.

Langkah Kerja:
1. Dapatkan dokumen sebagai berikut:

- Laporan Keuangan BA 99999 Audited di
tingkat UAPBUN TK Pengelola Aset yang
berada dalam  Pengelolaan DJKN dan
UAKPBUN TK,;

- Laporan Keuangan BA 999.99 Unaudited di
tingkat masing-masing UAKPA BUN TK
(reviewed) untuk Aset Bekas Milik Asing/Cina,
Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI, dan
Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan DJKN;

- Catatan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan
BA 999,99 Unaudited di tingkat masing-masing
UAKPA BUN TK.

2. Reviu apakah LK telah memuat:
- Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan
periode penyampaian LK yang sesuai,
- Gambaran ringkas mengenai LK,
- Tanda tangan pejabat yang berwenang;
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Dilaksa- Waktu KKR
Uraian nakan Direnca | Dilaksa-| N¢.
oleh -nakan nakan
2 3 4 S5 6

- Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan
nomor halaman), jika ada,

- Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan
nomor halaman), jika ada;

- Daftar lampiran (nama lampiran, nomor
lampiran, dan nomor halaman);

- Daftar singkatan (singkatan-singkatan vang
digunakan dalam LK),

- Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna
Anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan
unit kerja,

- Pernyataan tanggung jawab memuat informasi
bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP
dan berdasarkan SPl yang memadai.

3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Reviu LRA

Tujuan:
Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan
dekumen sumber.

Langkah Kerja:

1. Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah
penerimaan dan belanja pada LRA (jumlah
anggaran dan realisasinya), apakah telah sesuai
antara Laporan Keuangan tingkat UAKKPA BUN
TK dengan masing-masing UAKPA BUN TK.
Apabila terdapat selisih/ perbedaan, lakukan
penelusuran untuk melakukan koreksi atas
selisih/ perbedaan tersebut.

2. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Reviu Neraca

Tujuan:
Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca
dengan dokumen sumber.

Langkah Kerja:

1. Bandingkan saldo awal akun pada neraca dengan
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Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan | Dpirenca | Dilaksa-| No-
oleh -nakan nakan
1 2 3 4 5 5]

saldo akhir akun pada neraca audited periode
sebelumnya. Apabila terdapat selisih, lakukan
penelusuran untuk melakukan koreksi atas selisih
tersebut.

2. Lakukan penelitian apakah penyajian saldo akhir
aset dalam Neraca Konsclidasian Unaudited telah
sesuai  dengan penggabungan/kompilasi aset
dalam Neraca dari masing-masing UAKPA,

3. Teliti apakah seluruh hasil reviu (CHR) di tingkat
UAKPA telah ditindaklanjuti dengan perubahan/
perbaikan pada Laporan Keuangan di tingkat
UAKPA. Apabila terdapat rekomendasi CHR di
tingkat UAKPA vyang belum ditindaklanjuti,
lakukan penelusuran dan pendampingan untuk
melakukan koreksi di Laporan Keuangan di
tingkat UAKKPA (koordinator).

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

D Reviu CaLK

Tujuan:
Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada

CalLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang
memerlukan penjelasan dan/atau rincian.

Langkah Kerja:

1. Dapatkan data CalLK

2. Bandingkan setiap pos pada CalLK dengan LRA
face dan Neraca face, teliti apabila terdapat
perbedaan vang signifikan dengan  uraian
penjelasan pos-pos CalK.

3. Teliti apakah Catatan penting lainnya sudah
dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
vang belum dijelaskan pada LRA dan Neraca.

4. Lakukan analisis terhadap kecukupan
pengungkapan pada CalLK.

5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

E Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI

Tujuan:
Untuk meyakinkan bahwa Dit. PKNSI DJKN telah
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Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan | Dpirenca | Dilaksa-| No-
oleh -nakan nakan
1 2 3 4 5 5]

melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI
pada LK BA 999.99 UAKKPA BUN TK untuk periode
tahun-tahun sebelum periode reviu.

Langkah Kerja:

1. Dapatkan Action Flan Dit. PKNSI DJKN Tahun
periode reviu.

2. Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut
atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun
periode reviu.

3. Lakukan analisis terhadap temuan yang belum
ditindaklanjuti dan/atau yang bhelum selesai
ditindaklanjuti.

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

[Nama Kota|, [Tanggal-Bulan-Tahun]

Disetujui oleh: Direviu oleh: Disusun oleh:
Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim,
[Nama] [Nama] [Nama]

[NIP] [NIP] [NIP]
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FORMAT 16G:
CONTOH PKR LK BUN TRANSAKSI KHUSUS (BA 999.99)

Nama Kantor : KKR Nomor

Kegiatan yvang : Disusun oleh/

Direviu Paraf

Tahun Anggaran : Direviu oleh/ Paraf
Disetujui oleh/
Paraf

PROGRAM KERJA REVIU LK UAKPA BUN TK
PENGELOLA PENDAPATAN DAN BELANJA YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN

KAS NEGARA
Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan | Direnca | Dilaksa-| No.
oleh -nakan nakan
1 2 3 4 5 6

A Reviu Kelengkapan LK

Tujuan:
Untuk meyvakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai
dengan format yang diatur dalam SAP.

Langkah Kerja:
1. Dapatkan dokumen sebagai berikut:

- LK wyaitu LRA, Neraca, dan CaLK, heserta
lampirannya secara lengkap dari Direktorat
Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) Ditjen PBN;

- Berita Acara Rekonsiliasi yang dilakukan oleh
Dit. PKN dan BI,

- Berita Acara Rekonsiliasi yang dilakukan oleh
Dit. PKN dan Bank Umum;,

- Rekening Koran KUN dan Penempatan, serta
Rekening BUN lain yvang terkait,

- Data Realisasi Pendapatan dan Belanja Selisih
Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening
Milik BUN;

- KKR penyusunan realisasi Belanja dan
Pendapatan atas Pendapatan dan Belanja yang
terkait dengan Pengelolaan Kas Negara Tahun
20xx.
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2. Reviu apakah LK telah memuat:

- ldentitas unit kerja Pengguna Anggaran dan
periode penyampaian LK yang sesuai,

- Gambaran ringkas mengenai LK;

- Tanda tangan pejabat yang berwenang;

- Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan
nomor halaman), jika ada,;

- Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan
nomor halaman), jika ada,

- Daftar lampiran (nama lampiran, nomor
lampiran, dan nomor halamany);

- Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang
digunakan dalam LKj;

- Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna
Anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan
unit kerja;

- Pernyataan tanggung jawab memuat informasi
bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP
dan berdasarkan SPl yvang memadai.

3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Reviu LRA

Tujuan:
Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan
dokumen sumber.

B.1 Reviu Realisasi Pendapatan

Langkah Kerja:

1. Bandingkan data realisasi pendapatan antara
kertas kerja Penyusunan Pendapatan dengan
Realisasi Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi
dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN.

2. Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah
penerimaan pada LRA (jumlah anggaran dan
realisasinva), apakah telah sesuai dengan jumlah
pada dokumen sumbernya (antara lain yaitu DIPA,
SP2D/SPM).

3. Teliti apakah transaksi pendapatan pada LRA
telah sesuai dengan ketentuan yvang berlaku.

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
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B.2 Reviu Realisasi Belanja

Langkah Kerja:

1. Bandingkan kertas kerja penyusunan belanja dan
Pendapatan atas Pendapatan dan Belanja vang
terkait dengan Pengelolaan Kas Negara dengan
Realisasi Pendapatan dan Belanja Selisih Kurs
Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN

2. Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah
belanja pada LRA (jumlah anggaran dan
realisasinya), apakah telah sesuai dengan jumlah
pada dokumen sumbernya (a.l. DIPA, SP2D /SPM)

3. Teliti apakah transaksi Belanja pada LRA telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C Reviu Neraca

Tujuan:
Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca
dengan dokumen sumber,

C.1 Reviu Aset

Langkah Kerja:

1. Teliti aset yvang timbul dari realisasi Pendapatan
dan Belanja yvang terkait dengan Pengelolaan Kas
Negara.

2. Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah
aset yang disajikan, apakah telah sesuai dengan
jumlah pada dokumen sumbernya (a.l. DIPA,
SP2D/SPM). Apabila terdapat selisih, lakukan
penelusuran.

3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.2 Reviu Kewajiban

Langkah Kerja:

1. Teliti kewajiban vyang timbul dari realisasi
Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan
Pengelolaan Kas Negara dan bandingkan dengan
KKR.

2. Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah
kewajiban yang disajikan, apakah telah sesuai

dengan jumlah pada dokumen sumbernya (a.l.
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DIPA, SP2D/SPM). Apabila terdapat selisih,
lakukan penelusuran.
3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.3 Reviu Ekuitas Dana

Langkah Kerja:

1. Dapatkan dan teliti ekuitas dana vang timbul dari
realisasi Pendapatan dan Belanja vang terkait
dengan Pengelolaan Kas Negara.

2. Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah
ekuitas dana yvang disajikan, apakah telah sesuai
dengan jumlah pada dokumen sumbernya (a.l.
DIPA, SP2D/SPM). Apabila terdapat selisih,
lakukan penelusuran.

3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Reviu CaLK

Tujuan:
Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada

CalLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca vang
memerlukan penjelasan dan/atau rincian.

Langkah Kerja:

1. Dapatkan data CaLK

2. Bandingkan setiap pos pada CalLK dengan LRA
face dan Neraca face, teliti apabila terdapat
perbedaan yang signifikan dengan uraian
penjelasan pos-pos CalLK.

3. Teliti apakah Catatan penting lainnya sudah
dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
yvang belum dijelaskan pada LRA dan Neraca.

4, Lakukan analisis terhadap kecukupan
pengungkapan pada CaLK.

5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI

Tujuan:
Untuk meyakinkan bahwa Dit. PKN Ditjen PBN telah
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melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI
pada LK BA 999.99 UAKPA BUN TK untuk periode
tahun-tahun sebelum periode reviu.
Langkah Kerja:
1. Dapatkan Action Flan Dit. PKN Ditjen PBN Tahun
periode reviu.
2. Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut
atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun
periode reviu.
3. Lakukan analisis terhadap temuan yang belum
ditindaklanjuti dan/atau yang belum selesai
ditindaklanjuti.
4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
[Nama Kotal, [Tanggal-Bulan-Tahun]|
Disetujui oleh: Direviu oleh: Disusun oleh:
Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim,
[Nama] [Nama] [Nama]
[NIP] [NIP] [NIP]

www.peraturan.go.id



167

FORMAT 16H:
CONTOH PKR LK BUN TRANSAKSI KHUSUS (BA 999.99)

Nama Kantor

Kegiatan yang
Direviu

Tahun Anggaran

Paraf

KKR Nomor

Disusun oleh/

Disetujui oleh/

Paraf

Direviu oleh/ Paraf

PROGRAM KERJA REVIU LK UAKPA BUN TK
PENGELOLA PEMBAYARAN BELANJA PENSIUN, BELANJA ASURANSI KESEHATAN,
PROGRAM TUNJANGAN HARI TUA, BELANJA PPN RTGS BI, DAN BELANJA SELISIH

HARGA BERAS BULOG

2015, No.42
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A Reviu Kelengkapan LK

Tujuan:

Untuk mevakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai

dengan format yang diatur dalam SAP.

Langkah Kerja:

1.

Dapatkan dekumen sebagai berikut:

LK wvaitu LRA, Neraca, dan CalLK, beserta
lampirannya secara lengkap dari Direktorat
Sistem Perbendaharaan (Dit. SP) Ditjen PBN,
Berita Acara Rekonsiliasi vang dilakukan
dengan Dit. SP dan Dit. APK,;

Berita Acara Rekonsiliasi Dit PKN dan BI,
Berita Acara Rekonsiliasi vang dilakukan
dengan Dit. SP dan Taspen,

Dokumen sumber dari Taspen dan Asabri
sebagai dasar pengajuan pembayaran untuk
pensiun;,

Data Piutang/utang pensiun berdasarkan
catatan dari Taspen;

Data Pembayaran Realisasi Belanja Selisih
Harga Beras BULOG;
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- Data Tagihan Belanja Selisih Harga Beras
BULOG,

- KKR penyusunan belanja Realisasi Belanja
Selisih Harga Beras BULOG Tahun 20xx; dan

- KKR penyusunan belanja PPN RTGS BI Tahun
20xx.

2. Reviu apakah LK telah memuat:

- Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan
periode penyampaian LK yang sesuai,

- Gambaran ringkas mengenai LK,

- Tanda tangan pejabat yang berwenang,

- Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan
nemor halaman), jika ada;

- Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan
nomor halaman), jika ada;

- Daftar lampiran (nama lampiran, nomor
lampiran, dan noemor halaman);

- Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang
digunakan dalam LK);

- Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna
Anggaran yvang ditandatangani cleh pimpinan
unit kerja;

- Pernyataan tanggung jawab memuat informasi
bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP
dan berdasarkan SPI yvang memadai.

3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B Reviu LRA

Tujuan:
Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan
dokumen sumber.

B.1 Reviu Pendapatan
Langkah Kerja:

1. Bandingkan antara KKR Penyusunan Laporan
Realisasi Anggaran dengan  pendapatan vang
timbul dari pembayaran belanja pensiun, belanja
askes, program THT, Belanja PPN RTGS BI dan
belanja selisih harga beras BULOG.

2. Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah
penerimaan pada LRA (jumlah anggaran dan
realisasinya), apakah telah sesuai dengan jumlah
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pada dokumen sumbernya (a.l. DIPA, SP2D/SPM,
BAR) dan telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.2 Reviu Pembayaran Belanja Pensiun, Askes,
THT

Langkah Kerja:

1. Bandingkan antara KKR Penyusunan Laporan
Realisasi Anggaran dengan belanja yang timbul
dari pembayaran belanja pensiun, belanja askes,
program THT.

2. Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah
belanja pada LRA (jumlah anggaran dan
realisasinya), apakah telah sesuai dengan jumlah
pada dokumen sumbernya (a.l. DIPA, SP2D/SPM)
dan Bandingkan dengan KKR Penyusunan
belanja Pembayaran Belanja Pensiun, Askes,
Program THT dan telah sesuai dengan ketentuan
vang berlaku.

3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.3 Reviu Pembayaran Belanja PPN RTGS BI dan
Selisih Harga Beras Bulog

Langkah Kerja:

1. Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah
belanja pada LRA (jumlah anggaran dan
realisasinya), apakah telah sesual dengan jumlah
pada dokumen sumbernya (a.l. DIPA, SP2D/SPM)
dan bandingkan dengan KKR Pembayaran Belanja
PFPPN RTGS BI, Pembayaran Belanja Selisih Harga
Beras BULOG yang telah disusun dan telah sesuai
dengan ketentuan vang berlaku.

2. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Reviu Neraca

Tujuan:
Untuk meyakinkan kecccokan data pada Neraca
dengan dokumen sumber.

C.1 Reviu Aset
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Langkah Kerja:

1. Dapatkan dan teliti aset yang timbul dari realisasi

belanja pensiun, belanja Askes, Program THT,
Belanja PPN RTGS Bl dan Belanja Selisih harga
beras BULOG.

. Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah aset

vang disajikan, apakah telah sesuai dengan jumlah
pada dokumen sumbernya (a.l. DIPA, SP2D/SPM].
Apabila terdapat selisih, lakukan penelusuran.

. Bandingkan saldo akun pada neraca 20x1 dengan

saldo akun pada neraca tahun 20xx. Apabila
terdapat selisih, lakukan penelusuran untuk
melakukan koreksi atas selisih tersebut.

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.2 Reviu Kewajiban

Langkah Kerja:

1.

Dapatkan dan teliti kewajiban yang timbul dari
realisasi belanja pensiun, belanja Askes, Program
THT, Belanja PPN RTGS BI dan Belanja Selisih
harga beras BULOG.

Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah
kewajiban vang disajikan, apakah telah sesuai
dengan jumlah pada dokumen sumbernya (a.l.
DIPA, SP2D/SPM). Apabila terdapat selisih,
lakukan penelusuran,

Bandingkan saldo awal akun pada neraca dengan
saldo akhir akun pada neraca LK audited periode
sebelumnya. Apabila terdapat selisih, lakukan
penelusuran untuk melakukan koreksi atas selisih
tersebut.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.3 Reviu Ekuitas Dana

Langkah Kerja:

1.

Dapatkan dan teliti ekuitas dana yang timbul dari
realisasi belanja pensiun, belanja Askes, Program
THT, Belanja PPN RTGS Bl dan Belanja Selisih
harga beras BULOG.

Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah
ckuitas dana yang disajikan, apakah telah sesuai
dengan jumlah pada dokumen sumbernya (a.l.
DIPA, SP2D/SPM). Apabila terdapat selisih,
lakukan penelusuran,
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3. Bandingkan saldo awal akun pada neraca dengan
saldo akhir akun pada neraca LK audited periode
sebelumnya. Apabila terdapat selisih, lakukan
penelusuran untuk melakukan koreksi atas selisih
tersebut.

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Reviu CaLK

Tujuan:
Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada

CaLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang
memerlukan penjelasan dan/atau rincian.

Langkah Kerja:
1. Dapatkan data CalLK

2. Bandingkan setiap pos pada CalLK dengan LRA
face dan Neraca face, teliti apabila terdapat
perbedaan vang signifikan dengan uraian
penjelasan pos-pos CaLK.

3. Teliti apakah Catatan penting lainnya sudah
dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
vang belum dijelaskan pada LRA dan Neraca.

4, Lakukan analisis terhadap kecukupan
pengungkapan pada CalLK.

5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI

Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa Dit. SP telah melakukan
tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK BA
999.99 UAKPA BUN TK untuk periode tahun-tahun
sebelum periode reviu.

Langkah Kerja:
1. Dapatkan Action Plan Dit. SP Tahun periode reviu.

2. Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut
atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun
periode reviu.
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3. Lakukan analisis terhadap temuan yang belum
ditindaklanjuti dan/atau yang belum selesai
ditindaklanjuti.

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]

Disetujui oleh: Direviu oleh: Disusun oleh:
Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim,
[Namal] [Namal] [Namal]

[NIP] [NIP] [NIP]
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PROGRAM KERJA REVIU LK UAPBUN TK
PENGELOLA PEMBAYARAN BELANJA PENSIUN, BELANJA ASURANSI KESEHATAN,
PROGRAM TUNJANGAN HARI TUA, BELANJA PPN RTGS BI, DAN BELANJA SELISIH
HARGA BERAS BULOG, SERTA PENDAPATAN DAN BELANJA YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN KAS NEGARA
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A Reviu Kelengkapan LK

Tujuan:
Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai
dengan format vang diatur dalam SAP.

Langkah Kerja:
1. Dapatkan dokumen sehagai berikut:

- Laporan Keuangan UAPBUN Transaksi Khusus
[TK) BA 999.99 tahun berjalan dan tahun
sebelumnya.

-  Laporan Keuangan tahun Dberjalan dan
sebelumnya atas UAKPA BUN TK Belanja
Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program
THT, Belanja PPN RTGS BI dan Belanja Selisih
Harga Beras Bulog dari Dit SP Ditjen PBN.

-  Laporan Keuangan tahun Dberjalan dan
sebelumnya atas UAKPA BUN TK Pendapatan
dan Belanja vang terkait dengan Pengelolaan
Kas Negara vang dilaksanakan oleh Dit PKN
Ditjen PBN.

- Catatan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan
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UAKPA BUN TK Belanja Pensiun, Belanja
Asuransi Kesehatan, Program THT, Belanja
PPN RTGS BI dan Belanja Selisih Harga Beras
Bulog dari Dit SP Ditjen PBN.

Catatan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan UAKPA BUN TK
Pendapatan dan Belanja vang terkait dengan
Pengelolaan Kas Negara yang dilaksanakan
cleh Dit PKN Ditjen PBN.

Reviu apakah LK telah memuat:

Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan
periode penyampaian LK vang sesuali;
Gambaran ringkas mengenai LK,

Tanda tangan pejabat yvang berwenang;
Daftar tabel (nama tabel, ncmor tabel, dan
nomor halaman), jika ada,

Daftar grafik (nama grafik, nomeor grafik, dan
nomor halaman), jika ada;,

Daftar lampiran (nama lampiran, nomor
lampiran, dan nomor halaman),

Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang
digunakan dalam LK];

Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna
Anggaran vang ditandatangani cleh pimpinan
unit kerja;

Pernyataan tanggung jawab memuat informasi
bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP
dan berdasarkan SPl yang memadai.

3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Reviu LRA

Tujuan:

Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan

dockumen sumber.

B.1 Reviu Realisasi Pendapatan

Langkah Kerja:

Teliti nilai akun pendapatan pada LK UAPBUN TK
dan handingkan dengan data realisasi pendapatan
yvang terdapat pada LK UAKPA BUN TK Belanja
Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program
Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI

1.
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dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog, serta LK
UAKPA BUN TK Pendapatan dan Belanja yang
terkait dengan Pengelolaan Kas Negara.

2. Teliti CHR terkait, dan pastikan bahwa
rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan sesuai
CHR.

3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.2 Reviu Realisasi Belanja

Langkah Kerja:

1. Teliti nilai akun belanja pada LK UAPBUN TK dan
bandingkan dengan data realisasi belanja vang
terdapat pada LK UAKPA BUN TK Belanja Pensiun,
Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan
Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI dan Belanja
Selisih Harga Beras Bulog, serta LK UAKPA BUN
TK Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan
Pengelolaan Kas Negara.

2. Teliti CHR terkait, dan pastikan bahwa
rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan sesuai
CHR.

3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Reviu Neraca

Tujuan:
Untuk meyakinkan kecccokan data pada Neraca
dengan dokumen sumber.

C.1 Reviu Aset

Langkah Kerja:

1. Teliti nilai akun aset pada LK UAPBUN TK dan
bandingkan dengan data yang terdapat pada LK
UAKPA BUN TK Belanja Pensiun, Belanja Asuransi
Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT),
Belanja PPN RTGS Bl dan Belanja Selisih Harga
Beras Bulog, serta LK UAKPA BUN TK Pendapatan
dan Belanja vang terkait dengan Pengelclaan Kas
Negara.

2. Teliti CHR terkait, dan pastikan bahwa
rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan sesuai
CHR.
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3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.2 Reviu Kewajiban

Langkah Kerja:

1. Teliti nilai akun kewajiban pada LK UAPBUN TK
dan bandingkan dengan data yang terdapat pada
LK UAKPA BUN TK Belanja Pensiun, Belanja
Asuransi Keschatan, Program THT, Belanja PPN
RTGS BI dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog,
serta LK UAKPA BUN TK Pendapatan dan Belanja
vang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara.

2. Teliti CHR terkait, dan pastikan bahwa
rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan sesuai
CHR.

3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.3 Reviu Ekuitas Dana

Langkah Kerja:

1. Teliti nilai akun ekuitas dana pada LK UAPBUN TK
dan bandingkan dengan data yang terdapat pada
LK UAKPA BUN TK Belanja Pensiun, Belanja
Asuransi Keschatan, Program THT, Belanja PPN
RTGS BI dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog,
serta LK UAKPA BUN TK Pendapatan dan Belanja
vang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara.

2. Teliti CHR terkait, dan pastikan bahwa
rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan sesuai
CHR.

3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

D Reviu CaLK

Tujuan:
Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada

CalK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang
memerlukan penjelasan dan/atau rincian.

Langkah Kerja:
1. Dapatkan data Cal.K

2. Bandingkan setiap pos pada CalK dengan LRA
face dan Neraca face, teliti apabila terdapat
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perbedaan yang signifikan dengan uraian
penjelasan pos-pos Cal.K.

3. Teliti apakah Catatan penting lainnya sudah
dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
vang belum dijelaskan pada LRA dan Neraca.

4, Lakukan analisis terhadap kecukupan
pengungkapan pada CaLK.

5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

E Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI

Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa Ditjen PBN telah
melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI
pada LK BA 99999 UAPBUN TK untuk periode
tahun-tahun sebelum periode reviu.

Langkah Kerja:

1. Dapatkan Action Plan Ditjen PBN Tahun pericde
reviu.

2. Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut
atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun
periode reviu.

3. Lakukan analisis terhadap temuan vang belum
ditindaklanjuti dan/atau yang belum selesai
ditindaklanjuti.

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]|

Disetujui oleh: Direviu ocleh: Disusun oleh:
Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim,
[Nama] [Nama] [Namal]

[NIP] [NIP] [NIP]
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FORMAT 16J:
CONTOH PKR LK BUN TRANSAKSI KHUSUS (BA 999.99)

Nama Kantor

Kegiatan yang

Direviu

Tahun Anggaran

KKR Nomor

Disusun oleh/
Paraf

Disetujui oleh/

Paraf

Direviu oleh/ Paraf

PROGRAM KERJA REVIU LK UAKPBUN TK

KONSOLIDASIAN TRANSAKSI KHUSUS

Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan Direnca | Dilaksa-| No:
oleh -nakan nakan
1 2 3 4 5] 6

A | Reviu Kelengkapan LK

Tujuan:
Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai
dengan format yang diatur dalam SAP.

Langkah Kerja:
1. Dapatkan dokumen sebagai berikut:

Laporan Keuangan UAKPBUN TK BA 999.99 ;
KKR Penyusunan Laporan Keuangan
UAKPBUN TK BA 999.99,

Laporan Keuangan UAPBUN TK Pengeluaran
Keperluan Hubungan Internasional dan
Pembayaran Dukungan Kelayakan dan
Catatan Hasil Reviunya,

Laporan Keuangan UAPBUN TK PNBP Yang
Dikelola DJA dan Catatan Hasil Reviunya;
Laporan Keuangan UAPBUN TK Aset Yang
Berada Dalam Pengelolaan DJKN dan Catatan
Hasil Reviunya;,

Laporan Keuangan UAPBUN TK Pembayaran
Belanja Pensiun, Belanja Askes, Program THT,
PPN RTGS Bl dan Belanja Selisih Harga Beras
BULOG serta Pendapatan dan Belanja yang
terkait dengan Pengelolaan Kas Negara dan
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Catatan Hasil Reviunya;

- Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola
Pengeluaran Keperluan Kerja Sama
Internasional dan Catatan Hasil Reviunya;

- Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola
Pengeluaran Keperluan Perjanjian Hukum
Internasional dan Catatan Hasil Reviunya;

- Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola
Pembayaran Dukungan Kelayakan dan
Catatan Hasil Reviunya,

- Laporan Keuangan UAKPA BUN TK PNBP yang
Dikelola oleh DJA dan Catatan Hasil Reviunya;

- Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Aset Bekas
Milik Asing/Cina dan Catatan Hasil Reviunya;

- Laporan Keuangan UAKPA BUN TK BMN vang
Berasal dari KKKS dan Catatan Hasil
Reviunya,

- Laporan Keuangan UAKPA BUN TK BMN yang
Berasal dari Kontraktor PKP2B dan Catatan
Hasil Reviunya,

- Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Aset yang
Berasal dari Pertamina dan Catatan Hasil
Reviunya,

- Laporan Keuangan UAKPA BUN TK BMN Idle
dan Catatan Hasil Reviunya;

- Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Aset Yang
timbul dari pemberian BLBI dan Catatan Hasil
Reviunya,

- Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Aset Lain-
Lain dalam Pengelolaan DJKN dan Catatan
Hasil Reviunya;,

- Laporan Keuangan UAKPA BUN TK
Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Askes,
Program THT, PPN RTGS BI, dan Belanja
Selisih Harga Beras BULOG dan Catatan Hasil
Reviunya, dan

- Laporan Keuangan UAKPA BUN TK
Pendapatan dan Belanja vang terkait
Pengelolaan Kas Negara dan Catatan Hasil
Reviunya.

Reviu apakah LK telah memuat:

- Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan
periode penyampaian LK vang sesuai,

- Gambaran ringkas mengenai LK,

- Tanda tangan pejabat yang berwenang;

- Daftar tabel (nama tabel, nomeor tabel, dan
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nomor halaman), jika ada;

- Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan
nomeor halaman), jika ada;

- Daftar lampiran (nama lampiran, nomor
lampiran, dan nomor halamanj;

- Daftar singkatan (singkatan-singkatan yvang
digunakan dalam LKJ;

- Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna
Anggaran vang ditandatangani oleh pimpinan
unit kerja,

- Pernyataan tanggung jawab memuat informasi
hahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP
dan berdasarkan SPI yang memadai.

3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B Reviu LRA

Tujuan:
Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan
dockumen sumber.

B.1 Reviu Realisasi Pendapatan

Langkah Kerja:

1. Bandingkan Nilai Pendapatan yang disajikan
dalam LRA UAKPBUN TK dengan KKR
Penyusunan Laporan Keuangan UAKPBUN TK;

2. Bandingkan Nilai Pendapatan yang dituangkan
dalam KKR Penyusunan Laporan Keuangan
UAKPBUN TK dengan data pendapatan yang
tersaji dalam semua Laporan Keuangan UAPBUN
TK maupun UAKPA BUN TK;

3. Lakukan penelitian terhadap Catatan Hasil Reviu
atas realisasi pendapatan pada semua Laporan
Keuangan UAPBUN TK maupun UAKPA BUN TK;
dan

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.2 Reviu Realisasi Belanja

Langkah Kerja:

1. Bandingkan Nilai belanja yang disajikan dalam
LRA UAKPBUN TK dengan KKR Penyusunan
Laporan Keuangan UAKPBUN TK,
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2. Bandingkan Nilai realisasi yang dituangkan dalam
KKR Penyusunan Lapcran Keuangan UAKPBUN
TK dengan data belanja yang tersaji dalam semua
Laporan Keuangan UAPBUN TK dan Laporan
Keuangan UAKPA BUN TK;

3. Lakukan penelitian terhadap Catatan Hasil Reviu
atas realisasi belanja pada semua Laporan
Keuangan UAPBUN TK maupun UAKPA BUN TK,
dan

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Reviu Neraca

Tujuan:
Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca
dengan dokumen sumber.

C.1 Reviu Aset

Langkah Kerja:

1. Bandingkan Nilai aset yang disajikan dalam LRA
UAKPBUN TK dengan KKR Penyusunan Laporan
Keuangan UAKPBUN TK;

2. Bandingkan Nilai aset yang dituangkan dalam
KKR Penyusunan Lapcran Keuangan UAKPBUN
TK dengan data aset yang tersaji dalam semua
Laporan Keuangan UAPBUN TK dan Laporan
Keuangan UAKPA BUN TK;.

3. Lakukan penelitian terhadap Catatan Hasil Reviu
atas aset pada semua Laporan Keuangan UAPBUN
TK maupun UAKPA BUN TK,; dan

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.2 Reviu Kewajiban

Langkah Kerja:

1. Bandingkan Nilai kewajiban yang disajikan dalam
LRA UAKPBUN TK dengan KKR Penyusunan
Laporan Keuangan UAKPBUN TK,

2. Bandingkan Nilai kewajiban yang dituangkan
dalam KKR Penyusunan Laporan Keuangan
UAKPBUN TK dengan data kewajiban vang tersaji
dalam semua Laporan Keuangan UAPBUN TK dan
Laporan Keuangan UAKPA BUN TK,
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3. Lakukan penelitian terhadap Catatan Hasil Reviu
atas kewajiban pada semua Laporan Keuangan
UAPBUN TK maupun UAKPA BUN TK; dan

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.3 Reviu Ekuitas Dana

Langkah Kerja:

1. Bandingkan Nilai ekuitas dana yvang disajikan
dalam LRA UAKPBUN TK dengan KKR
Penyusunan Laporan Keuangan UAKPBUN TK;

2. Bandingkan Nilai ekuitas dana yang dituangkan
dalam KKR Penyusunan Laporan Keuangan
UAKPBUN TK dengan data kewajiban vang tersaji
dalam semua Laporan Keuangan UAPBUN TK dan
Laporan Keuangan UAKPA BUN TK,

3. Lakukan penelitian terhadap Catatan Hasil Reviu
atas ekuitas dana pada semua Laporan Keuangan
UAPBUN TK maupun UAKPA BUN TK; dan

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

D Reviu CaLK

Tujuan:
Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada

CaLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca vang
memerlukan penjelasan dan/atau rincian.

Langkah Kerja:

1. Lakukan penelitian terhadap CalLK vang disajikan
dalam LK UAKPBUN TK;

2. Lakukan penelitian terhadap Catatan Hasil Reviu
atas CalLK pada semua LK UAPBUN TK maupun
UAKFA BUN TK;

3. Bandingkan CaLK vyang disajikan dalam LK
UAKPBUN TK dengan Catatan Hasil Reviu atas
CalLK pada semua LK UAPBUN TK maupun
UAKFA BUN TK;

4. Lakukan penelitian atas penyajian informasi pada
CaLK yaitu apakah telah memadai dan mencakup
seluruh akun penerimaan pada LRA; dan

5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
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E Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI

Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa Ditjen PBN c.q. Dit. APK
telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK
RI pada LK BA 999.99 UAKPBUN TK untuk periode
tahun-tahun sebelum periode reviu,

Langkah Kerja:
1. Dapatkan Action Plan Ditjen PBN c.q. Dit. APK
Tahun periode reviu.

2. Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut
atas temuan BPK Rl pada LK BUN sebelum tahun
periode reviu.

3. Lakukan analisis terhadap temuan yang belum
ditindaklanjuti dan/atau vang belum selesai
ditindaklanjuti.

4, Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]|

Disetujui oleh: Direviu oleh: Disusun oleh:
Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim,
[Namal] [Nama] [Namal]

[NIP] [NIP] [NIF]
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A | Reviu Kelengkapan LK

Tujuan:
Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai
dengan format vang diatur dalam SAP.

Langkah Kerja:

1. Dapatkan LK, vaitu Neraca dan [khtisar Laporan
Keuangan (ILK) Badan Lainnya dari Dit. APK
Ditjen PBN selaku UAPBUN PBL.

2. Reviu apakah LK telah memuat:
- Identitas unit akuntansi dan periode
penyvampaian LK vang sesuai;
- Gambaran ringkas mengenai LK,
- Tanda tangan pejabat yang berwenang,

- Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan
nomor halaman), jika ada;,

- Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan
nomor halaman), jika ada;,

- Daftar lampiran (nama lampiran, nomor
lampiran, dan nomor halaman);

- Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang
digunakan dalam LK]J;

- Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna

Anggaran vang ditandatangani pimpinan unit
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kerja;

- Pernyataan tanggung jawab memuat informasi
kahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP
dan berdasarkan SPI yang memadai.

3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Reviu Neraca

Tujuan:
Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca
dengan dokumen sumber.

Langkah Kerja:

1. Dapatkan data aset, kewajiban, dan ekuitas dana
dari Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker,

2. Bandingkan dengan data aset, kewajiban, dan
ekuitas dana menurut Neraca face,

3. Bandingkan dengan data aset, kewajiban, dan
ekuitas dana menurut Neraca face tahun
sebelumnya ditambah kenaikan/penurunan
realisasi penerimaan atau pengeluaran dan teliti
apabila terdapat perbedaan vang signifikan,
Lakukan analisis;

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

Reviu Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya

Tujuan:

Untuk meyakinkan kecocokan data pada lkhtisar
Laporan Keuangan (ILK] Badan Lainnya dengan
dokumen sumber.

Langkah Kerja:

1. Dapatkan data ILK Badan Lainnya,

2. Bandingkan setiap pos pada ILK Badan Lainnya
dengan dokumen sumber berupa laporan
keuangan masing-masing Unit Badan Lainnya,
teliti apahila terdapat perbedaan yang signifikan;

3. Teliti apakah catatan ringkas dalam ILK sudah
dimanfaatkan untuk memudahkan pengguna
laporan keuangan dalam memahami informasi
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vang disajikan;

4. Lakukan analisis terkait pencapaian tujuan ILK
vaitu untuk memberikan informasi tambahan bagi
pengguna laporan keuangan terkait penguasaan
sumber daya dan penggunaan dana vang diterima
baik dari APBN maupun dari pihak ketiga,

5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

D Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI

Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa Ditjen PBN selaku
UAPBUN PBL telah melakukan tindak lanjut
terhadap temuan BPK RI pada LK UAPBUN PBL
untuk periode tahun sebelum periode reviu.

Langkah Kerja:
1. Dapatkan Action Plan Ditjen PBN selaku UAPBUN
PBL Tahun periocde reviu.

2. Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut
atas temuan BPK RI pada LK UAPBUN PBL
sebelum tahun periode reviu.

3. Lakukan analisis terhadap temuan yang belum
ditindaklanjuti dan/atau yang belum selesai
ditindaklanjuti.

4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]

Disetujui oleh: Direviu oleh: Disusun oleh:
Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim,
[Namal] [Namal] [Nama]

[NIF] [NIF] [NIP]
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CONTOH PKR LK KONSOLIDASIAN BUN

Nama Kantor : KKR Nomor

Kegiatan yang : Disusun oleh/

Direviu Paraf

Tahun Anggaran : Direviu oleh/ Paraf
Disetujui oleh/
Paraf

PROGRAM KERJA REVIU LK KONSOLIDASIAN BUN

Dilaksa- Waktu KKR
No. Uraian nakan Direnca | Dilaksa-| No:
cleh -nakan nakan
1 2 3 4 5 ]

A | Reviu Prosedur Penyusunan LK Konsolidasian BUN

Tujuan:

Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai
pelaksanaan penyusunan LAK Konsolidasian BUN di
Dit. PKN dan penyusunan LK Konsclidasian BUN di
Dit. APK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A.1 Reviu Penyusunan LAK
Langkah Kerja:

1. Dapatkan Laporan Arus Kas Konsoclidasian BUN
vang telah disusun oleh Subdit KUN Ditjen PBN.

2. Teliti apakah LAK Konsolidasian BUN terdiri dari
BUN Pusat yvang berasal dari Laporan Arus Kas
Subdit KUN, Subdit RPH dan Subdit RPL, dan
BUN Daerah yang berasal dari LAK gabungan
KPPN.

3. Teliti apakah dalam penyusunan LAK
Konsolidasian BUN terdapat kendala.

4. Teliti apakah telah tersedia aplikasi yang
terintegrasi terkait penyusunan LAK LK BUN.

5. Dapatkan Daftar UAKPA vyang melaksanakan
rekonsiliasi dengan Dit PKN.

6. Dapatkan laporan  monitoring pelaksanaan
Rekonsiliasi antara Dit PKN dengan Kuasa
Pengguna Anggaran.
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7. Lakukan penelitian terhadap Berita Acara
Rekonsiliasi.

8. Teliti apakah LAK Konsolidasian BUN telah dikirim
kepada Dit APK Ditjen PBN sesuai batas waktu
yvang ditetapkan.

9. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

A.2 Reviu Penyusunan LRA dan Neraca
Langkah Kerja:

1. Dapatkan LRA dan Neraca Konsolidasian BUN
vang telah disusun oleh Dit APK Ditjen PBN

2. Teliti apakah seluruh LK BA BUN telah diterima
oleh Dit APK Ditjen PBN

3. Teliti apakah dalam penyusunan LRA dan Neraca
Konsolidasian BUN terdapat kendala.

4. Dapatkan  Daftar UAKPA/UAP BUN yang
melaksanakan rekonsiliasi dengan Dit APK,

5. Dapatkan laporan  monitoring pelaksanaan
Rekonsiliasi antara Dit APK UAKPA/UAP BUN,

6. Lakukan penelitian terhadap Berita Acara
Rekonsiliasi;

7. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B Reviu LAK dan LRA, serta CaLK

Tujuan:

Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai
akurasi data LAK dan LRA dan menilai kecukupan
pengungkapan dalam Cal.K.

B.1 Pendapatan dan Hibah
B.1.1LRA dan LAK

Langkah Kerja:

1. Dapatkan data Pendapatan BUN yang berasal dari
Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan hibah.

2. Bandingkan data Penerimaan Pajak Dalam Negeri
dengan data Realisasi menurut LRA face dan
LRA BA 15,

3. Bandingkan data Penerimaan Pajak Perdagangan
Internasional dengan data Realisasi menurut LRA
face dan LRA BA 15, LAK Konsoclidasian BUN,
serta LRA BA BUN terkait.
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4. Bandingkan data Penerimaan Sumber Daya Alam
dengan data Realisasi menurut LRA face, LAK
Konsolidasian BUN, dan LRA BA BUN.

5. Bandingkan data Bagian Laba Pemerintah atas
Laba BUMN dengan data Realisasi menurut LRA
face, LAK Konsolidasian BUN, dan LRA BA BUN
terkait.

6. Bandingkan data Penerimaan Negara Bukan Pajak
Lainnya dengan data Realisasi menurut LRA
face, LAK Konsolidasian BUN, dan LRA BA BUN
terkait.

7. Bandingkan data Pendapatan BLU dengan data
Realisasi menurut LRA face dan LAK
Konsolidasian BUN.

8. Bandingkan data Penerimaan Hibah dengan data
Realisasi menurut LRA face dan LAK
Konsolidasian BUN

9. Lakukan analisis terhadap data Pendapatan BUN
dan hibah.

10. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.1.2CaLK atas LAK

Langkah Kerja:

1. Bandingkan setiap unsur/penjelasan pos/akun
pada CalLK dengan LAK Face terkait Pendapatan
BUN dan hibah dalam aktivitas operasional. Teliti
apabila terdapat perbedaan yang signifikan
dengan uraian penjelasan pos-pos CaLK.

2. Teliti apakah ada unsur LAK terkait Pendapatan
BUN dan hibah dalam aktivitas operasional yang
belum dijelaskan dalam CalLK.

3. Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah
dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
vang belum dijelaskan pada LAK terkait
Pendapatan BUN dan hibah.

4. Lakukan analisis terhadap CalLK.

5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.1.3CaLK atas LRA

Langkah Kerja:

1. Bandingkan setiap unsur/penjelasan pos/akun
pada CalK dengan LRA Face terkait Pendapatan
BUN dan hibah. Teliti apabila terdapat perbedaan
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vang signifikan dengan uraian penjelasan pos-pos
Cal.K.

2. Teliti apakah ada unsur LRA terkait Pendapatan
BUN dan hibah yang bkelum dijelaskan dalam
CalLK.

3. Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah

dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting

vang belum dijelaskan pada LRA terkait

Pendapatan BUN dan hibah.

Lakukan analisis terhadap CaLK.

>

3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.2 Belanja dan Transfer Daerah
B.2.1LRA dan LAK

Langkah Kerja:

1. Dapatkan data belanja BUN atas belanja
Pemerintah Pusat, Transfer ke Daerah, dan
Suspen Belanja Negara.

2. Bandingkan data belanja Pemerintah Pusat
dengan data Realisasi menurut LRA face dan LAK
Konsolidasian BUN.

3. Bandingkan data Transfer ke Daerah dengan data
Realisasi menurut LRA face dan LAK
Konsolidasian BUN.

4. Bandingkan dengan data rencana belanja BUN
(DIPA) dan teliti apabila terdapat perbedaan vang
signifikan atau yvang menunjukkan nilai minus.

Lakukan analisis terhadap data belanja BUN.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.2.2CaLK atas LAK

Langkah Kerja:

1. Bandingkan setiap unsur/penjelasan pos/akun
pada CalLK dengan LAK Face terkait Belanja BUN
dan transfer daerah dalam aktivitas operasional.
Teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan
dengan uraian penjelasan pos-pos CaLK,

2. Teliti apakah ada unsur LAK terkait Belanja BUN
dan transfer daerah dalam aktivitas operasional
yvang belum dijelaskan dalam CalK.

3. Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah
dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
vang belum dijelaskan pada LAK terkait Belanja
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BUN dan transfer daerah.
4. Lakukan analisis terhadap Cal.K.
5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.2.3CaLK atas LRA

Langkah Kerja:

1. Bandingkan setiap unsur/penjelasan pos/akun
pada CalLK dengan LRA Face terkait Belanja BUN
dan transfer daerah. Teliti apabila terdapat
perbedaan yang signifikan dengan uraian
penjelasan pos-pos CalLK.

2. Teliti apakah ada unsur LRA Belanja BUN dan
transfer daerah vyang belum dijelaskan dalam
CaLK.

3. Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah
dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
vang belum dijelaskan pada LRA terkait Belanja
BUN dan transfer daerah.

4. Lakukan analisis terhadap CaLK.

5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.3 Pembiayaan
B.3.1LRA dan LAK

Langkah Kerja:

1. Dapatkan data Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Dalam dan Luar Negeri.

2. Bandingkan dengan data rencana Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan Dalam dan Luar Negeri
(DIPA) dan teliti apabila terdapat perbedaan yang
signifikan.

3. Bandingkan data Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Dalam dan Luar Negeri dengan data
Realisasi menurut LRA face dan LAK
Konsolidasian BUN.

4. Bandingkan data Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Dalam dan Luar Negeri dengan
Realisasi menurut LRA Face dan LAK
Konsolidasian BUN.

5. Lakukan analisis terhadap data Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan Dalam dan Luar Negeri.

6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.3.2CaLK atas LAK
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Langkah Kerja:

1. Bandingkan setiap unsur/penjelasan pos/akun
pada CaLK dengan LAK Face terkait Penerimaan
dan Pengeluaran Pembiayaan Dalam dan Luar
Negeri dalam aktivitas pembiayaan. Teliti apabila
terdapat perbedaan yang signifikan dengan
uraian penjelasan pos-pos CalLK.

2. Teliti apakah ada unsur LAK Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan Dalam dan Luar Negeri
dalam aktivitas pembiayaan yang belum
dijelaskan dalam CalLK.

3. Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah
dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
yvang belum dijelaskan pada LAK terkait
Penerimaan Pembiayaan Dalam dan Luar Negeri.

Lakukan analisis terhadap CaLK.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.3.3CaLK atas LRA

Langkah Kerja:

1. Bandingkan setiap unsur/penjelasan pos/akun
pada CalLK dengan LRA Face terkait Penerimaan
dan Pengeluaran Pembiayaan Dalam dan Luar
Negeri. Teliti apabila terdapat perbedaan vang
signifikan dengan wuraian penjelasan pos-pos
CalLK.

2. Teliti apakah ada unsur LRA Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan Dalam dan Luar Negeri
vang belum dijelaskan dalam Cal.K.

3. Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah
dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
vang belum dijelaskan pada LRA terkait
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Dalam
dan Luar Negeri.

4. Lakukan analisis terhadap CaLK.

5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.4 Aktivitas Non Anggaran pada LAK
B.4.1Perhitungan Fihak Ketiga
Langkah Kerja:

1. Dapatkan rekapitulasi Laporan Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) pada Subdit KN Dit. PKN Ditjen PBN;
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2. Teliti apakah penerimaan dan pengeluaran PFK
sudah sesuai dengan LAK BUN
3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.4.2 Kiriman Uang

Langkah Kerja:

1. Teliti apakah semua akun kiriman uang telah
berpasangan.

2. Teliti apakah terhadap akun-akun kiriman uang
vang telah berpasangan, uraian akun-akunnya
juga telah berpasangan.

3. Bandingkan pada LAK Gabungan apakah jumlah
Penerimaan Kiriman Uang telah sama dengan
Pengeluaran Kiriman Uang.

4. Bandingkan pada LAK Gabungan apakah jumlah
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka TSA
Dengan RPK-BUN P telah sama dengan
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka TSA
Dengan RPK-BUN-P.

5. Bandingkan pada LAK Gabungan apakah jumlah
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus
telah sama dengan Pengeluaran Kiriman Uang
Dalam Rangka Reksus.

6. Bandingkan pada LAK Gabungan apakah jumlah
Penerimaan Pemindahbukuan telah sama dengan
Pengeluaran Pemindahbukuan.

7. Bandingkan pada LAK Gabungan apakah jumlah
Penerimaan Pemindahbukuan Dalam Rangka
Penempatan telah sama dengan Pengeluaran
Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan.

8. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

B.4.3CaLK atas LAK Non Anggaran

Langkah Kerja:

1. Bandingkan setiap unsur/penjelasan pos/akun
pada CalK dengan LAK Face terkait Penerimaan
dan Pengeluaran Non Anggaran. Teliti apabila
terdapat perbedaan yvang signifikan dengan uraian
penjelasan pos-pos CaLK.

2. Teliti apakah ada unsur LAK Penerimaan dan
Pengeluaran Non Anggaran yang belum dijelaskan
dalam CalLK.

3. Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah

dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
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vang belum dijelaskan pada LAK terkait
penerimaan dan pengeluaran Non Anggaran.
4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
C Reviu Neraca dan CaLK

Tujuan:
Untuk memberikan kevakinan terbatas mengenai

akurasi data Neraca dan menilai kecukupan
pengungkapan dalam Cal.K.

C.1 Aset (Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang,
Aset Tetap, dan Aset Lain-Lain)

C.1.1Neraca

Langkah Kerja:

1. Dapatkan data Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset
Lainnya.

2. Bandingkan dengan data Aset menurut Neraca
face tahun sebelumnya ditambah dengan
kenaikan atau penurunan realisasi penerimaan
pembiayaan dan juga teliti apabila terdapat
perbedaan yang signifikan antara keduanya.

3. Bandingkan data jumlah Kas dan Bank dengan
Neraca Face.

4. Bandingkan data jumlah Uang Muka dengan
Neraca Face.

5. Bandingkan data jumlah Piutang Neraca Face.

6. Bandingkan data Persediaan dengan Neraca Face.

7. Bandingkan data jumlah Investasi Non Permanen
dengan Neraca Face.

8. Bandingkan data jumlah Investasi Permanen
dengan Neraca Face.

9. Bandingkan data jumlah Aset Tetap dengan
Neraca Face.

10. Bandingkan data jumlah Jumlah Aset lainnya
dengan Neraca Face.

11. Lakukan analisis terhadap data aset.

12. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.1.2CaLK

Langkah Kerja:

1. Bandingkan setiap unsur/penjelasan pos/akun
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pada CalK dengan Neraca Face terkait Aset. Teliti
apabila terdapat perbedaan yang signifikan
dengan uraian penjelasan pos-pos CalLK.

2. Teliti apakah ada unsur Neraca terkait Aset yvang
belum dijelaskan dalam CaLK.

3. Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah
dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
vang belum dijelaskan pada pos Aset pada Neraca.

4. Lakukan analisis terhadap CaLK.

5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.2 Kewajiban
C.2.1Neraca

Langkah Kerja:

1. Dapatkan data kewajiban jangka pendek dan
jangka panjang.

2. Bandingkan dengan data Kewsgjiban menurut
Neraca face tahun sebelumnya  ditambah
kenaikan / penurunan realisasi penerimaan
pembiayaan dan teliti apabila terdapat perbedaan
vang signifikan.

3. Bandingkan data jumlah Utang jangka pendek
dengan Neraca Face.

4. Bandingkan data jumlah Utang Jangka Panjang
Dalam Negeri dengan Neraca Face.

5. Bandingkan data jumlah Utang Jangka Panjang
Luar Negeri dengan Neraca Face.

6. Lakukan analisis terhadap data kewajiban.

7. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.2.2CaLK
Langkah Kerja:

1. Bandingkan setiap unsur/penjelasan pos/akun
pada CalLK dengan Neraca Face terkait Kewajiban.
Teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan
dengan uraian penjelasan pos-pos CalLK.

2. Teliti apakah ada unsur Neraca terkait pos
Kewajiban vang belum dijelaskan dalam CalLK.

3. Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah
dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
vang belum dijelaskan pada pos Kewajiban pada
Neraca.

4. Lakukan analisis terhadap CalLK.

5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
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C.3 Ekuitas (Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas
Dana Investasi)

C.3.1Neraca
Langkah Kerja:

1. Dapatkan data Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas
Dana Investasi.

2. Bandingkan dengan data Ekuitas menurut LRA
face.

3. Bandingkan dengan data kewsajiban dan teliti
apabila terdapat perbedaan vang signifikan.

4. Lakukan analisis terhadap data Ekuitas Dana
Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

C.3.2CaLK

Langkah Kerja:

1. Bandingkan setiap unsur/penjelasan pos/akun
pada CalK dengan Neraca Face terkait pos
Ekuitas. Teliti apabila terdapat perbedaan yang
signifikan dengan uraian penjelasan pos-pos
CaLK.

2. Teliti apakah ada wunsur Neraca terkait pos
Ekuitas yang belum dijelaskan dalam Cal.K.

3. Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah
dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting
vang belum dijelaskan pada pos Ekuitas pada
Neraca.

4. Lakukan analisis terhadap CalK.

5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

D Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI

Tujuan:
Untuk meyakinkan bahwa Menteri Keuangan selaku
BUN telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan

BPK RI pada LK Konsoclidasian BUN untuk periocde
tahun sebelum periode reviu.

Langkah Kerja:

1. Dapatkan rekapitulasi temuan BPK RI atas LK
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Konsolidasian BUN Periode Sebelumnya
Teliti apakah telah dicantumkan tindak lanjut
atas temuan BPK RI di dalam CalK
Teliti apakah temuan telah ditindaklajuti cleh unit
Eselon [ yang ditunjuk sebagai PIC.
Teliti kesesuaian tindak lanjut serta jadwal tindak
lanjut atas temuan BPK RI tersebut
Lakukan identifikasi apakah terdapat kendala
dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut
Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.
[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]|
Disetujui oleh: Direviu oleh: Disusun oleh:
Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim,
[Namal] [Nama] [Nama]
[NIP] [NIP] [NTP]
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